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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
DI SD 1 TRIRENGGO DAN SD KEPUHAN KABUPATEN BANTUL 
 
Oleh 




Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul,  faktor 
pendukung dan penghambat serta cara mengatasi hambatan implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif. Tempat penelitian ini di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul; SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan. Subyek penelitian ini adalah 
Kepala Seksi dan Staf Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar; Kepala Sekolah; guru 
kelas; guru pembimbing khusus dan orang tua siswa berkebutuhan khusus. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Milles dan 
Hubberman Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) SD 1 Trirenggo melaksanakan 
kebijakan pendidikan inklusif melalui pengurus inklusif, pemenuhan sarana 
prasarana, pelatihan guru, kerjasama dengan pihak lain, adanya POT; sedangkan 
pelaksanaan di SD Kepuhan melalui pengurus inklusif, adanya sosialisasi, 
assessment, penanganan, kerjasama dengan pihak lain, pemenuhan sarana 
prasarana dan POT. 2) Faktor pendukung di SD 1 Trirenggo adalah kurikulum 
dimodifikasi; semua guru terlibat; mendata siswa dan meng-assessment; sarana 
prasarana sesuai kebutuhan siswa; penilaian sesuai kebutuhan siswa; kerjasama 
dengan pihak lain dan interaksi antar siswa baik. Faktor pendukung di SD 
Kepuhan  yaitu kurikulum dimodifikasi; adanya pelatihan guru, kerjasama guru 
dan GPK; adanya asessment; adanya bantuan dana dan sarana prasarana; 
kerjasama dengan pihak lain dan sikap menghargai antarsiswa. Faktor 
penghambat di SD 1 Trirenggo yaitu guru kurang serius, sulit mendapat GPK;  
sarana prasarana kurang dimanfaatkan. Faktor penghambat di SD Kepuhan yaitu 
guru kurang optimal; peran sekolah dan orang tua kurang. 3) Cara mengatasi 
hambatan di SD 1 Trirenggo yaitu penggunaan dana seefektif; membangun 
kesadaran guru dan orang tua melibatkan guru dalam penelitian; kerjasama 
dengan pihak lain; mengajukan permohonan dana. Cara mengatasi hambatan di 
SD Kepuhan yaitu sekolah berkonsultasi dengan dinas; mengingatkan siswa 
belajar di rumah; adanya POT. 
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A. Latar Belakang  
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap 
individu ciptaan Tuhan yang ada sejak individu dilahirkan sampai dengan 
seumur hidupnya dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Setiap 
individu yang baik seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi 
manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang pendidikan, status, 
golongan, keturunan, jabatan, jenis kelamin dan sebagainya. Hak Asasi 
Manusia dalam bidang pendidikan merupakan salah satu hak mutlak yang 
harus dipenuhi oleh setiap individu, agar individu tersebut mempunyai 
ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga mampu untuk mengembangkan 
potensi-potensi yang ada dalam dirinya. 
Hak untuk memperoleh pendidikan saja dirasa belum cukup tanpa 
adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang 
bermutu tercermin dari segala aspek yang berkaitan langsung atau tidak 
langsung dengan proses pembelajaran maupun yang mendukung 
terlaksananya proses pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak 
yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”. Pendidikan yang 
bermutu harus selalu diupayakan demi terlaksananya persamaan hak antar 
warga negara untuk dapat mengenyam pendidikan.  
2 
Kesempatan mengenyam pendidikan yang bermutu untuk semua 
warga negara juga diperkuat dengan adanya Pasal 11 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan 
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Pasal ini juga 
sebagai salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mendukung 
kesepakatan International Education For All (EFA) yang dipelopori oleh 
UNESCO mengenai pendidikan untuk semua. 
Pendidikan untuk semua yang dipelopori UNESCO juga meliputi 
pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus 
mempunyai kesempatan yang sama dengan anak normal untuk 
memperoleh pengetahuan, memperluas wawasan sehingga dapat 
mengoptimalkan kemampuan dan bakatnya. Anak berkebutuhan khusus 
juga dapat mempunyai bekal kehidupan yang lebih baik dan dapat hidup 
mandiri tanpa selalu ketergantungan oleh orang lain. 
Kenyataannya sampai saat ini masih terdapat anak berkebutuhan 
khusus yang belum mengenyam pendidikan. Keberadaan anak 
berkebutuhan khusus juga sering kali dikucilkan dalam masyarakat, 
padahal dengan kondisi kelainan yang dialaminya, mereka justru 
membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Terbatasnya 
ketersediaan akses menuju sekolah luar biasa, guru kurang berkompeten                                   
dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, kurangnya sarana dan 
3 
prasarana yang tersedia sehingga permasalahan ini menjadi salah satu 
faktor yang menyebabkan tidak semua anak yang berkelainan 
mendapatkan pendidikan atau pelayanan yang semestinya. 
Pemecahan masalah dalam perlakuan yang sama antara siswa 
berkebutuhan khusus dengan siswa normal di sekolah dapat diwujudkan 
dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan sarana dan 
prasarana yang accessible. Sarana dan prasarana yang accessible berarti 
memberikan kemudahan, dapat dijangkau, dapat digunakan siswa 
berkebutuhan khusus, dapat melaksanakan proses pembelajaran yang 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.  
“Anak  yang termasuk berkebutuhan khusus dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (2) yaitu: “Warga 
negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual 
dan/ atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa sehingga memerlukan pendidikan 
khusus”. 
Pendidikan khusus yang dimaksud untuk anak berkebutuhan 
khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 32 Ayat (1) 
adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan 
dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 
mental, sosial dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 
Pendidikan khusus sampai saat ini masih disamakan dengan pendidikan 
yang diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa, padahal pendidikan khusus 
juga diperlukan untuk diselenggarakan di sekolah umum karena sekarang 
ini terdapat banyak siswa berkebutuhan khusus yang juga bersekolah di 
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sekolah umum. Sekolah umum dipilih karena sekolah yang ada dihampir 
setiap daerah dekat dengan tempat tinggal sehingga anak berkebutuhan 
khusus mudah untuk mengaksesnya.  
Keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum ada yang 
belum memperoleh layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan kondisi 
dan kebutuhannya. Adapula sekolah umum yang menolak anak 
berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah, padahal dinas pendidikan 
sudah menghimbau setiap sekolah untuk menerima anak berkebutuhan 
khusus dengan jenis kelainan apapun. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Totok Sudarto dalam republika.co.id eds. Kamis, 21 Maret 2013 yang 
berbunyi: “Pada prinsipnya sekolah tidak boleh menolak Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK), sehingga setiap sekolah harus menyediakan 
pendidikan inklusi”. Pendapat senada juga disampaikan dalam wawancara 
dengan Antara Jogja eds. Kamis, 25 Juni 2015 yaitu “SD tidak boleh 
menolak siswa inklusi, baik „slow learner‟ (lamban belajar), „low 
vision‟(penglihatan kurang) dan tunagrahita ringan maupun faktor 
kekurangsempurnaan lainnya”. 
Permasalahan lain muncul apabila sekolah umum menerima siswa 
yang memiliki kelainan tertentu sering menemui kesulitan dalam 
mengenali dan menangani siswa berkebutuhan khusus tersebut. Solusi 
yang dapat digunakan dalam permasalahan ini sebenarnya guru harus 
memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pendidikan untuk siswa 
berkebutuhan khusus agar dapat mengenali, mengidentifikasi, dan dapat 
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menangani siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan sedini mungkin. 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Daerah Istimewa 
Yogyakarta telah mendata pada tahun 2015 terdapat 19 Sekolah Luar 
Biasa (SLB) di Kabupaten Bantul dan 178 sekolah umum yang terdapat 
siswa berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis kelainan tersebar di 
kabupaten/ kota Daerah Istimewa Yogyakarta. 178 sekolah umum ini 
terdiri dari jenjang SD hingga SMK. Jenjang SD daerah terbanyak berada 
di Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 43 sekolah, sedangkan daerah 
paling sedikit berada di Kota Yogyakarta dengan jumlah 7 sekolah. 
Jenjang SMP daerah terbanyak berada di Kabupaten Sleman sebanyak 5 
sekolah, sedangkan daerah paling sedikit ditempati dua kabupaten yaitu 
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul dengan 3 sekolah. 
Daerah terbanyak untuk jenjang SMA berada di dua daerah yaitu 
Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta dengan jumlah 3 sekolah, 
sedangkan daerah paling sedikit berada di daerah Kulon Progo dengan 1 
sekolah. Jenjang SMK untuk daerah terbanyak berada di Kota Yogyakarta 
dengan jumlah 5 sekolah, sedangkan tersedikit bahkan tidak ada berada di 
Kabupaten Kulon Progo. Adapula Madrasah Aliyah Negeri yang memiliki 
siswa berkebutuhan khusus berada di Kabupaten Sleman dan hanya satu-
satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah siswa sebanyak 9 
orang. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperjelas dengan 
penggambaran tabel dari jumlah sekolah umum yang terdapat siswa 
berkebutuhan khusus sebagai berikut: 
Tabel 1. Jumlah Sekolah Umum yang Memiliki Siswa Berkebutuhan 
Khusus 
No. Kabupaten/ Kota 
Jenjang Pendidikan 
SD SMP SMA SMK MA Jumlah 










43 3 2 1 - 49 
4. Kabupaten Sleman 28 5 2 2 1 
38 
5. Kota Yogyakarta 7 4 3 5 - 
19 
Jumlah 136 19 13 9 1 
178 
(Sumber: Seksi PLB, Disdikpora DIY, 2015) 
Berdasarkan penjelasan dan tabel di atas maka jumlah SLB dan 
sekolah umum yang terdapat siswa berkebutuhan khusus dirasa belum 
cukup menampung jumlah anak berkebutuhan khusus yang menyebar 
hampir di semua sudut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. 
Oleh karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan suatu 
kebijakan yang dapat mendukung terlaksananya pendidikan untuk anak 
berkebutuhan khusus yang accessible. 
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Kebijakan menurut Hugh Heclo (Arif Rohman, 2012: 79) adalah 
“Cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa 
permasalahan. Jadi kebijakan adalah suatu aturan atau pedoman yang 
digunakan untuk mendasari pelaku kebijakan atau user policy dalam 
melaksanakan suatu program sehingga dapat mencapai tujuan dari 
program tersebut. Kebijakan juga diartikan sebagai perilaku dari sejumlah 
aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor 
dalam suatu bidang kegiatan” (E. Anderson, dalam Arif Rohman, 2012: 
79). Dengan demikian kebijakan berarti suatu kegiatan atau tindakan yang 
dilakukan aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. 
Menurut Soebijanto (Arif Rohman, 2012: 85) juga berpendapat 
bahwa “Istilah kebijakan pendidikan adalah:  
“perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk 
tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan 
pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan 
(policy of education). Jadi, kebijakan pendidikan dapat diartikan 
sebagai aturan atau pedoman yang digunakan aktor pendidikan 
dalam  melakukan suatu tindakan seperti perencanaan pendidikan 
(educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master 
plan of education), pengaturan pendidikan (educational 
regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education)”. 
Kebijakan Pendidikan terkait dengan pendidikan untuk anak 
berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta diwujudkan dengan 
adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan ini mulai 
dicanangkan di Yogyakarta pada 12 November 2014. Pendidikan inklusif 
dirancang untuk menghargai persamaan hak masyarakat atas pendidikan 
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tanpa membedakan usia, gender, etnik, bahasa, kecacatan, dan lainnya. 
Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua anak yang memiliki kelainan dan 
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan 
atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama 
dengan anak pada umumnya.  
Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini didasari oleh 
adanya Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 tentang 
penyelenggaraan pendidikan inklusif. Implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif ini memerlukan guru pembimbing khusus yang berkompeten 
untuk mendampingi dan membimbing siswa berkebutuhan khusus agar 
menjadi lebih baik. Pelaksanaan pendidikan inklusif juga tidak terlepas 
dari partisipasi keseluruhan warga sekolah termasuk orang tua siswa 
berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Setiap sekolah di Daerah 
Istimewa Yogyakarta diwajibkan untuk memberikan fasilitas bagi siswa 
berkebutuhan khusus. Peraturan senada juga disampaikan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 41 Ayat (1) yang berbunyi: 
“Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus 
memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi 
menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan 
khusus”. Adanya Peraturan Gubernur dan Peraturan Pemerintah tersebut 
maka peluang anak berkebutuhan khusus untuk dapat memperoleh ilmu di 
bangku sekolah semakin besar.  
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Dasar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini 
diperkuat lagi dengan adanya Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang 
pendidikan inklusif 
“Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah 
kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, 1 
(satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan  1 
(satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan 
pendidikan inklusif. Adanya Permendiknas ini maka setiap 
kabupanten/ kota di Yogyakarta harus memiliki sekolah inklusif 
minimal 4 sekolah yang terdiri dari jenjang SD sampai dengan 
SMA/ SMK”. 
Menindaklanjuti beberapa peraturan di atas maka Kabupaten 
Bantul mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagai 
pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di 
Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang dimaksud 
yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2015 tentang 
Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.  
Peraturan  ini tertera pada pasal 10 ayat (1) berbunyi: “Pemerintah 
Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 
Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan”. Ayat (2) dan (3) juga 
mempertegas bahwa “ Pemerintah Daerah menjamin 
terselenggaranya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang 
disabilitas. Ayat (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan 
tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan 
pendidikan yang ditunjuk. Pelaksanaan penyelenggaraan 
pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul bukan sekedar himbauan 
tetapi wajib untuk dilaksanakan dan dipenuhi hak-haknya bagi 
penyandang disabilitas. 
Meskipun sudah ada peraturan tentang penyelenggaraan 
pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul, kenyataannya penyelenggaraan 
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pendidikan inklusif di sekolah inklusif belum berjalan sebagaimana 
mestinya. Beberapa kendala yang dialami oleh pihak sekolah dan pihak 
dinas pendidikan khususnya jenjang SD menjadi buktinya. Kendala-
kendala tersebut seperti ada sekolah belum memiliki guru pembimbing 
khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, sekolah hanya mendatangkan 
guru dari SLB; sekolah di Kabupaten Bantul juga hanya memiliki satu 
orang guru pembimbing khusus yang menangani siswa berkebutuhan 
khusus banyak yang membutuhkan pembimbingan secara intensif seperti 
slow learner dan tunagrahita; masih terjadi diskriminasi oleh 
penyelenggara layanan pendidikan yang ditujukan kepada penyandang 
cacat. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang 
penyelenggaraan pelayanan pendidikan inklusif dan rendahnya kesadaran 
orang tua terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus serta banyaknya 
masyarakat yang kurang berempati dengan keberadaan anak yang 
berkebutuhan khusus. 
Perancangan sekolah inklusif belum sepenuhnya membuat siswa 
mandiri karena fasilitas dan sarana prasana yang kurang mendukung. 
Kurikulum yang digunakan sebagian besar mengandalkan intensitas guru 
sekolah dalam membimbing siswa. Akibatnya siswa berkebutuhan khusus 
sering diperlakukan sama dengan siswa normal pada umumnya dalam hal 
penerimaan pembelajaran sehingga hasil belajar menjadi kurang optimal. 
Perlu adanya solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan bagi siswa 
berkebutuhan khusus terutama berkaitan dengan pendidikan bagi semua 
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guru agar mempunyai pengetahuan untuk menangani siswa berkebutuhan 
khusus. 
Ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian ini karena 
adanya 19 SLB dan 44 sekolah inklusif jenjang SD sampai dengan 
SMA/K Kabupaten Bantul diharapkan cara penanganan untuk menangani 
siswa berkebutuhan khusus semakin baik. Peneliti  mengambil tempat 
penelitian di Sekolah Dasar (SD) karena SD merupakan awal mula 
seorang guru membentuk kepribadian siswa dengan berbagai latar 
belakang pendidikan keluarga melalui cara guru tersebut mendidik siswa 
di dalam kelas maupun di luar kelas. Pemilihan sekolah dalam penelitian 
ini karena  SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul memiliki 
jumlah siswa berkebutuhan khusus lebih banyak dari sekolah lainnya dan 
SD 1 Trirenggo salah satu sekolah yang dijadikan oleh Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul sebagai sekolah inklusif percontohan. Peneliti 
ingin mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam 
pendidikan dan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan 
anak berkebutuhan khusus serta anak berkebutuhan khusus sering 
dikucilkan dalam masyarakat. 
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2. Terbatasnya ketersediaan akses menuju Sekolah Luar Biasa, guru 
kurang berkompeten dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, 
kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.  
3. Pendidikan khusus sampai saat ini masih disamakan dengan 
pendidikan di SLB, padahal pendidikan khusus perlu diselenggarakan 
di sekolah umum. 
4. Keberadaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum ada yang 
belum memperoleh layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhannya. 
5. Ada sekolah umum yang menolak anak berkebutuhan khusus yang 
ingin bersekolah dan apabila sekolah umum menerima siswa yang 
memiliki kelainan sering menemui kesulitan dalam mengenali dan 
menangani siswa berkebutuhan khusus tersebut. 
6. Ada sekolah belum memiliki guru pembimbing khusus untuk siswa 
berkebutuhan khusus dan sekolah hanya mendatangkan guru dari SLB. 
Sekolah di Kabupaten Bantul juga hanya memiliki satu orang guru 
pembimbing khusus yang menangani siswa berkebutuhan khusus 
banyak yang membutuhkan pembimbingan secara intensif. 
7. Kurikulum yang digunakan sebagian besar mengandalkan intensitas 
guru sekolah dalam membimbing siswa. Akibatnya siswa 
berkebutuhan khusus sering diperlakukan sama dengan siswa normal 
pada umumnya dalam hal penerimaan pembelajaran sehingga hasil 
belajar menjadi kurang optimal.  
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8.  SLB dan sekolah umum belum mampu menampung semua anak 
berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis kelainan. 
C. Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah kebijakan pendidikan 
inklusif yang sangat kompleks di atas, maka peneliti membatasi 
permasalahan yang dibahas dengan memfokuskan pada implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan 
Kabupaten Bantul. 
D. Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah berdasarkan batasan masalah di atas untuk 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul? 
2. Apa saja faktor yang pendukung dan penghambat dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan 
Kabupaten Bantul? 
3. Bagaimana cara pihak sekolah dalam mengatasi hambatan yang 
muncul pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan peneliti dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan: 
1. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD 
Kepuhan Kabupaten Bantul. 
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2. Faktor yang pendukung dan penghambat dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan 
Kabupaten Bantul. 
3. Cara yang dilakukan pihak sekolah untuk menangani hambatan yang 
muncul pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD 
Kepuhan Kabupaten Bantul dan dapat menambah khasanah ilmu 
pengetahuan terutama bidang pendidikan pada program studi 
Kebijakan Pendidikan, jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 
pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan serta dapat 
menjadi rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan 
inklusif di Kabupaten Bantul. 
b. Bagi Kepala Sekolah 
Adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
masukan serta pertimbangan oleh pihak sekolah terkait dengan 
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kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo 
dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. 
c. Bagi Guru Kelas dan Guru Pembimbing Khusus 
Adanya penelitian ini, diharapkan guru kelas dan guru pembimbing 
khusus dapat bekerjasama lebih baik lagi dan dapat dijadikan 
bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pembelajaran serta dapat 
dijadikan bahan untuk meningkatkan kinerja maupun penanganan 
siswa berkebutuhan khusus sesuai kondisi, kemampuan dan 
kebutuhannya. 
d. Bagi Orang Tua Siswa ABK 
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
perhatian orang tua terhadap pendidikan Anak Berkebutuhan 
Khusus (ABK) terkait dengan pendidikan yang sesuai dengan 












A. Implementasi Kebijakan Pendidikan 
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan 
Masalah biasanya muncul karena dilatarbelakangi oleh adanya 
kesenjangan antara kondisi yang seharusnya/ harapan dengan kenyataan 
yang terjadi. Langkah dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi 
diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil agar masalah dapat 
terselesaikan. Menentukan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi diperlukan beberapa alternatif pilihan penyelesaian, 
alternatif-alternatif ini digunakan pengambil kebijakan sebagai bahan 
pertimbangan dari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. 
Istilah kebijakan (policy) sering dicampuradukkan dengan 
kebijaksanaan (wisdom). Kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat 
jauh berbeda. Kebijaksanaan lebih menekankan kepada faktor-faktor 
emosional dan irasional (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 16). 
Konsep mengenai kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari 
pertimbangan mendalam mengenai tindakan (behavior) dari seseorang 
atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan seseorang atau 
lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu kebijakan 
mempunyai makna intensional, kebijakan mengatur tingkah laku 
seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta 
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evaluasi dari tindakan tersebut. Jadi, kebijakan adalah peraturan yang 
sengaja dibuat untuk dijadikan pedoman oleh pelaku kebijakan untuk 
menyelesaikan masalah.  
Bidang pendidikan, kebijakan diartikan keseluruhan proses dan 
hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan 
dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan 
tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun 
waktu tertentu (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140). Kebijakan 
pendidikan ini meliputi analisis kebijakan, perumusan kebijakan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Jadi, suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu 
rancangan saja tetapi harus diimplementasikan. Suatu kebijakan 
pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga 
perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik. 
Mark Olsen, dkk (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 267) 
mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di 
bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kunci dari 
keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan 
global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama 
di era globalisasi. Hal ini berarti bahwa kebijakan pendidikan harus 
sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan 
kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan 
bangsa-bangsa dibidang pendidikan dan sebagai salah satu bagian dari 
tujuan pembangunan negara secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan 
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juga berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur 
pelaksanaan sistem pendidikan termasuk didalamnya tujuan pendidikan 
dan cara mencapai tujuan tersebut (EnsiklopediaWikipedia, dalam Dr. 
Riant Nugroho, 2008: 36) 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditegaskan 
bahwa kebijakan pendidikan adalah peraturan yang dijadikan sebagai 
pedoman atau cara bertindak pelaku kebijakan, dalam penyelenggaraan 
pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang 
pendidikan. 
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Suatu kebijakan pendidikan dirancang dan dirumuskan untuk dapat 
diimplementasikan. Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan 
perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/ organisasi dalam 
rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan pendidikan tersebut. 
Webster (Arif Rohman, 2012: 105) mengatakan bahwa: “Implementasi 
diartikan sebagai to provide the means for carrying out (menyediakan 
sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to 
(melibatkan dampak/ akibat dari sesuatu)”.  
Implementasi kebijakan mengandung arti bahwa proses 
menjalankan keputusan kebijakan, keputusan ini dapat berupa undang-
undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, 
peraturan menteri. Slamet (2014) dalam seminar nasional kebijakan 
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pendidikan juga mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan diwujudkan 
dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Menteri, Keputusan Direktur 
Jenderal, Peraturan Daerah dan sejenisnya serta berupa peraturan tertulis, 
perintah lisan, maklumat dan sejenisnya. 
Senada dengan pendapat di atas, Van Meter dan Van Horn (Arif 
Rohman, 2012: 106) menjelaskan maksud dari implementasi kebijakan 
adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, 
kelompok pemerintah atau kelompok swasta yang diarahkan pada 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. M. Grindel (Arif 
Rohman, 2012: 106) menambahkan bahwa proses implementasi kebijakan 
mencakup tugas-tugas (membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah 
suatu kegiatan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas 
pemerintah). Tugas-tugas dalam hal ini seperti mengarahkan sasaran atau 
obyek, penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi 
pelaksanaan, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan 
kebijakan, dan lainnya.  
Charles O. Jones (Arif Rohman, 2012: 106) juga mengemukakan 
implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk 
mengoperasikan sebuah program. Program ini meliputi:  
“(1) pengoperasian, pembentukan atau penataan kembali 
sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program; 
(2) interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi 
rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta 
dilaksanakan; (3) aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin 
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bagi pelayanan, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan 
perlengkapan program”. 
Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau tindakan 
yang diambil berdasarkan keputusan yang telah disepakati melalui 
program-program atau tugas-tugas untuk merealisasikan keputusan guna 
mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam bidang pendidikan, kebijakan 
pendidikan berari cara bertindak aktor pendidikan dalam merealisasikan 
keputusan sesuai dengan tugas-tugas dan program pendidikan yang telah 
ditetapkan.  
Arif Rohman (2012: 107) mengemukakan bahwa implementasi 
kebijakan pendidikan merupakan proses yang melibatkan perilaku badan 
administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan 
menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran sekaligus faktor-faktor 
hukum, politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh terhadap perilaku yang 
terlibat dalam program secara langsung maupun tidak. Pelaksanaan 
kebijakan pendidikan ini merupakan tanggungjawab bersama antara 
pemerintah, masyarakat serta sekolah demi terwujudnya tujuan dari 
pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut. 
Jadi implementasi kebijakan pendidikan berarti proses pelaksanaan 
suatu keputusan dibidang pendidikan yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok, dengan melibatkan perangkat hukum, politik, ekonomi, sosial 
secara bersama-sama bertanggung jawab untuk mencapai tujuan 
pendidikan yang telah ditetapkan. 
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3. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Terdapat tiga ahli yang mengemukakan teori implementasi 
kebijakan pendidikan, teori ini dikembangkan oleh Brian W. Hogwood 
dan Lewis A. Gunn, Van Meter dan Van Horn, serta Daniel Mazmanian 
dan Paul A. Sabatier (Arif Rohman, 2012: 107-110).  
a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 
Ahli dalam teori ini menggunakan pendekatan “the top-down 
approach” untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara 
sempurna. Persyaratan untuk dapat mengimplementasikan teori ini 
adalah: 
(1) kondisi eksternal yang dihadapi badan/ instansi pelaksana 
tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; (2) 
pelaksanaan suatu program harus tersedia waktu dan sumber-
sumber yang memadai; (3) perpaduan sumber-sumber yang 
diperlukan harus benar-benar tersedia; (4) kebijakan yang akan 
diterapkan didasari hubungan kausalitas yang handal; (5) 
hubungan kausal hendaknya bersifat langsung dan memiliki 
sedikit mata rantai penghubung, dan lainnya. 
b. Van Meter dan Van Horn 
Teori Van Meter dan Van Horn berawal dari argumen yang 
menyampaikan perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi 
oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, karena setiap kebijakan 
memiliki karakteristik sifat yang berlainan.  
Van Meter dan Van Horn menyampaikan enam variabel yakni 
dua variabel utama dan empat variabel tambahan yang 
membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan. 
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Keenam variabel tersebut meliputi: standar dan tujuan 
kebijakan, sumberdaya, komunikasi, interorganisasi dan 
aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi 
sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana. 
Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan 
konsep-konsep yang penting dalam prosedur-prosedur 
implementasi (Arif Rohman, 2012: 108). 
 
Teori ini menggunakan model proses implementasi kebijakan 
(A Model of the Policy Implementation Process) dengan membuat 
tipologi kebijakan. Ada dua hal yang membedakan tipologi kebijakan 
tersebut yaitu jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan 
dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Kedua indikator 
ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan akan berhasil apabila pada satu 
segi perubahan yang dikehendaki relatif sedikit dan segi yang lain 
merupakan kesepakatan terhadap tujuan dari para pelaku/ pelaksana 
dalam mengoperasikan program relatif tinggi. 
c. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
Teori yang dikembangkan tokoh ini adalah a frame work for 
implementation analysis atau kerangka analisis implementasi (KAI). 
Teori KAI adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang dapat 
mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan 
proses implementasi. Teori KAI diklasifikasikan menjadi tiga kategori 
besar yaitu:  
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1) Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan; 
2) Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan 
secara tepat proses implementasinya; 
3) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap 
keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam 
keputusan kebijakan tersebut (Arif Rohman, 2012: 110). 
4. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Solichin (Arif Rohman, 2012: 110-114) mengemukakan empat 
pendekatan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan yaitu 
pendekatan struktural, prosedural dan manajerial, perilaku dan pendekatan 
politik. Keempat pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Pendekatan Struktural (Structural Approach) 
Pendekatan ini bersifat top-down yang dikenal dalam teori-teori 
organisasi modern. Kebijakan pendidikan harus dirancang, 
diimplementasikan, dikenalkan dan dievaluasi secara 
struktural. Pendekatan ini menekankan komando dan 
pengawasan menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur 
masing-masing organisasi. Kelemahan dari pendekatan ini 
adalah proses implementasi kebijakan pendidikan menjadi 
kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien. 
Jadi pendekatan struktural merupakan kebijakan 
pendidikan yang dalam proses perencanaan sampai dengan 
tahap evaluasi dipengaruhi dan ada pengawasan dari penguasa. 
 
24 
b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (Procedural and 
Managerial Approach) 
Pendekatan prosedural dan manajerial tidak mementingkan 
penataan struktur birokrasi pelaksanaan yang cocok untuk 
implementasi program, tetapi mengembangkan proses dan 
prosedur yang relevan dan prosedur manajerial dengan teknik 
manajemen yang tepat. Pendekatan ini memiliki kelemahan 
terlalu menekankan pada aturan-aturan dan teknik manajemen 
yang bersifat impersonal, serta dalam implementasikannya 
membutuhkan teknologi canggih sehingga memerlukan biaya 
yang besar. 
Jadi pendekatan prosedural dan manajerial adalah 
pendekatan yang mengutamakan pengembangan proses dan 
prosedur yang tepat pada implementasi kebijakan sehingga 
memerlukan aturan dan teknik manajemen yang jelas serta 
biaya yang besar. 
c. Pendekatan Perilaku (Behavioural Approach)  
 
Implementasi kebijakan dalam pendekatan ini meletakkan 
dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan 
pada perilaku manusia sebagai pelaksana bukan organisasinya. 
Implementasi kebijakan yang baik ditandai bila perilaku 
manusia dan segala sikapnya harus dipertimbangkan, 
dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan 
dengan baik. Terkadang program kebijakan, peralatan dan 
organisasi pelaksananya sudah baik tetapi ada penolakan dari 
masyarakat dan beberapa anggota pelaku pelaksana merasa 
pasif dan sedikit acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan bahwa 
aspek perilaku manusia sangat penting diperhatikan. 
Jadi implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan 
perilaku menekankan pada perilaku dan sikap semua manusia 
pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu 
kebijakan karena implementasi akan terhambat apabila ada 
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perilaku dan sikap yang pasif atau tidak mendukung suatu 
kebijakan. 
d. Pendekatan Politik (Political Approach) 
Implementasi kebijakan pada pendekatan ini menitikberatkan 
pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat 
memperlancar atau menghambat proses implementasi 
kebijakan. Pendekatan politik selalu mempertimbangkan atas 
pemantauan kelompok pengikut dan kelompok penentang 
beserta dinamikanya, bahkan pendekatan ini memungkinkan 
adanya paksaan dari kelompok domain. Apabila tidak ada 
kelompok domain, mungkin proses implementasi kebijakan 
akan berjalan lambat. 
Jadi implementasi pendekatan politik yaitu 
implementasi yang dipengaruhi oleh faktor politik atau 
kekuasaan dari kelompok pengikut dan kelompok penentang 
bahkan paksaan dari kelompok domain sehingga dapat 
memperlancar atau menghambat proses implementasi 
kebijakan.  
 
5. Faktor  Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Suatu rumusan kebijakan yang telah dibuat dengan baik akan sia-
sia apabila tidak ada tahap selanjutnya yaitu implementasi dari kebijakan 
tersebut. Implementasi kebijakan merupakan proses yang menentukan 
tepat atau tidaknya suatu kebijakan itu. Sebelum menentukan tepat atau 
tidak kebijakan yang telah diimplemtasikan, perlu adanya perkiraan faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. 
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Menurut Arif Rohman (2012: 115) ada tiga faktor yang menentukan 
keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan yaitu: 
a. Rumusan Kebijakan 
Rumusan kebijakan dibuat oleh pengambil kebijakan (decision maker) 
melalui tahap mempertimbangkan jelas atau tidak kalimat yang 
digunakan, tepat atau tidak tujuan dan sasarannya, mudah atau tidak 
dipahami dan diinterpretasikan, sulit atau tidak dilaksanakan.  
Jadi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan harus 
mempertimbangkan kalimat, tujuan, sasaran secara jelas dan tepat 
sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. 
b. Personil Pelaksana 
Penentu keberhasilan atau kegagalan berkaitan dengan tingkat 
pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, 
kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan serta kemampuan kerjasama 
dari para pelaku pelaksana kebijakan. Latar belakang budaya, bahasa, 
serta ideologi kepartaian dari masing-masing juga termasuk dalam 
faktor kedua ini. Semua indikator ini akan mempengaruhi cara kerja 
mereka secara kolektif dalam melaksanakan tujuan dari implementasi 
kebijakan.  
c. Organisasi Pelaksana 
Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini menyangkut 
jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model 
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distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, 
aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, 
model monitoring yang bisa dipakai serta evaluasi yang dipilih. 
Berdasarkan ketiga faktor rumusan kebijakan, personil pelaksana,  
organisasi pelaksana yang saling berhubungan dan dapat bekerjasama 
dengan baik maka keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dapat 
dimaksimalkan dan kegagalan dapat diminimalisasikan. 
B. Konsep Pendidikan Inklusif 
1. Pengertian Pendidikan Inklusif 
Inklusif pada dasarnya cara praktis yang bisa dilakukan untuk 
membuat siswa dengan beragam latar belakang dan kemampuan bisa 
sukses. Cara ini tidak hanya untuk menguntungkan siswa berkebutuhan 
khusus, tetapi  juga semua siswa dan orangtuanya, guru, administrator 
sekolah serta masyarakat. Istilah “inklusi” sering diartikan 
mengikutsertakan siswa berkelainan seperti siswa yang memiliki kesulitan 
melihat atau mendengar, yang tidak dapat berjalan atau lambat dalam 
belajar serta melibatkan seluruh siswa tanpa terkecuali untuk mengikuti 
pendidikan di sekolah umum. Anak yang dapat juga memperoleh 
pendidikan inklusif yaitu: 
a. Anak yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa 
pengantar yang digunakan di dalam kelas; 
b. Anak yang beresiko putus sekolah karena sakit, kelaparan atau 
tidak berprestasi dengan baik; 
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c. Anak yang berasal dari golongan agama atau kasta yang 
berbeda;  
d. Anak yang sedang hamil;  
e. Anak yang terinfeksi HIV/ AIDS; dan 
f. Anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah (UNESCO, 
2004: 2) 
Prinsip mendasar dari penyelenggara pendidikan inklusif adalah 
semua siswa seharusnya belajar bersama-sama tanpa memandang 
kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka (Hermanto, 
2013: 15). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Meijer, dkk (dalam 
Budiyanto, 2005: 2) yang mengungkapkan bahwa pendidikan inklusif itu 
menekankan pada suatu pendidikan yang mampu menampung seluas 
mungkin masyarakat yang beragam dan memberikan layanan pendidikan 
yang berbeda pula. 
Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan 
yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki 
kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk 
mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan 
pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya. Hermanto 
juga mengungkapkan bahwa: 
“Pendidikan inklusif berupaya memposisikan siswa berkebutuhan 
khusus untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan 
yang bermutu, dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, 
tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi 
kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, 
hukum, polisi maupun kultural. Pendidikan inklusif juga berupaya 
agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesamaan akses 
dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, 
keamanan, maupun bidang lainnya dan terutama bidang 
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pendidikan, sehingga menjadi generasi penerus yang handal, 
individu yang bermartabat” (Hermanto, 2013: 16).  
Jadi menurut pendapat Hermanto pendidikan inklusif yaitu 
memperlakukan siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhannya serta tidak diskriminasi dalam memperoleh kesamaan akses 
disegala aspek kehidupan terutama pendidikan untuk bekal kehidupan di 
masyarakat. 
Pendidikan inklusif dimaknai oleh Moh. Takdir Ilahi (2013: 25) 
sebagai salah satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap 
anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, 
perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, 
upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya 
mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. 
Pendidikan inklusif tidak boleh terfokus pada kekurangan dan keterbatasan 
mereka, tetapi harus mengacu pada kelebihan dan potensinya agar lebih 
berkembang. 
“Pendidikan inklusif merupakan salah satu kebijakan nasional 
dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. 
Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan 
pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus 
belajar dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat 
dengan tempat tinggalnya” (Ina Rosilawati, 2013: 3).  
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditegaskan 
bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan 
yang memberikan kesempatan bagi anak yang mengalami kendala dalam 
memperoleh pendidikan terutama siswa berkebutuhan khusus, untuk 
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belajar bersama dengan siswa normal dalam suatu kelas di sekolah umum 
yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. 
2. Tujuan Pendidikan Inklusif 
Pendidikan inklusif saat ini dianggap sebagai salah satu alternatif 
penyelenggaraan pendidikan yang mampu menjawab permasalahan dunia 
pendidikan terkait dengan pemerataan dan kesempatan memperoleh 
bangku pendidikan formal. Adanya penyelnggaraan pendidikan ini 
merupakan titik terang dari persoalan yang dihadapi anak berkebutuhan 
khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dalam 
mengenyam pendidikan tanpa harus ada label dan bentuk diskriminasi 
apapun di sekolah.  
Mohammad Takdir (2013: 39-40) mengungkapkan bahwa tujuan 
dari penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah  
“Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 
peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan 
sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa 
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuannya. Tujuan lain untuk mewujudkan 
penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman 
dan tidak diskriminasi bagi semua siswa”.  
Menurut Depdikbud (Purwaka Hadi, 2007: 207) Tujuan layanan 
pendidikan khusus di sekolah dasar adalah membantu siswa agar dapat 
memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek-aspek sosial 
pribadi, pendidikan dan karir sesuai tuntutan lingkungan. Layanan aspek 
perkembangan sosial pribadi membantu siswa agar memiliki pemahaman 
pribadi, mengembangkan sikap positif, membuat pilihan kegiatan secara 
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sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggungjawab, 
mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dapat 
menyelesaikan masalah, dapat membuat keputusan secara baik. 
Pendapat senada juga disampaikan oleh Kowitz tentang tujuan 
pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah yaitu:  
a. Mengembangkan keharmonisan di dalam kelas dengan cara 
pengakuan dan respek terhadap individu, tepat dalam 
membentuk kelompok, dan penyesuaian materi pelajaran 
dengan karakteristik murid.  
b. Mempersiapkan kerjasama antara guru dengan murid yang 
memiliki masalah pribadi serta  
c. Membantu menjembatani antara murid dengan masyarakat 
(Kowitz, dalam Purwaka Hadi, 2007: 206 ). 
 
Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditegaskan 
bahwa tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah 
memberikan hak yang sama kepada anak berkebutuhan khusus atau anak 
normal untuk belajar bersama, saling menerima menghargai, membantu, 
melindungi sesama manusia agar tercipta karakter siswa yang humanis. 
Tujuan lain yang ingin dicapai yaitu menumbuhkan rasa didalam diri anak 
berkebutuhan khusus bahwa keberadaannya dihargai, bangga pada dirinya, 
merasa diperhatikan, menjadi optimis, merasa berguna, percaya diri 
sehingga menjadikan anak berkebutuhan khusus aktif di sekolah. 
3. Manfaat Pendidikan Inklusif 
Adanya pendidikan inklusif diharapkan dapat terbangun kesadaran 
dan meminimalisir sikap, nilai yang diskriminatif. Manfaat dan sisi positif 
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yang dapat diperoleh dari adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif 
yaitu:  
a. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan 
analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi 
semua anak pada setiap daerah dan mengidentifikasi alasan 
mereka tidak bersekolah;  
b. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, 
sosial, dan masalah lain terhadap akses dan pembelajaran;  
c. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan 
monitoring mutu pendidikan bagi semua anak (Wahyu Tiarni 
dan Dwi Rakhmawati, 2013: 10) 
UNESCO (2004: 11-12) juga mengungkapkan terdapat beberapa 
manfaat sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu: 
a. Manfaat untuk Anak yaitu menanamkan dan mengembangkan 
kepercayaan diri; bangga terhadap diri sendiri atas prestasi 
yang diperolehnya; belajar secara mandiri; mencoba 
memahami dan mengaplikasikan pelajaran di sekolah dalam 
kehidupan sehari-hari; berinteraksi secara aktif bersama teman 
dan guru; belajar menerima perbedaan dan beradaptasi terhadap 
perbedaan itu, dan anak lebih kreatif dalam pembelajaran. 
b. Manfaat untuk Guru yaitu mendapat kesempatan belajar yang 
baru dalam melakukan pembelajaran bagi peserta didik yang 
memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam; mampu 
mengatasi tantangan; mampu mengembangkan sikap yang 
positif terhadap anggota masyarakat, anak dan situasi yang 
beragam; memiliki peluang untuk menggali gagasan-gagasan 
baru melalui komunikasi dengan orang lain di dalam dan di 
luar sekolah; mampu mengaplikasikan gagasan baru dan 
mendorong peserta didik untuk lebih proaktif, kreatif dan kritis; 
memiliki keterbukaan terhadap masukan dari orang tua dan 
anak untuk memperoleh hasil yang positif. 
c. Manfaat untuk Orang tua yaitu orang tua dapat belajar lebih 
banyak tentang bagaimana anaknya dididik; mereka secara 
pribadi terlibat dan merasa lebih penting untuk membantu anak 
belajar. Orang tua juga dapat belajar bagaimana cara 
membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan 
menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah; orang 
tua juga belajar berinteraksi dengan orang lain. 
d. Manfaat untuk Masyarakat yaitu masyarakat lebih merasa 
bangga ketika lebih banyak anak bersekolah dan mengikuti 
33 
pembelajaran; masyarakat melihat bahwa potensi masalah 
sosial, seperti kenakalan dan masalah remaja bisa dikurangi 
dan masyarakat lebih terlibat di sekolah dalam rangka 
menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan 
masyarakat; memberi kesempatan bagi relawan untuk 
membantu pelaksanaan pembelajaran melalui kerjasama 
dengan guru. 
Jadi manfaat pendidikan inklusif yaitu membuat siswa bangga 
terhadap dirinya sendiri karena merasa berperan, dihargai, memiliki 
rasa tanggung jawab dalam kegiatan di sekolah; guru memiliki 
kesempatan untuk mengaplikasikan atau mengkombinasikan berbagai 
metode pembelajaran untuk memudahkan siswa memahami materi 
yang diajarkan dan melihat aspek afektif antar siswa; orang tua 
mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai cara mendidik anak 
yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan perkembangannya 
untuk mendorong potensi-potensi yang ada dalam diri anak; 
masyarakat dapat menerima dan menghargai setiap bentuk ketunaan 
yang ada dalam diri anak serta meminimalisir sikap diskriminatif 
terhadap anggota masyarakat yang berkebutuhan khusus. 
4. Karakteristik Pendidikan Inklusif 
Hakekat pendidikan inklusif sesungguhnya berkaitan dengan 
layanan penuh bagi anak berkebutuhan khusus yang berkeinginan kuat 
untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan mereka dalam 
satu tempat yang telah direncanakan seperti sekolah. Layanan ini 
berupa layanan pendidikan yang menyatu tanpa batas artinya layanan 
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ini tidak lepas dari keterbukaan dari  latar belakang masyarakat yang 
membutuhkan layanan pendidikan anti diskirminasi. 
Karakteristik pendidikan inklusif menurut (UNESCO, 2004: 9) 
yaitu melibatkan semua anak tanpa memandang perbedaan; 
keluarga, guru dan masyarakat terlibat dalam pembelajaran 
anak; keadilan gender dan nondiskriminasi; memberikan 
kesempatan bagi guru untuk belajar dan mengambil manfaat 
dari pembelajaran; belajar disesuaikan dengan kehidupan 
sehari-hari anak dan anak bertanggungjawab atas 
pembelajarannya sendiri; menerapkan pola hidup sehat; 
meningkatkan partisipasi dan kerjasama; menghargai 
perbedaan dan menstimulasi pembelajaran untuk semua anak 
serta melindungi semua anak dari kekerasan, pelecehan dan 
penyiksaan.  
Jadi karakteristik pendidikan inklusif menurut UNESCO yaitu 
mampu mengikutsertakan dan melibatkan keluarga, guru, masyarakat 
dan  semua anak dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan 
kehidupan sehari-hari sehingga anak mampu untuk bertanggung 
jawab, menghargai perbedaan dan dapat melindungi diri sendiri. 
Budiyanto (2005: 153) juga mengungkapkan terdapat lima 
karakteristik pendidikan inklusif yaitu 1) menciptakan dan 
menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima 
keanekaragaman, dan menghargai perbedaan; 2) Guru dikelas 
inklusif secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang 
kaku, berdasarkan buku teks atau materi biasa ke pembelajaran 
yang banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, berpikir 
kritis, pemecahan masalah dan assesment secara autentik; 3)  
menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar lebih 
interaktif; 4) menyediakan dorongan bagi guru kelas secara 
terus menerus dan penghapusan hambatan yang terkait dengan 
profesinya,  guru harus bekerjasama dengan pihak lain untuk 
mempermudah menangani permasalahan yang dihadapi siswa 
melalui kolaborasi/ konsultasi dengan profesi lain seperti para 
profesional, ahli bina bahasa dan wicara, petugas bimbingan, 
dan sebagainya; 5) melibatkan orang tua secara bermakna 
dalam proses perencanaan.  
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Direkorat Pendidikan Luar Biasa (Mohammad Takdir, 2013: 
44) memperjelas tentang empat karakteristik pendidikan inklusif yaitu 
1) proses yang berjalan terus menerus untuk berusaha menemukan 
cara-cara memenuhi kebutuhan keragaman individu; 2) 
memperhatikan dan mempedulikan cara yang tepat untuk mengatasi 
hambatan-hambatan anak dalam belajar; 3) anak yang berada di 
sekolah dapat berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang dapat 
bermanfaat untuk kehidupannya; 4) pendidikan inklusif diutamakan 
untuk anak yang yang termarginalkan, ekslusif, dan membutuhkan 
layanan pendidikan khusus dalam belajar. 
Berdasarkan penjabaran beberapa pendapat di atas, 
karakteristik pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang 
sama kepada setiap anak untuk belajar bersama dengan tetap 
membantu kesulitan yang dihadapi siswa, guru harus belajar terus 
menerus memahami cara belajar siswa dan membantu mempermudah 
memahami materi yang diajarkan. Guru berusaha meningkatkan 
partisipasi dan kerjasama antar siswa untuk menciptakan sikap saling 
menghargai dan rasa bertanggung jawab siswa. 
5. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusif 
Pendidikan inklusif akan berhasil diselenggarakan apabila 
semua komponen yang mempengaruhi keberhasilan dapat bersinergi 
dalam mewujudkannya. Komponen-komponen yang terkait dengan 
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keberhasilan pendidikan inklusif, setidaknya menjadi gambaran untuk 
mengenal lebih jauh tentang faktor-faktor penting yang menentukan 
setiap sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Setiap 
komponen keberhasilan pendidikan inklusif harus saling berkaitan dan 
menentukan segala aspek yang dibutuhkan untuk menunjang 
keberhasilan belajar anak berkebutuhan khusus. Komponen 
keberhasilan pendidikan inklusif menurut Mohammad Takdir (2013: 
167) antara lain: a) fleksibilitas kurikulum (bahan ajar); b) tenaga 
pendidik (guru); c) input peserta didik; d) sarana prasarana; e) evaluasi 
pembelajaran; f) lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif. 
a. Fleksibilitas kurikulum (Bahan Ajar) 
Kurikulum penting untuk menata arah dan tujuan 
kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tanpa 
mengabaikan hak-haknya yang belum terpenuhi. Kurikulum 
pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler yang 
dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak 
berkebutuhan khusus, berdasarkan pertimbangan karakteristik dan 
tingkat kecerdasannya.  
Kurikulum akademik yang digunakan dapat berupa: 1) anak 
berkemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi 
menggunakan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal 
(kurikulum modifikasi); 2) anak berkemampuan akademik 
sedang/ dibawah rata-rata menggunakan kurikulum 
fungsional/ vokasional; 3) anak berkemampuan akademik 
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sangat rendah menggunakan kurikulum pengembangan 
bina diri. 
Jadi kurikulum pendidikan inklusif merupakan 
bahan pendidikan yang digunakan untuk membuat materi 
pelajaran yang sesuai dengan kekhasan setiap peserta didik 
dan akan disampaikan pendidik dalam kegiatan belajar 
mengajar.  
b. Tenaga Pendidik (Guru) 
Seorang guru memiliki peran penting dalam mengatur 
segala proses dan perencanaan pembelajaran sampai tahapan 
evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan anak berkebutuhan 
khusus dalam mengikuti setiap mata pelajaran. Terdapat empat 
kompetensi yang harus ada dalam diri seorang guru yaitu 
1) Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan 
mengajar seorang guru di sekolah;  
2) Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kemampuan 
guru untuk memberikan contoh berperilaku yang baik 
kepada peserta didik;  
3) Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan guru 
dalam interaksi dengan lingkungan masyarakat;  
4) Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan guru 
dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan 
mendalam. Kemampuan dari seorang guru yang diperlukan 
peserta didik adalah kemampuan guru memberikan 
motivasi, motivasi yang dimaksud berkaitan dengan 
membuat suasana batin peserta didik semakin terkontrol 
dan mampu mendayagunakan segenap potensi demi 
peningkatan prestasi.  
Guru juga harus bisa memberikan motivasi untuk membuat 
peserta didik senang berada dalam lingkungan belajar sehingga 
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membangun kemampuan diri dan rasa percaya diri yang akan 
membawa peserta didik menjadi mandiri dan bertanggung jawab 
dalam kehidupannya. 
Jadi tenaga pendidik (guru) dalam pendidikan inklusif 
dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 
profesional serta mampu memberikan motivasi kepada siswa agar 
senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran di lingkungan 
pendidikan yang diselenggarakan. 
c. Input Peserta Didik 
Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ditentukan 
kemampuan awal dan karakteristik peserta didik yang digunakan 
sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan 
proses belajar mengajar. Peserta didik menjadi komponen penting 
karena setiap pelaksanaan pembelajaran mereka diatur untuk dapat 
ikut serta merealisasikan tujuan pendidikan yang diinginkan. 
Semua peserta didik tanpa kecuali harus terlibat aktif dalam 
kegiatan pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi 
lingkungan yang baik.  
Penanganan yang dilakukan untuk peserta didik inklusif 
berbeda dengan peserta didik pada sekolah umum, peserta didik 
yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 
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dikelompokkan menjadi tiga yaitu kecerdasan dibawah normal, 
kecerdasan sedang (normal), dan kecerdasan di atas normal. 
Jadi input peserta didik merupakan kemampuan dan 
karakteristik awal siswa yang dapat mempengaruhi penentuan 
kurikulum, bahan ajar dan sistem pengajaran guru sehingga semua 
siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dan dapat 
merealisasikan tujuan pendidikan yang diinginkan. 
d. Sarana Prasarana 
Bafadal (Mohammad Takdir, 2013: 186) mengungkapkan 
“sarana prasarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, 
perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan 
di sekolah. Sarana prasarana berkaitan dengan ruang kelas, 
perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling (BK) dan 
ruang multimedia”. 
Sarana prasarana dapat juga diartikan sebagai perangkat 
yang menunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan. 
Ketersediaan sarana prasarana tidak mudah untuk diperoleh, 
membutuhkan kerja keras dari pemerhati pendidikan untuk 
mengupayakan fasilitas pendukung yang mendorong meningkatan 
kualitas anak berkebutuhan khusus. Hal ini mengingat fasilitas atau 
sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan 
khusus tidak sedikit jumlahnya dan memerlukan biaya yang lebih 
besar dari sekolah reguler. 
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Jadi sarana prasarana pendidikan inklusif yaitu segala 
perangkat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan 
inklusif yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus 
yang terdapat di sekolah tersebut.  
e. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan menilai proses 
dan hasil belajar untuk melihat kamajuan dan prestasi belajar 
peserta didik dalam penguasaan materi pengajaran yang telah 
dipelajari sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi 
pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus menggunakan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasikan 
kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, 
minat dan minatnya.  
Penilaian hasil belajar yang dilakukan menurut 
Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengacu pada jenis 
kurikulum yang digunakan, peserta didik wajib mengikuti 
ujian nasional, peserta didik yang memiliki kelainan dan 
mengikuti pembelajaran mengikuti ujian yang 
diselenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan, 
peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian mendapat 
ijazah yang blangkonya dikeluarkan pemerintah, mendapat 
STTB dari satuan pendidikan, serta dapat melanjutkan 
pendidikan pada satuan atau jenjang yang lebih tinggi. 
Jadi evaluasi pembelajaran pendidikan inklusif yaitu 
kegiatan penilaian dari hasil belajar siswa berkebutuhan khusus 
yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta 
kurikulum satuan pendidikan yang berlaku.  
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f. Lingkungan Penyelenggara Sekolah Inklusif 
Lingkungan penyelenggara sekolah inklusif tidak hanya 
terbatas pada lingkungan sekolah dan sekitar sekolah tetapi juga 
orang tua, pemerintah dan sekolah inklusif tersebut. Orang tua 
harus aktif berkomunikasi dan berkonsultasi tentang permasalahan 
dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi dalam mengatasi 
hambatan belajar anaknya, serta pengembangan potensi anak 
melalui program-program lain di luar sekolah.  
Pemerintah juga dituntut untuk membantu merumuskan 
kebijakan sekolah, menyediakan dan meningkatkan kualitas guru, 
guru pembimbing khusus dan tenaga kependidikan melalui 
berbagai pelatihan dibidang pendidikan inklusif serta menyediakan 
anggaran khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif. 
Peran sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif 
merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. 
Jadi lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
yaitu lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang 
siswa berkebutuhan khusus seperti sekolah, rumah, masyarakat dan 





C. Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 
Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki 
kelainan atau kekurangan dalam dirinya sehingga mengakibatkan 
ketidakmampuan dalam dirinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari 
seperti orang pada umumnya.  
Mulyono (Mohammad Takdir, 2003: 137) memaknai anak 
berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang tergolong cacat/ 
menyandang ketunaan, dan juga anak potensial dan berbakat. 
Istilah anak berkebutuhan khusus bukan menggantikan sebutan 
anak penyandang cacat atau anak luar biasa, anak berkebutuhan 
khusus memiliki pandangan yang lebih luas dan positif serta 
memiliki bermacam-macam berbedaan kebutuhan dan cara 
penanganan. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 
memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga 
membutuhkan layanan pendidikan khusus. kebutuhan ini dapat 
berasal dari kelainan bawaan dari lahir atau masalah eksternal 
seperti tekanan ekonomi, politik, sosial, ekonomi, dan perilaku 
yang menyimpang. Anak yang dikategorikan memiliki kelainan 
dalam aspek fisik memiliki kelainan indra penglihatan (tunanetra), 
kelainan indra pendengaran (tunarungu), kelainan kemampuan 
bicara (tunawicara), dan kelainan fungsi anggota tubuh 
(tunadaksa). Anak yang memiliki kelainan dalam aspek mental 
meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih 
(supernormal) yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak 
unggul, dan anak yang memiliki kemampuan mental sangat rendah 
(subnormal) yang dikenal sebagai anak tunagrahita. Anak yang 
memiliki kelainan dalam aspek sosial adalah anak memiliki 
kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap lingkungan 
sekitarnya. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dikenal 
dengan sebutan tunalaras (Mohammmad Efendi, 2006: 3). 
Jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan 
pendidikan khusus yang  disesuaikan dengan hambatan belajar dan 
kebutuhan masing-masing individu. Pemberian pendidikan khusus ini 
berguna untuk membantu anak meminimalisir hambatan yang dialami 
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dalam menjalankan aktivitas-aktivitas anak selama di sekolah, keluarga 
maupun di kehidupan bermasyarakat. 
2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 
Anak berkebutuhan khusus menurut Mohammad Takdir, 2013: 138 
dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu anak berkebutuhan khusus 
yang bersifat sementara (temporer) dan anak berkebutuhan khusus yang 
bersifat menetap (permanen). Anak berkebutuhan khusus bersifat 
sementara adalah anak yang memiliki hambatan belajar dan hambatan 
perkembangan karena faktor ekternal anak seperti kekerasan terhadap 
anak. Anak berkebutuhan khusus bersifat menetap (permanen) adalah anak 
yang memiliki hambatan belajar dan perkembangan karena kecacatan 
bawaan sejak lahir. Ketunaan yang dialami seperti tunanetra/ penglihatan, 
tunarungu/ pendengaran, tunadaksa/ cacat fisik, tunagrahita, lamban 
belajar, anak berbakat, anak berkesulitan belajar.  
Permasalahan dengan anak berkebutuhan khusus yang bersifat 
permanen dan sementara  berkaitan dengan masalah perilaku psikososial, 
berkesulitan belajar atau anak hiperaktif, anak dengan intelegensi yang 
luar biasa seperti anak gifted dan berbakat. Anak berkebutuhan khusus 
yang handicapped children disebut juga anak cacat, children with 
disabilities, children with special education need. Anak handicapped 
children dan sejenisnya anak mengalami penyimpangan intelektual, fisik, 
sosial atau emosional sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan 
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perkembangan normal anak. Masalah psikososial, kesulitan belajar atau 
hiperaktif akan mempengaruhi dan memunculkan rasa takut, perilaku 
agresif, pendiam, dan lainnya.  Adapula anak dengan budaya Autism yaitu 
anak yang tidak mampu melakukan interaksi dengan lingkungan, anak 
autis bersifat tertutup dan tidak peduli serta tidak memperhatikan 
lingkungannya. Anak dengan hambatan belajar adalah anak yang 
mengalami kesulitan untuk memahami penjelasan guru saat pembelajaran 
di kelas. Anak ini memiliki intelegensi normal atau di atas normal tetapi 
mengalami satu atau lebih dalam aspek yang dibutuhkan untuk belajar. 
D. Kebijakan Pendidikan Inklusif 
Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan 
kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama dalam satu 
lingkungan pendidikan yang diselenggarakan, penyelenggaraan 
pendidikan yang dimaksud seperti sekolah, kelas, kelompok, dan lainnya. 
Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang telah ditetepkan terkait 
dengan kebijakan pendidikan inklusif yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Pasal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan 
inklusif terdapat pada Pasal 5, 15, dan Pasal 32. Berikut penjelasan 
dari pasal tersebut: 
Pasal 5: 
1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu. 
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2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 
mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 
pendidikan khusus.   
Pasal 11: 
1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 
layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 
diskriminasi. 
Pasal 15:  
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan 
untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang 
memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara 
inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat 
pendidikan dasar dan menengah. 
Pasal 32: 
1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 
didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti 
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, 
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa. 
 
Berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 
5, 11, 15, dan 32 di atas maka dapat ditegaskan bahwa peserta didik 
yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau 
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti 
pendidikan khusus. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 
Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut mengatur mengenai tenaga 
kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus 
memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pembelajaran bagi 
siswa berkebutuhan khusus. Peraturan tersebut tercantum pada Pasal 
41 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap satuan pendidikan yang 
melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan 
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yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi 
peserta didik dengan kebutuhan khusus”. 
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 
Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik yang 
Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat 
Istimewa. Peraturan ini mengatur seluruh kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peraturan ini mempunyai tujuan 
yang tercantum pada Pasal 2 sebagai berikut:  
Pasal 2: 
1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 
peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, 
mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau 
bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;  
2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 
keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta 
didik. 
 
Berdasarkan pasal di atas, maka dapat ditegaskan bahwa 
tujuan pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan kepada 
semua siswa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuannya, menghargai perbedaan dan tidak 
diskriminatif 
Peserta didik yang berhak memperoleh pendidikan inklusif yang 
dimaksud oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 
2009 terdapat pada pasal 3 sebagai berikut:  
Pasal 3: 
1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, 
mental, dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau 
47 
bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif 
pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuannya. 
2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud 







g. berkesulitan belajar; 
h. lamban belajar; 
i. autis; 
j.  memiliki gangguan motorik; 
k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, 
dan zat adiktif lainnya; 
l. memiliki kelainan lainnya; 
m. tunaganda 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan inklusif yaitu 
siswa yang memiliki kelainanan atau kecerdasan dan/ atau bakat 
istimewa seperti tunadaksa, tunanetra, tunarungu, dan lainnya. 
Peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif 
diatur lebih lanjut dalam beberapa pasal. Pasal penyelenggaraan 
pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 
diantaranya: 
Pasal 4: 
1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) 
sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada 
setiap kecamatandan 1 (satu) satuan pendidikan menengah 
untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib 
menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1). 
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2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota 
dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1). 
Pasal 5:  
1) Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik 
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang 
dimiliki sekolah. 
2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 
(satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang 
akan diterima. 
3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, alokasi peserta 
didik sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat terpenuhi, 
satuan pendidikan dapat menerima peserta didik normal. 
Pasal 6: 
1) Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya 
pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 
2) Pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya 
pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. 
3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya 
sumber daya pendidikan inklusif. 
     Pasal 7: 
Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif 
menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 
mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai 
dengan bakat, minat, dan minatnya. 
Pasal 8: 
Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan 
prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuikan dengan 
karakteristik belajar peserta didik. 
 
Pasal 9: 
1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif 
mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 
2)  Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan 
kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional 
pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib 
mengikuti ujian nasional. 
3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti 
pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di 
bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
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4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan 
standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang 
blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah. 
5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan 
pendidikan berasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh 
satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan 
mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya 
dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat 
melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih 
tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus. 
Pasal 10: 
1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling 
sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan 
pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan 
pendidikan inklusif. 
2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang 
tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib 
menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru 
pembimbing khusus. 
3) Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan 
kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan 
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara 
pendidikan inklusif. 
4) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan 
menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan 
pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang 
memerlukan sesuai dengan kewenangannya. 
5) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu 
meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus 
bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 
pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. 
6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui: 
a. pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (P4TK); 
b.  lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP); 
c. perguruan tinggi (PT); 
d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di 
lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan 
Nasional dan/atau Departemen agama; 
e. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG, KKS), 
Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), MGMP, 
MKS, MPS dan sejenisnya. 
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Berdasarkan beberapa pasal yang telah dijabarkan di atas, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap kabupaten/ kota 
diwajibkan memiliki sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 
inklusif minimal satu sekolah tiap jenjang pada setiap kecamatan, 
pemerintah membantu menyediakan sumber daya pendidikan inklusif 
yang diperlukan, sekolah berkewajiban menerima minimal 1 orang 
anak berkebutuhan khusus tiap kelasnya, menyediakan 1 orang guru 
pembimbing khusus, menggunakan kurikulum dan penilaian hasil 
belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu, 
pemerintah wajib meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru dan 
tenaga kependidikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
melalui beberapa lembaga yang berwenang. 
4. Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Gubernur menetapkan Peraturan 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Nomor 21 Tahun 2013. 
Peraturan Gubernur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 
menyebutkan pada pasal 2 yaitu: 
Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib menjamin:    
a. terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur 
pendidikan;   
b. tersedianya tenaga pendidik termasuk Guru Pembimbing 
Khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif; 
c. tersedianya sarana prasarana Pendidikan Inklusif; dan  
d.  tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif. 
 
Kesimpulan dari penjelasan Peraturan Gubernur di atas yaitu 
pemerintah kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta harus 
menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan 
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kebutuhan siswa tiap jenjang pendidikan, adanya tenaga guru dan 
tenaga kependidikan, menjamin ketersediaan sarana prasarana dan 
pembiayaan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. 
5. Kabupaten Bantul menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-
Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda Kabupaten Bantul tersebut, 
penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur pada Pasal-pasal berikut: 
Pasal 5: 
Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat melalui 
sistem pendidikan inklusif.  
Pasal 6: 
1) Pendidikan inklusif berfungsi memberikan pelayanan 
pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang 
memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 
karena kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, dan/atau 
sosial. 
2) Peserta didik penyandang disabilitas terdiri atas penyandang 
disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). 
Pasal 7: 
Setiap penyelenggara dan satuan pendidikan pada semua jalur, 
jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta 
memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan setara bagi 
peserta didik Penyandang Disabilitas 
Pasal 9: 
Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada 
semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran 
bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, 
ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, 
kondisi fisik dan mental. 
 
Berdasarkan penjelasan Pasal 5, 6, 7, dan 9 dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa pendidikan untuk 
penyandang disabilitas diwujudkan dengan penyelenggaraan 
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pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan dan pelayanan 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada dalam setiap 
siswa tanpa memandang latar belakang sosial/ politik, agama, 
golongan, jenis kelamin, dan lainnya. 
Pasal 10: 
1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan 
inklusif pada sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. 
2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan 
inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas. 
3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya 
sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan 
yang ditunjuk. 
Pasal 11: 
1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai 
dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 
2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan melalui : 
a. kelompok kerja pendidikan inklusif; 
b. kelompok kerja organisasi profesi; 
c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau 
d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun 
luar negeri. 
1) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa : 
a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi; 
b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, 
intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta 
didik; dan/atau 
c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, 
pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar 
serta sarana dan prasarana yang aksesibel. 
Pasal 12: 
1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya 
pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (3) dengan memfasilitasi tersedianya guru pembimbing 
khusus pada satuan pendidikan. 
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2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan 
kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi guru 
pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
E. Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Kahar Maulid Mawardi (2013) yang 
berjudul “Respon Orang Tua Terhadap Program Sekolah Inklusi Di SD 
Giwangan” bertujuan untuk mengetahui: 1) Respon orang tua yang 
memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) terhadap program sekolah 
inklusi di SD Giwangan, 2) Respon orang tua yang memiliki anak normal 
terhadap program sekolah inklusi di SD Giwangan. Penelitian ini 
merupakan penelitian survei dengan  pendekatan kuantitatif menggunakan 
metode penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini berjumlah 401 orang 
yang terdiri dari 383 jumlah orang tua yang memiliki anak normal dan 18 
jumlah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jumlah 
sampel yang diambil adalah 96 menggunakan rumus Taro Yamane dengan 
presisi 10%. Pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi dan 
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sebesar 57,5% 
kecenderungan respon orang tua yang memiliki anak normal terhadap 
program sekolah inklusi adalah setuju, sisanya 40% merespon ragu-ragu 
dan 2,5% dipengaruhi respon sangat setuju. 2) sebesar 62,5% 
kecenderungan respon orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus 
(ABK) terhadap program sekolah inklusi adalah sangat setuju, sisanya 
37,5% respon tidak setuju. 
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Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, dapat diketahui bahwa 
perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian, tujuan penelitian, 
metode penelitian. Tujuan penelitian Kahar mengetahui respon orang tua 
yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan anak normal tentang adanya 
program inklusi sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin 
mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, faktor 
pendukung dan penghambat serta langkah untuk mengatasi hambatan yang 
muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan Kahar 
dalam penelitian adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, 
penentuan sampel dengan rumus Taro Yamane dan pengumpulan data 
menggunakan angket, dokumentasi dan wawancara sedangkan dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penentuan 
sampel dengan purposive sampling dan pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini juga menggunakan 
teknik analisis data model Milles and Huberman serta triangulasi teknik 
dan sumber untuk menguji keabsahan data. 
Sumbangsih penelitian Kahar bagi penelitian ini adalah penelitian 
lebih membahas mengenai respon orang tua terhadap program sekolah di 
sekolah inklusif sehingga memberikan gambaran peneliti tentang 
tanggapan orang tua terhadap program sekolah inklusif di sekolah tersebut. 
Penelitian Kahar belum mendeskripsikan pada pelaksanaan, peran guru, 
kesulitan yang dihadapi dan solusi yang digunakan. Oleh karena itu, 
peneliti ingin mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif 
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di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul, faktor pendukung 
dan penghambat serta cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang 
muncul. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Elok Fatriyatillah (2014) yang berjudul 
“Permasalahan Dalam Pendidikan Inklusif Di SD Negeri Karanganyar 
Kota Yogyakarta” bertujuan mendeskripsikan permasalahan dan kebijakan 
sekolah mengatasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif di 
SD Negeri Karanganyar dengan kualitatif pendekatan dekskriptif. Subjek 
penelitian meliputi: kepala sekolah, guru, tata usaha dan admin. Teknik 
pengumpulan data: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji 
Keabsahan data: triangulasi sumber. Teknik analisis data: Miles dan 
Huberman: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) permasalahan: a) pelaksanaan belum sesuai dan 
belum efektif; b) manajemen sekolah belum tertata; c) tenaga 
kependidikan belum sesuai kualifikasi, profesi, dan kompetensi; d) belum 
tersedia kurikulum terstandar; e) proses pembelajaran belum sesuai; f) 
sarana dan prasarana belum mengakomodasi semua anak; g) pengelolaan 
kerjasama belum maksimal; h) rendahnya respon orang tua wali; 2) 
kebijakan sekolah: a) manajemen sekolah: pembagian tugas; b) kurangnya 
tenaga kependidikan: pengangkat guru, dan rekruitmen; c) belum adanya 
kurikulum: instruksi modifikasi kurikulum; d) kurangnya sarana prasarana 
memberikan prioritas anggaran dan memaksimalkan kerjasama, e) 
kurangnya kerjasama pembuatan jadwal dan memaksimalkan komunikasi. 
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Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, dapat diketahui bahwa 
perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian, tujuan penelitian, 
metode penelitian. Tujuan penelitian Elok mendeskripsikan permasalahan 
dan kebijakan sekolah untuk mengatasi permasalahan di sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif sedangkan pada penelitian ini peneliti 
ingin mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, faktor 
pendukung dan penghambat serta langkah untuk mengatasi hambatan yang 
muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Subyek penelitiannya terdiri dari 
kepala sekolah, guru, tata usaha dan admin sedangkan penelitian ini terdiri 
dari kepala sekolah, guru kelas, guru pembimbing khusus dan orang tua 
siswa berkebutuhan khusus melalui teknik purposive sampling. Uji 
keabsahan data pada penelitian Elok menggunakan triangulasi sumber 
sedangkan penelitian ini triangulasi sumber dan teknik. 
Sumbangsih penelitian Elok bagi penelitian ini adalah penelitian 
lebih memfokuskan pada permasalahan yang terjadi dan kebijakan sekolah 
untuk mengatasi permasalahan yang muncul sehingga memberikan 
gambaran mengenai permasalahan dan solusi yang dilakukan mengenai 
pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Namun, belum 
membahas mengenai pelaksanaan kebijakan, peran guru kelas, 
pembimbing khusus dan keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan 
kebijakan. Selain itu, faktor yang mendukung dan menghambat dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, peneliti ingin 
mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
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Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul, faktor pendukung dan 
penghambat serta cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan yang 
muncul. 
F. Kerangka Pikir 
 
Pendidikan inklusif merupakan bentuk pendidikan yang 
diselenggarakan untuk menghargai keberagaman peserta didik terutama 
anak yang berkebutuhan khusus di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan 
inklusif di sekolah dapat juga digunakan sebagai wujud dari memberikan 
hak dan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam 
pendidikan.  
Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dalam 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 
mengurangi permasalahan tersebut. Peraturan tentang penyelenggaraan 
pendidikan inklusif yaitu:  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 5 
ayat 1 Tentang Hak Memperoleh Pendidikan Bermutu; Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tanpa Diskriminasi;  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1 
Tentang Pendidikan Khusus Bagi ABK. Pelaksanaan pendidikan inklusif 
juga didukung oleh PP No. 19 Tahun 2005 pasal 41 ayat 1, 2 Tentang 
Penyelenggaran Pendidikan Inklusif; Permendiknas No. 70 Tahun 2009 
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; Pergub. DIY No. 21 Tahun 
2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kabupaten Bantul 
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menindaklanjuti beberapa peraturan dengan mengeluarkan Perda. No. 11 
Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. 
Peraturan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan 
penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi  lebih baik. 
Berdasarkan beberapa peraturan yang menjadi dasar 
penyelenggaraan pendidikan inklusif, peneliti melakukan penelitian di 
sekolah umum yang memiliki anak berkebutuhan khusus dimana anak 
berkebutuhan khusus memiliki hak belajar bersama anak normal dengan 
metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. 
Peneliti ingin mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan 
inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. Peneliti 
dalam penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan pendidikan inklusif di 
sekolah tersebut yang diperoleh melalui kebijakan dari sekolah dan dinas 
pendidikan terkait pendidikan inklusif dan dapat dilihat melalui program 
serta pelaksanaan program inklusif. Peneliti juga ingin mengetahui faktor 
pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program 
sekolah inklusif, serta cara sekolah dalam mengatasi hambatan-hambatan 
yang dialami selama pelaksanaan pendidikan inklusif berlangsung. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 
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Pendidikan Inklusif Kebijakan Pendidikan Inklusif 
Implementasi Kebijakan Teori Van 
Horn dan Van Meter 
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G. Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan penelitian dibuat sebagai acuan peneliti dalam 
memperoleh data-data di lapangan. Adapun pertanyaan penelitian yang 
akan diajukan sebagai berikut: 
1. Apa saja kebijakan yang digunakan untuk mengimplementasikan 
pendidikan inklusif? 
2. Apa saja program yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan 
pendidikan inklusif? 
3. Siapa saja yang turut terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan 
pendidikan inklusif? 
4. Bagaimana persiapan dari pelaksanaan program kebijakan pendidikan 
inklusif? 
5. Bagaimana proses pelaksanaan program kebijakan pendidikan 
inklusif? 
6. Bagaimana bentuk evaluasi dari pelaksanaan program kebijakan 
pendidikan inklusif?  
7. Bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin dengan pihak lain untuk 









A. Pendekatan Penelitian  
Ketika melakukan sebuah penelitian, metode penelitian sangat 
berpengaruh terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti maupun 
hasil yang diperoleh peneliti. Metode penelitian dapat diartikan sebagai 
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 
(Sugiyono, 2013: 3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif disebut 
juga metode naturalistik, penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 
alamiah (natural setting), yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu 
yang holistik/ utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan 
gejala bersifat interaktif (reciprocal). Penelitian dilakukan pada obyek 
yang alamiah, obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa 
adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 
begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Penelitian kualitatif 
ini instrumennya adalah orang/ peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013: 14-
15). 
Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang 
ada pada saat sekarang dan melaporkannya seperti apa yang akan terjadi 
(Rudin Pohan, 2007: 6). Sedangkan menurut Nana Syaodih (Amrina 
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Rosada, 2015: 65) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif 
yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, 
kejadian yang terjadi secara naratif. Data yang dikumpulkan dapat berupa 
kata-kata, gambar bukan angka. Namun, bila terdapat angka-angka itu 
sifatnya sebagai penunjang atau pendukung dari penelitian tersebut. 
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti berusaha mendeskripsikan 
atau menggambarkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. Pelaksanaan dari kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul 
ini dapat dilihat melalui program-program yang ada di sekolah, faktor 
pendukung dan faktor penghambat terlaksananya suatu program kebijakan 
di sekolah, serta cara yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan 
yang dialami sekolah inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan 
Kabupaten Bantul. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul, SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan. Pemilihan tempat 
penelitian mengacu pada sekolah yang memiliki jumlah anak 
berkebutuhan khusus paling banyak dan Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul menjadi bagian yang mengelola SD. SD 1 Trirenggo 
merupakan sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul 
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sebagai SD percontohan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan 
inklusif dengan jumlah 40 siswa, sedangkan SD Kepuhan memiliki siswa  
inklusif berjumlah 19 siswa. Peneliti berusaha mencari informasi yang 
obyektif mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di 
Kabupaten Bantul melalui dua sekolah tersebut. Berdasarkan 43 Sekolah 
Dasar di Kabupaten Bantul, SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan sudah 
melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif dan jumlah siswa inklusif 
lebih banyak daripada sekolah lainnya. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada 29 Juni 2016 sampai dengan 29 
September 2016 di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar, Kebupaten 
Bantul; SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. 
C. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi dan 
Staf Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul; kepala 
sekolah, guru kelas, dan guru pembimbing khusus dan orang tua siswa 
berkebutuhan khusus di SD  1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten 
Bantul. Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masing-
masing satu orang. Subyek penelitian ditentukan berdasarkan keterlibatan 
narasumber dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Pemilihan 
subyek penelitian menggunakan teknik porposive sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan 
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tertentu. Pertimbangan tertentu ini seperti orang yang dianggap paling tahu 
tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 
sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang 
diteliti (Sugiyono, 2015: 300). Subyek penelitian ini dipilih karena kepala 
seksi dan staf bidang SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul; kepala 
sekolah, guru kelas, dan guru pembimbing khusus serta orang tua siswa 
berkebutuhan khusus adalah orang yang mengetahui kebijakan dan 
menjalankan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dinas 
pendidikan dan sekolah yang bersangkutan. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data 
akan dijabarkan sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi adalah dasar bagi para ilmuwan untuk dapat bekerja 
berdasarkan data untuk memperoleh fakta mengenai dunia kenyataan 
melalui observasi (Nasution, dalam Sugiyono, 2015: 310). Observasi 
sering diartikan sebagai suatu aktivitas mengamati atau 
memperhatikan sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan mata. 
Observasi yang sebenarnya adalah suatu kegiatan pengamatan yang 
dilakukan terhadap sesuatu dengan menggunakan seluruh alat indera. 
Penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan secara langsung 
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terhadap kegiatan yang terjadi selama penelitian berlangsung untuk 
memperoleh informasi atau data melalui pengamatan yang terrinci 
menggunakan pedoman observasi. Metode observasi yang digunakan 
peneliti adalah partisipasi pasif. Partisipasi pasif merupakan peneliti 
datang di tempat kegiatan orang yang melakukan kegiatan tetapi tidak 
ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2015: 312). 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 
memperoleh data mengenai kondisi dan keadaan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif. Observasi juga dilakukan untuk 
mengetahui penerapan kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
direkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback 
(Sugiyono, 2015: 318) wawancara dapat dilakukan untuk mengetahui 
hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 
tidak dapat ditemukan melalui observasi. Peneliti dalam penelitian ini 
menggunakan metode wawancara terstruktur (Structure interview). 
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 
bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 
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akan diperoleh. Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disusun sistematis. 
Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD 
Kepuhan Kabupaten Bantul, faktor pendukung dan penghambat dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif serta cara yang dilakukan 
untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif 
melalui beberapa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 
sebelumnya. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan 
seperti catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, 
kebijakan. Dokumen juga bisa berbentuk catatan peristiwa penting 
ataupun data-data yang sah misalnya data seperti data dari dinas, data 
dari sekolah. Data berupa dokumentasi dari sekolah digunakan untuk 
menunjang atau pendukung hasil penelitian. Data dokumentasi yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini berupa profil sekolah, data siswa, 
data guru, data visi misi sekolah, data program sekolah, data-data yang 
berhubungan dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif, serta 
data dokumentasi berupa foto-foto dan lainnya. 
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Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. 
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis dan kebijakan lainnya yang mengatur 
penyelenggaraan pendidikan inklusif.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
peneliti itu sendiri. Peneliti sekaligus sebagai instrumen, tujuannya untuk 
memperoleh kebenaran yang bermakna. Human instrument berfungsi 
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 
menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari temuannya. Rancangan 
penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 
memasuki obyek penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif 
memandang bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, 
tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian 
(Sugiyono, 2015: 306).  
Instrumen peneliti dalam penelitian ini menggunakan pedoman 
observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Insrumen ini 
didukung dengan menggunakan perekam, kamera dan data atau 
dokumentasi dari sekolah dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Lembar Observasi 
Lembar observasi adalah lembar yang berisi point-point 
kegiatan yang akan dilakukan peneliti dalam melakukan pengamatan 
di lapangan. Lembar ini digunakan peneliti sebagai pedoman untuk 
mempermudah melakukan pengamatan. Pedoman dalam lembar 
observasi ini meliputi beberapa aspek yaitu: 







1. Tempat penelitian  a. Letak geografis/ 
lokasi sekolah 
b. Profil sekolah 









SD 1 Trirenggo 
dan  
  SD Kepuhan 
 
2. Lembar Wawancara 
Lembar wawancara adalah lembar pedoman wawancara yang 
berisi sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti kepada 
narasumber. Pedoman ini dipersiapkan sebelum melakukan 
wawancara. Isi dari pedoman ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang 
mencakup garis bersar, pokok-pokok dan topik yang menyangkut 
tujuan dari penelitian. Pertanyaan yang diajukan untuk narasumber 
digunakan untuk memperoleh fakta, data dan pendapat mengenai suatu 
masalah yang akan dikaji dalam penelitian.  
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Tabel 3. Kisi-kisi Lembar Wawancara 




a. Standar dan tujuan 
kebijakan 
b. Sumber daya alam 
c. Sumber daya 
manusia 
d. komunikasi 
Kepala Seksi dan 


















b. Tenaga pendidik 
(guru) 
c. Input peserta didik 
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3. Lembar Dokumentasi 
Lembar dokumentasi adalah pedoman dokumentasi yang 
digunakan peneliti untuk mempermudah memperoleh data dan 
informasi dalam bentuk arsip, foto, rekaman file atau dokumen-
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dokumen yang dapat digunakan untuk memperkuat temuan-temuan 
selama proses penelitian berlangsung.   








a. Dasar hukum 
b. Latar belakang 
kebijakan 
a. PP No. 19 
Tahun 2005 
b. Permendiknas 
No. 70 Tahun 
2009 




Bantul No. 11 





a. Prosedur pelaksanaan 
kebijakan pendidikan 
inklusif 
a. PP No. 19 
Tahun 2005 
b. Permendiknas 
No. 70 Tahun 
2009 




Bantul No. 11 
Tahun 2015  
 
F. Teknik Analisis Data 
Data yang diambil dalam penelitian kualitatif biasanya berupa kata 
walaupun tidak menolak data berupa angka, sehingga dalam penelitian 
kualitatif teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas 
dan membuat peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. 
Bogdan (Sugiyono, 2015: 334) menyatakan analisis data adalah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
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wawancara, data lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke 
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 
Penelitian ini pada dasarnya berusaha memperoleh gambaran 
mengenai  implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo 
dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul. Peneliti juga berusaha mengungkap 
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah serta cara yang dilakukan sekolah dalam 
mengatasi hambatan yang terjadi. Sebelum peneliti melakukan analisis 
data, data yang diperoleh harus lengkap dan datanya sudah jenuh sehingga 
mempermudah peneliti untuk melakukan analisis dalam penelitian. 
Analisis data yang digunakan peneliti untuk mempermudah 
melakukan analisis dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan 
Model Milles and Huberman (Sugiyono, 2015: 337). Aktivitas dalam 
analisis data berdasarkan model ini adalah data reduction, data display, 
and conclusion drawing and verification.  
a. Data reduction (reduksi data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
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polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 
diperlukan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuannya, 
kalau peneliti dalam penelitian menemukan segala sesuatu yang 
dipandang asing; tidak dikenal; belum memiliki pola, justru itu yang 
harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.  
b. Data display (penyajian data) 
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
flowchart dan sejenisnya. Milles and Hubberman (Sugiyono, 2015: 
338) mengungkapkan bahwa yang paling sering digunakan untuk 
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
bersifat naratif. Display data dapat juga berupa grafik, matrik, network 
(jaringan kerja) dan chart. Mendisplay data akan mempermudah untuk 
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.  
c. Conclusion drawing and Verification 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan pada 
kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan 
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pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 
pada saat penelti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan 
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 
deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-
remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori 
G. Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode triangulasi. Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan data dari 
berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 
2015: 366). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
Data dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang 
berbeda dan mana spesifik dari ketiga sumber. Data yang telah dianalisis 
oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintai 
kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data. Trianggulasi teknik 
untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan 
data melalui trianggulasi antara observasi, wawancara dan dokumentasi. 
74 
Triangulasi sumber pada penelitian ini melibatkan beberapa subyek 
penelitian. Subyek penelitian pertama adalah kepala sekolah di SD 1 
Trirenggo dan SD Kepuhan. Subyek kedua yaitu guru kelas dan guru 
pembimbing khusus. Subyek ketiga adalah orang tua siswa berkebutuhan 
khusus. Triangulasi sumber juga diperkuat dengan adanya subyek 
penelitian dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yaitu Kepala 
Seksi dan staf Bidang SD.  
Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan 
mengecek temuan hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Contoh: Triangulasi teknik untuk mengetahui implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan 
dilakukan melalui observasi pada kelas yang memiliki jumlah siswa 
berkebutuhan khusus terbanyak di sekolah saat proses belajar mengajar, 
melakukan wawancara dengan guru kelas tersebut terkait dengan 
pembelajaran untuk menggali informasi pada guru kelas, mengecek 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
a. Profil Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul merupakan unsur 
pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh 
kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul terletak di Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul, 
Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714. Lokasi menuju Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sangat mudah untuk dicari dan 
ditemukan karena berada di dalam kompleks perkantoran dinas lainnya 
sehingga memudahkan akses pelayanan publik.  
b. Dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Dasar pembentukan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
adalah Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor: 16 
Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas 
melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas 
pembantuan di bidang pendidikan. 
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c. Fungsi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Fungsi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam 
menjalankan tugas berfungsi sebagai: 1) Perumusan kebijakan 
teknis di bidang pendidikan dasar; 2) Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan 
dasar; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan 
dasar; 4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 5) Pelaksanaan 
tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya (Dokumen Dinas Pendidikan Dasar, 2016).  
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul juga memiliki 
tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga kependidikan 
yang profesional; 
2. Mewujudkan adanya pengelolaan dana yang efektif dan 
efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas publik yang 
tinggi pada setiap lembaga kegiatan; 
3. Mewujudkan adanya output pendidikan yang berkualitas 
yang memiliki akhlak mulia kecerdasan, keunggulan, 
kemandirian serta kompetitif; 
4. Melaksanakan inovasi pembelajaran dengan multimedia 
serta multi metode, menuju terlaksananya sistem 
pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan 
kreativitas siswa; 
5. Mewujudkan pelayanan prima semua lembaga pendidikan 
dengan pendekatan kepuasan masyarakat; 
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat swasta terhadap 
pembangunan pendidikan dengan perilaku, partisipasi 
secara proporsional menuju terciptanya paradigma 
pendidikan (Dokumen Dinas Pendidikan Dasar, 2016). 
 
d. Sasaran Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul mengacu pada 3 pilar kebijakan 
pembangunan pendidikan nasional yaitu 1) Pemerataan dan perluasan 
akses; 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; 3) Penguatan 
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tata kelola, akuntabilitas dan penciptaan citra publik. Sasaran yang 
ingin dicapai dinas dijabarkan melalui: 
(1) Terlaksananya manajemen keuangan yang efektif dan 
efisien serta memiliki akuntabilitas publik yang tinggi di semua 
lembaga pendidikan; (2) Terwujudnya output pendidikan yang 
memiliki akhlak mulia kecerdasan, keunggulan, kemandirian 
serta kompetitif di pasar global; (3) Terwujudnya sarana 
prasarana pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang 
sesuai dengan standar pelayanan minimal; (4) Terwujudnya 
sistem pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan multi 
media dan multi metode serta inovasi-inovasi baru di bidang 
pendidikan; (5) Terwujudnya pelayanan prima di semua 
lembaga pendidikan dengan mengutamakan pelayanan 
masyarakat; (6) Terlibatnya swasta serta masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan pelaksanaan pengawasan di bidang 
pendidikan menuju paradigma baru pendidikan (Dokumen 
Dinas Pendidikan Dasar, 2016). 
e. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul memiliki visi 
“Cerdas, Berakhlak Mulia Berkarakter Indonesia”. Upaya dinas untuk 
merealisasikan visi dituangkan dalam misi, misi dari Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul yaitu:  
1) Meningkatkan kualitas SDM pendidikan yang handal 
berakhlak mulia dan profesional; 2) Memberdayakan seluruh 
potensi masyarakat dalam program peningkatan mutu 
pendidikan; 3) Memberikan pelayanan pendidikan yang 
berkualitas melalui jalur sekolah dan luar sekolah pada semua 
jenjang pendidikan seadil-adilnya; 4) Mengupayakan lembaga 
pendidikan sekolah dan luar sekolah yang efektif, berdaya 
saing tinggi (Dokumen Dinas Pendidikan Dasar, 2016). 
f. Kebijakan dan Program Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam mewujudkan 
visi dan misi dilakukan melalui kebijakan yang telah ditetapkan yaitu: 
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melakukan pengembangan dan pemantapan sistem pendidikan 
mengacu pada otonomi pendidikan; meningkatkan kemampuan 
akademik dan profesional serta kesejahteraan tenaga pendidikan; 
melindungi pemuda dari bahaya distruktif (Napza); serta mempertajam 
konsep pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan. Kebijakan 
dari dinas dijabarkan melalui program yang digunakan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang ingin diraih Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul. Program- program tersebut yaitu:  
1. Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan 
pelatihan dan kesempatan belajar; 
2. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan yang memiliki 
kemampuan kognitif, efektif dan psikiomotorik secara 
seimbang; 
3. Efisiensi dan efektifitas penggunaan dana baik yang berasal 
dari masyarakat maupun dari pemerintah dengan 
pengelolaan secara transparan dan meiliki akuntabilitas 
publik yang tinggi; 
4. Melaksanakan restrukturisasi dan rasionalisasi untuk 
mewujudkan standar pelayanan minimal di bidang 
pendidikan; 
5. Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun 
unggulan daerah yang berorientasi pada ketrampilan untuk 
hidup (life skill); 
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan 
kebudayaan serta pembinaan generasi muda dan olah raga 
melalui school based management serta community based 
education; 
7. Mengembangkan kerjasama kemitraan kepada swasta, 
dunia usaha dan industri, organisasi kemasyarakatan dan 
lain - lain dalam upaya mewujudkan output pendidikan 
yang berkualitas. 
Keadaan gedung Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
secara fisik merupakan bangunan baru yang kurang lebih baru 2 tahun 
ditempati. Sebelum dinas pendidikan pindah ke kompleks pemkab 
79 
Bantul, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul menempati gedung 
di sebelah barat rumah dinas Bupati Bantul yaitu No. 103, Jl. Ir H 
Juanda, Trirenggo Bantul. Gedung  Dinas Pendidikan Dasar memiliki 
beberapa ruang bidang kerja yang dibagi menjadi 2 lantai. Lantai dasar 
digunakan untuk ruang kepala dinas, ruang sekretariat, ruang subbag 
keuangan dan aset, ruang subbag umum dan ruang subbag  program. 
Ruang bidang SD, SMP dan bina program terletak pada lantai 2 Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Kondisi dinas pendidikan yang 
sejuk dan nyaman sehingga membuat suasana kerja menjadi lebih 
semangat. Hubungan kerja antar bidang dan bagian pun turut 
mempengaruhi suasana kerja di dinas pendidikan, interaksi yang 
terjalin membuat dinas pendidikan tampak harmonis dan dapat saling 
kerjasama. 
g. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Dinas Pendidikan Dasar dalam menjalankan tugas-tugasnya 
untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat atau 
publik menggunakan pembagian kerja yang sesuai dengan tugas dan 
fungsi suatu bagian. Ada 6 kantor bagian yang terdapat di Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yaitu: 1) Kantor Kepala Dinas; 2) 
Kantor Sekretariat yang terdiri dari sub bagian umum, sub bagian 
keuangan dan aset, sub bagian program; 3) Kantor Bidang Pendidikan 
Sekolah Dasar yang terdiri dari seksi kurikulum dan tenaga 
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kependidikan, seksi pengembangan dan sarana; 4) Kantor Bidang 
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari seksi 
kurikulum dan tenaga kependidikan, seksi pengembangan dan sarana; 
5) Kantor Bina Program yang terdiri dari seksi perencanaan dan 
pelaporan, seksi pendataan dan informasi; 6) Unit Pelaksana Teknis 
(UPT);  7) Kelompok Jabatan Fungsional. 













Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
















































h. Keadaan Pejabat dan Staf Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul memiliki pegawai 
yang berjumlah 121 orang termasuk Kepala Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul yang siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat 
dalam bidang pendidikan. Pegawai yang ada di Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul ada yang berstatus sebagai PNS dan non PNS 
dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. 
Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan pendidikan 
terakhir pegawai Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dapat 
dilihat dari tabel di bawah ini: 





SD  SMP SMA Diplomat S1 S2 
1. Kepala - - - - - 1 1 
2. Sekretaris  - - - - - 1 1 
3. Kepala Bidang - - - - - 3 3 
4. Kepala Seksi - - - - 3 3 6 
5. Kepala Subbag - - - - 2 1 3 
6. Staf  - 1 33 4 12 - 50 
7. Korwas SD - - - - - 1 1 
8. Korwas SMP - - - - - 1 1 




- - - - 10 12 22 
Jumlah - 1 33 4 43 40 121 
Sumber: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, 2016 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 
pegawai Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yang memiliki 
latar belakang pendidikan setingkat Strata 2 (S2) sebanyak 40 orang 
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yaitu jabatan Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala Bidang 
3 orang, Kepala Seksi 3 orang, Kepala Subbag 1 orang, Korwas SD 1 
orang, Korwas SMP 1 orang, Pengawas SD 17 orang, dan Pengawas 
SMP 12 orang. Pegawai dengan latar belakang Strata 1 (S1) berjumlah 
43 orang yaitu Kepala Seksi berjumlah 3 orang, Kepala Subbag 2 
orang, Staf sebanyak 12, dan Pengawas SD 16 orang serta pengawas 
SMP 10 orang. Pegawai dengan pendidikan terakhir Diplomat 
sebanyak 4 orang yaitu pada jabatan Staf. Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul memiliki jumlah Staf yang cukup banyak yaitu 50 
orang, 12 orang diantaranya berpendidikan S1 dan Diplomat 4 orang. 
Staf di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul juga memiliki 
pegawai yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 33 orang dan 
SMP 1 orang. 
2. SD 1 Trirenggo  
a. Profil Sekolah 
SD 1 Trirenggo merupakan salah satu sekolah negeri di 
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan 
pendidikan inklusif. SD ini beralamat di Klembon, Trirenggo, Bantul 
55714 Yogyakarta. Lokasi sekolah ini terletak di tengah 
perkampungan Dusun Klembon sehingga membuat suasana sekolah 
menjadi tenang dan kondusif untuk melaksanakan proses 
pembelajaran. SD 1 Trirenggo didirikan pada tahun 2007  dan 
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berakreditasi “A” atau baik serta bernomor NSS atau Nomor Statistik 
Sekolah 101040101034. 
SD 1 Trirenggo berasal dari 2 sekolah yang digabung 
(regrouping) yaitu SD Tanubayan yang sejak dahulu sudah menjadi 
sekolah inklusif dan SD Klembon. Kedua sekolah tersebut setelah 
bergabung pada 2007 berubah dan berganti nama menjadi SD 1 
Trirenggo. SD 1 Trirenggo ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara 
Pendidikan Inklusif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul No. 36/ KPTS/2013. SD 1 
Trirenggo juga merupakan sekolah percontohan penyelenggaran 
pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul yang ditunjuk oleh Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. 
b. Visi dan Misi Sekolah 
Visi dan Misi yang dimiliki SD 1 Trirenggo berguna untuk 
mengetahui tujuan sekolah sehingga mempermudah sekolah dalam 
menentukan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan sekolah. 
Visi SD 1 Trirenggo adalah “Terwujudnya insan yang berprestasi, 
berbudaya, mandiri, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan 
taqwa”. Usaha yang dilakukan SD 1 Trirenggo dalam mewujudkan visi 
dijabarkan melalui misi yaitu:  
1) Menanamkan nilai-nilai religius dalam setiap kegiatan 
sekolah; 2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik 
dan tenaga kependidikan; 3) Mengoptimalkan pembelajaran 
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tematik integratif bewawasan lingkungan; 4) Meningkatkan 
prestasi akademik dan non akademik sesuai minat, bakat dan 
potensi siswa; 5) Membiasakan berperilaku cinta lingkungan 
dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai pancasila; 6) 
Menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan ijo royo-royo. 
Visi dan misi di SD 1 Trirenggo disusun sedemikian rupa oleh 
kepala sekolah sehingga mampu mencakup semua tujuan yang ingin 
diraih dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. SD 1 Trirenggo 
sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga 
mencantumkan tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk 
mewujudkan esensi dari pendidikan inklusif. Visi yang berkaitan 
dengan pendidikan inklusif terletak pada kata terwujudnya insan yang 
berprestasi,..., mandiri....” sedangkan misi terletak pada point keempat 
yaitu “Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik sesuai 
minat, bakat dan potensi siswa”. Hal ini sesuai dengan pendapat kepala 
sekolah yang berbunyi: 
“Iya, Terwujudnya Insan yang Berprestasi, Mandiri, Berbasis 
Budaya, Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Iman dan Taqwa 
artinya insan yang berprestasi itu tidak hanya milik anak normal 
tapi semua anak dan mandiri sasarannya lebih ke semua anak bisa 
mandiri baik anak normal atau ABK atau bisa melayani dirinya 
sendiri tidak bergantung dengan orang lain” (IN/21/07/2016) 
c. Keadaan Sekolah 
SD 1 Trirenggo berdiri pada tahun 2007 dengan luas tanah 
2.750 m
2 




Sekolah ini berada 
disebelah utara Taman Kanak-Kanak Bhineka Klembon sehingga letak 
sekolah ini memudahkan siswa lulusan dari TK Bhineka Klembon 
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untuk meneruskan sekolah. Jalan menuju ke SD 1 Trirenggo sangat 
mudah dicari dan ditemukan karena tidak jauh dari Kompleks II 
Perkantoran Pemkab Bantul. Keadaaan sekolah asri dan sejuk karena 
sekolah ini ditumbuhi banyak tanaman-tanaman yang beraneka ragam. 
Lingkungan sekolah pun sangat cocok digunakan untuk melakukan 
proses pembelajaran karena sangat kondusif dan semua fasilitas yang 
tersedia tertata dengan baik dan bersih.  
Tampak dari depan, gerbang sekolah yang dimiliki SD 1 
Trirenggo tidak terlalu lebar tetapi cukup bila ada mobil yang masuk. 
Gerbang sekolah dan lingkungan sekolah juga dipenuhi dengan kata-
kata motivasi, gambar batik karya siswa dan piala penghargaan yang 
dipasang sekolah serta sebutan-sebutan sekolah seperti sekolah 
adiwiyata, sekolah sehat, dan lainnya. Halaman sekolah yang berada 
didekat gerbang sekolah sering digunakan untuk upacara bendera dan 
untuk olahraga basket atau bermain siswa saat jam istirahat. Halaman 
sekolah juga dikelilingi oleh bangunan-bangunan sekolah yang terdiri 
dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang sumber inklusif, ruang 
administrasi dan ruang-ruang kelas serta masjid sekolah yang berada 
tepat di sebelah utara halaman sekolah.  
Bagian depan ruang kelas diberikan fasilitas berupa keran 
untuk mencuci tangan sedangkan untuk kepala sekolah dan guru 
diberikan wastafle yang berada diantara  kantor kepala sekolah dengan 
kantor guru. Sebelah selatan sendiri dari sekolah terdapat taman yang 
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dibuat oleh siswa-siswi SD 1 Trirenggo dengan memanfaatkan barang-
barang bekas yang ada di sekitarnya dan disusun seperti perkebunan 
yang ada sekolah serta dirawat sendiri oleh siswa. Tepat di depan 
ruang kepala sekolah dan beberapa ruang kelas serta toilet juga 
disediakan “plengsengan” yang digunakan untuk mempermudah siswa 
tuna daksa (kursi roda). Bagian belakang sekolah digunakan sebagai 
koperasi sekolah dan kantin serta tempat parkir sepeda yang bersih, 
rapi, nyaman.    
Interaksi yang terjalin di SD 1 Trirenggo sudah baik, hal ini 
dapat dilihat dari hubungan dan bentuk komunikasi, kerjasama serta 
kekompakan antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orangtua serta 
masyarakat sekitar. Warga sekolah saling bertegur sapa dan berjabat 
tangan ketika saling bertemu.  Interaksi yang sangat baik dilihat pada 
kerjasama dan saling membantu antara siswa berkebutuhan khusus 
dengan siswa normal atau antar sesama siswa berkebutuhan khusus, 
sehingga hal ini merupakan wujud dari tidak adanya diskriminasi 
terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. 
Prestasi yang diperoleh SD 1 Trirenggo pun banyak, baik 
prestasi sekolah maupun prestasi siswa dan prestasi dibidang akademik 
maupun prestasi non akademik. Prestasi akademik dan non akademik 
diperoleh dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2016. Prestasi 
dibidang akademik ada 6 kategori lomba yang diikuti yaitu olimpiade 
MIPA, Lomba gugus yang melaju hingga nasional, pidato english, 
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nyanyi english. Terdapat 22 prestasi non akademik yang telah diraih 
oleh SD ini, salah satu kejuaraan yang diperoleh adalah SD 1 
Trirenggo meraih kejuaraan tingkat provinsi pada Sekolah Model 
Inklusi. 
d. Keadaan Guru dan Karyawan 
SD 1 Trirenggo dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama 
Istiani Nurhasanah, M.Pd sejak tahun 2013 akhir. Dalam menjalankan 
tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh guru dan karyawan untuk 
mengelola sekolah. Dalam proses pembelajaran sekolah melibatkan 11 
orang guru kelas, 5 orang guru bidang studi dan 1 orang guru 
pembimbing khusus. Selain itu untuk menjaga Keamanan sekolah 
memiliki 1 orang penjaga sekolah dan tenaga administrasi atau 
pengelolaan sekolah memiliki 1 orang serta petugas perpus memiliki 1 
orang. Terkait dengan data pendidik dan tenaga kependidikan di SD 1 
Trirenggo dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel 6. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD 1 Trirenggo 




S2 Kepala Sekolah 




S1 Guru Kelas 
4. Mujiharti, S.Pd.SD S1 Guru Kelas 
5. Kuswanti, S.Pd.SD S1 Guru Kelas 
6. Mashudi, S.Pd.SD S1  Guru Kelas 
7.  Ikhsan Sunarya, S.Pd S1 Guru Kelas 
8. Marhadi, S.Pd S1 Guru Penjasorkes 
9. Siti Asiyah, S.Pd.I S1 Guru PAI 
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10. 
Agus Nur Istanto, 
S.Pd.SD 








S1 Guru Kelas 
13. Muryanto  SD/ Sederajat Penjaga Sekolah 
14. Ida Nursanti, S.Pd S1 Guru Penjasorkes 




16. Astutiningrum, S.Pd S1 Guru Kelas 
17.  Alim Mustofa, S.Pd S1 Guru Kelas 




S1 Guru PAI 
20. Andri Santosa 
SMA/ 
Sederajat 







Sumber: Profil SD 1 Trirenggo, 2016 
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa SD 1 Trirenggo 
mempunyai 21 pendidik dan tenaga kependidikan. Jenjang pendidikan 
terakhir yang ditempuh guru dan karyawan sekolah terdiri dari 1 orang 
S2,  17 orang lulusan S1 dan 3 orang tamatan SMA/ Sederajat. Guru 
dan karyawan yang dimiliki SD 1 Trirenggo terdiri dari 13 orang  guru 
tetap/ PNS, 5 orang guru tidak tetap/ GTT dan 2 orang pegawai tidak 
tetap/ PTT. 
e. Keadaan Siswa 
Siswa merupakan salah satu komponen utama dalam 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jumlah siswa dan rombongan 
89 
belajar (rombel) dalam setiap tahun ajaran baru sangat mempengaruhi 
keberlangsungan sekolah. Berikut ini merupakan jumlah siswa dan 
rombel di SD 1 Trirenggo pada tahun ajaran 2015/ 2016 yang 
dijabarkan dalam bentuk tabel. 





Tahun Ajaran 2015/2016 
L P Jumlah 
1. 1 1 16 12 28 
2. 2 2 23 13 36 
3. 3 2 21 22 43 
4. 4 2 26 13 39 
5. 5 2 17 18 35 
6. 6 2 29 15 44 
Jumlah 11 132 93 225 
Sumber: Data SD 1 Trirenggo, 2016 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa SD 1 
Trirenggo memiliki jumlah siswa yang cukup banyak yaitu 225 orang 
siswa dan hanya memiliki 11 rombongan kelas (rombel). Jumlah 225 
orang siswa yang dimiliki SD 1 Trirenggo tentunya ada siswa yang 
berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis ketunaan dan tentunya 
berbagai cara untuk menanganinya. Berikut data siswa yang 
berkebutuhan khusus di SD 1 Trirenggo sesuai dengan jenis ketunaan 
dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 8. Jenis Ketunaan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD 1 Trirenggo 
tahun ajaran 2015/2016  
No 





L P L P L P L P L P L P 
1.   
Slow 
Learner 













  1        3  4 








      1      1 
8. Hiperaktif       1      1 
9. Superior     1        1 
Jumlah 7 5 9 2 2 3 4 0 1 1 4 2 40 
Sumber: Data Siswa Berkebutuhan Khusus SD 1 Trirenggo, 2016 
f. Sarana dan Prasarana Sekolah 
Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sangat 
mempengaruhi proses pembelajaran siswa di sekolah. Sarana dan 
prasarana sangat membantu dalam memperlancar berbagai kegiatan 
pendidikan khususnya yang berlansung di sekolah. Sekolah seharusnya 
mempersiapkan dan mengusahakan sarana prasarana yang belum ada 
dan sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran siswa, baik siswa 
normal maupun siswa berkebutuhan khusus dengan jenis kelainan 
apapun yang terdapat di sekolah. Sarana prasarana yang sesuai dengan 
kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dapat menunjang dan 
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memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan guru di 
sekolah. Berikut ini merupakan data sarana dan prasarana yang ada di 
SD 1 Trirenggo diantaranya:  
Tabel 9. Data Sarana Prasarana SD 1 Trirenggo 
No. Fasilitas Sekolah Jumlah (Unit) Kondisi 
A. Tanah   
1. Tanah ditempati  1 Baik 
B. Ruangan   
1.  Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 
2. Ruang Guru 1 Baik 
3. Ruang TU 1 Baik 
4. Ruang Kelas 12 Baik 
5. Ruang Keterampilan 1 Baik 
6. Ruang Kesenian 1 Baik 
7. Ruang Perpustakaan 1 
Menggunakan 
ruang kelas 
8. Ruang Ibadah/ Mushola 1 Baik 
9. Ruang UKS 1 Baik 
10. Ruang Koperasi 1 Baik 
11. Ruang Mandi/WC 8 Baik 
12. Ruang Sumber 1 Baik 
13. 
Ruang Bimbingan dan 
Konseling 
1 Baik 
C. Buku-Buku   
1. Buku Materi Pokok 1500 Baik 
2. Buku Pelengkap 1500 Baik 
3. Buku Bacaan 4500 Baik 
4. Buku Referensi 2100 Baik 
D. Komputer   
1. CPU   
  a. Pentium 4 5 Rusak 
  b. Core Duo 2 Rusak 
2. Monitor 5 Rusak 
3. Printer 4 Rusak 
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4. LCD 2 Rusak ringan 
5. Jaringan Internet 1 Baik 
6. Jaringan Telepon 1 Baik 
Sumber: Data Sarana Prasarana SD 1 Trirenggo, 2016 
3. SD Kepuhan  
a. Profil Sekolah 
SD Kepuhan merupakan salah satu SD di Kecamatan Sewon 
yang beralamat di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten 
Bantul. SD Kepuhan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
sejak tahun 2013. Penunjukkan sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Nomor: 
36/KPTS/2013. Sekolah ini didirikan pada tahun 1964 dengan NSS 
101040102001 dan NPSN 20400756. Lokasi sekolah ini terletak tidak 
jauh dari tempat wisata Rumah Budaya Tembi sekitar 2 km dengan 
jarak tempuh 4 menit melewati Jl. Parangtritis, Bantul.  
Awal mula SD Kepuhan ditetapkan Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan 
inklusif karena sekolah ini hampir setiap tahun memiliki siswa 
berkebutuhan khusus. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah 
SD Kepuhan, masyarakat sekitar sekolah memiliki kemampuan yang 
kurang sehingga orang tua lebih mempercayakan pendidikan anaknya 
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kepada sekolah, sedangkan orang tua lebih memilih untuk bekerja dan 
kurang memperhatikan kebutuhan anak. 
b. Visi dan Misi sekolah 
Visi dan misi di SD Kepuhan berguna untuk mengetahui 
indikator dan tujuan sekolah. Visi dan misi yang dijabarkan dalam 
indikator dan tujuan ini merupakan tantangan dan peluang  yang akan 
dihadapi sekolah sehingga sekolah dapat meminimalisir kelemahan-
kelemahan yang mungkin akan terjadi. Visi dari SD Kepuhan adalah 
“Terbentuknya Karakter Murid yang Bertakwa dan Berprestasi”. Visi 
ini dijabarkan melalui indikator pencapaian visi yaitu:  
1. Siswa beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa 
2. Siswa berkepribadian luhur dan berkarakter Indonesia 
3. Siswa berprestasi dalam bidang akademik dan non 
akademik 
4. Siswa unggul dalam sikap cinta budaya dan berkepribadian 
Indonesia 
5. Siswa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia 
6. Siswa melestarikan kearifan lokal dan budaya jawa 
Demi mewujudkan visi SD Kepuhan melaksanakan misi 
melalui : 
 1) Menanamkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa; 2) Menanamkan pendidikan akhlaq mulia dan 
karakter Indonesia; 3) Meningkatkan kedisiplinan, tanggung 
jawab, santun, peduli lingkungan, percaya diri untuk semua 
warga sekolah; 4) Meningkatkan prestasi hasil belajar siswa 
dengan menerapkan pembelajaran PAKEM (Pembelajaran 
Aktif Kreatif dan Menyenangkan; 5) Membudayakan 6S 
(Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sabar); 6) Menjalin  
kerja sama dengan masyarakat dan instansi lain; 7) 
Meningkatkan kegiatan pengembangan diri siswa melalui 
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kegiatan ekstrakurikuler; 8) Meningkatkan minat baca warga 
sekolah melalui perpustakaan “ASTER”; 9) Melaksanakan 
pembelajaran berbasis TIK; 10) Meningkatkan pembelajaran 
inklusif; 11) Menumbuhkan cinta seni, lingkungan dan 
keterampilan batik; 12) Mengimplementasikan pembelajaran 
berbasis wawasan lingkungan.  
Visi dan misi sekolah merupakan tujuan yang ingin dicapai 
sekolah dalam kurun waktu tertentu melalui penjabaran tujuan untuk 
mempermudah sekolah dalam menentukan langkah yang harus 
ditempuh. Visi dan misi di SD Kepuhan juga berkaitan dengan 
penetapan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif yang 
tertuang dalam visi “Terbentuknya Karakter Murid yang Bertakwa dan 
Berprestasi” sedangkan indikator pencapaian visi melalui “Siswa 
berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik” dan dijabarkan 
lagi melalui misi yang tertuang pada poin ketiga yaitu “Meningkatkan 
kedisiplinan, tanggung jawab, santun, peduli lingkungan, percaya diri 
untuk semua warga sekolah” dan keempat “Meningkatkan prestasi 
hasil belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran PAKEM 
(Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan)”.  
Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan kepala 
sekolah yaitu: 
“Kalau di Visinya masih bersifat umum untuk anak yang 
reguler tetapi kalau di Misinya mungkin terkait dengan inklusif 
karena visi mencakup semua karakter tapi tidak terlihat 




c. Keadaan Sekolah  
SD Kepuhan berdiri pada tahun 1964 dengan luas tanah yang 
ditempati 1.168 m
2
 dan luas tanah yang digunakan untuk kegiatan 
praktik seluas 1. 275 m
2
. Lingkungan sekitar sekolah cukup luas, 
sebelah selatan SD Kepuhan merupakan tanah lapang yang dapat 
digunakan untuk melakukan pembelajaran olahraga sehingga 
mempermudah sekolah. Utara dan timur sekolah masih berupa sawah 
sehingga membuat sekolah tampak alami melihat pemandangan luar, 
namun depan sekolah merupakan toko-toko kelontong dan bengkel 
sepeda yang selalu ada orang yang “nongkrong” serta menyalakan 
musik keras, sehingga hal ini sangat mengganggu proses pembelajaran 
di kelas terutama kelas yang berdekatan dengan gerbang utama 
sekolah. 
Sekolah ini mempunyai 2 pintu gerbang yang berada di sisi 
depan, pintu gerbang pertama digunakan sekolah untuk pintu gerbang 
utama dan pintu kedua digunakan untuk pintu gerbang parkir guru dan 
karyawan serta parkir siswa-siswi SD Kepuhan. Memasuki pintu 
gerbang utama ada mushola dan ruang-ruang kelas yang mengelilingi 
halaman utama  SD Kepuhan. Ruang kepala sekolah dan ruang guru 
berada di utara mushola sekolah berdampingan dengan ruang kelas 1 A 
dan 1 B. Ruang kepala sekolah bersebelahan dengan ruang TU atau 
ruang administrasi yang hanya diskat dengan almari-almari. 
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Bagian belakang ruang kepala sekolah dan ruang guru terdapat 
toilet untuk guru dan karyawan serta siswa, ruang keterampilan dan 
kesenian, serta tempat parkir guru dan karyawan. Sebelah tempat 
parkir terdapat beberapa kantin sekolah, kantin sekolah berhadapan 
dengan ruang perpustakaan dan ruang-ruang kelas, di belakang ruang 
perpustakaan terdapat ruang kelas 6 dan ruangan olahraga. Keberadaan 
kantin sekolah yang bersebelahan dengan ruang perputakaan dan ruang 
kelas dapat membuat siswa tidak konsentrasi dalam proses 
pembelajaran, karena siswa cenderung tertarik untuk segera membeli 
makanan/ minuman daripada belajar, siswa juga akan merasa 
terganggu dengan adanya interaksi antar penjual kantin. 
Interaksi antara kepala sekolah, guru dan karyawan serta siswa 
di SD Kepuhan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hubungan yang 
terjalin antara mereka. Antar warga sekolah saling menyapa dan 
senyum saat mereka saling berpapasan. Ada juga siswa berkebutuhan 
khusus yang memiliki kekurangan low vision yang dibantu oleh siswa 
lainnya saat akan ke kantin, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 
siswa berkebutuhan khusus di SD Kepuhan tidak didiskriminasi oleh 
temannya. Namun interaksi yang terjalin antara pihak sekolah dengan 
tamu atau orang tua siswa kurang dapat diterima dengan baik karena 
tamu diterima setelah itu ditinggal dan untuk orang tua, sekolah  
kurang ada komunikasi dengan orangtua mengenai kegiatan sekolah 
khususnya untuk siswa berkebutuhan khusus. 
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Prestasi yang telah diraih oleh siswa dan sekolah di SD 
Kepuhan tergolong banyak, berbagai prestasi penghargaan dalam 
tingkat kecamatan hingga provinsi dan nasional pun ada. Prestasi-
prestasi yang telah diperoleh tentunya tidak lepas dari peran warga 
sekolah yang telah berusaha dengan kerja keras untuk mengharumkan 
nama sekolah. Prestasi-prestasi yang telah diperoleh siswa SD 
Kepuhan khususnya siswa berkebutuhan khusus dalam dua tahun 
terakhir adalah memperoleh juara 1 dalam bidang olahraga bulutangkis 
putri dan bidang olahraga sepakbola dalam tim. Bidang olahraga sepak 
bola, tim terdiri dari beberapa siswa dari beberapa sekolah. Anak 
berkebutuhan khusus yang memperoleh penghargaan ini merupakan 
anak berkebutuhan khusus yang tergolong slow learner. 
d. Keadaan Guru dan Karyawan 
Sri Suryanti Rahayu, S.Pd.SD merupakan kepala sekolah di SD 
Kepuhan yang menjabat sejak periode 2013 sampai dengan 2017. 
Seorang kepala sekolah harus mampu memimpin dan mengarahkan 
warga sekolah untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
Memimpin dan mengarahkan seseorang atau sekelompok orang 
membutuhkan kerjasama yang kuat antara kedua belah pihak atau 
lebih. Bentuk kerjasama yang terjalin di sekolah adalah kerjasama 
antara kepala sekolah bersama guru untuk membuat siswa dan siswi 
paham materi yang disampaikan guru melalui metode yang tepat. Oleh 
karena itu, sekolah memerlukan guru-guru yang sesuai dan bisa 
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dibidangnya. Terkait data guru dan karyawan yang ada di SD Kepuhan 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 10. Data Guru dan Karyawan SD Kepuhan 




Sri Suryanti Rahayu, 
S.Pd.SD 





3. Novia Zumariana, S.Pd S1 Guru Kelas 
4. Kuntari, S.Pd S1 Guru Kelas 
5. Herni Dian Susanti, S.Pd S1 Guru Kelas 
6. Eli Sulistiyowati, S.Pd S1 Guru Kelas 
7. Beni Yuli Prastowo, S.Pd S1 Guru Kelas 
8. Herti Suryandari, S.Pd S1 Guru Kelas 
9. Ngadinem, S.Pd S1 Guru Kelas 
10. Sarjinah, S.Pd.SD S1 Guru Kelas 
11. RR. Sudihartini, S.Pd S1 Guru Kelas 
12. Erna Dwi A., S.Pd. SD S1 Guru Kelas 
13.  Abdul Basar, S.Pd S1 Guru Kelas 
14. Drs. Walidi S1 Guru PAI 
15. Sihman, S.Pd S1 Guru PJOK 
16. Sri Rahayu, S.Pd S1 Guru PJOK 
17.  Tanjung Lihayati, S.Pd.I S1 Guru PAI 
18. Sri Rejeki, A.Md D3 Guru TIK 
19. Umi Khoiriyah, A.Md D3 Petugas Perpustakaan 




21. Yuli Astuti, S.E S1 
Guru Pembimbing 
Khusus 
Sumber: Profil SD Kepuhan, 2016 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa SD 
Kepuhan memiliki guru dan karyawan sebanyak 21 orang dengan 
klasifikasi sebagai berikut: 13 orang guru kelas, 2 orang guru 
penjasorkes, 2 orang guru Agama Islam, 1 orang guru pembimbing 
khusus, 1 orang petugas perpustakaan dan 1 orang penjaga sekolah 
serta sekolah tidak memiliki petugas administrasi khusus. Jenjang 
pendidikan terakhir yang ditempuh guru dan karyawan di SD Kepuhan 
diantaranya: paling banyak ditempati oleh sarjana strata 1 (S1) 
sebanyak 17 orang guru, D3 sebanyak 2 orang dan SMA/ Sederajat 
sebanyak 2 orang.  Jumlah guru PNS/ tetap sebanyak 13 orang, 6 orang 
GTT/ guru tidak tetap, 2 orang PTT/ pegawai tidak tetap. 
e. Keadaan Siswa  
Keberadaan siswa di sebuah sekolah sangat berpengaruh 
dengan cara seorang guru dalam menyampakan materi pembelajaran, 
baik jumlah maupun keragaman karakteristik siswa. Jumlah siswa dan 
rombongan belajar di SD Kepuhan pada tahun ajaran 2015/2016 dapat 
dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 11. Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) tahun 




Tahun Ajaran 2015/2016 
L P Jumlah 
1. 1 2 27 27 54 
2. 2 2 23 28 51 
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3. 3 2 26 24 50 
4. 4 2 28 24 52 
5. 5 3 35 37 72 
6. 6 2 29 30 59 
Jumlah 13 168 170 338 
Sumber: Data SD Kepuhan, 2016 
Berdasarkan data jumlah siswa dan rombongan belajar 
(rombel) tahun ajaran 2015/2016 pada tabel di atas maka dapat 
diketahui bahwa SD Kepuhan memiliki sebanyak 338 siswa yang 
terbagi menjadi 13 rombongan belajar. Jumlah siswa dan rombongan 
belajar ini tentunya sekolah harus mampu menyampaikan materi 
pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing, 
terlebih kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan 
khusus merupakan siswa yang harus mendapat perhatian khusus dari 
pihak sekolah karena cara penyampaian materi pembelajaran harus 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Hal ini berarti 
untuk menyampaikan materi pembelajaran harus selalu melihat 
ketunaan siswa, metode penyampaian materi dan sejauh mana 
kemampuan siswa dapat mengikuti serta tidak bisa memaksakan 
pencapaian KKM. Siswa berkebutuhan khusus yang ada di SD 




Tabel 12. Jenis Ketunaan Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Kepuhan 
tahun ajaran 2015/2016 
No 





L P L P L P L P L P L P 
1.   
Slow 
Learner 




     1   2  2  5 
3.  Disleksia          1   1 




          4 2 6 
Jumlah   1  2 1 1 1 2 2 7 2 19 
Sumber: Data Siswa Berkebutuhan Khusus SD Kepuhan, 2016 
Data siswa berkebutuhan khusus di atas menunjukkan bahwa 
jumlah siswa berkebutuhan khusus di SD Kepuhan berjumlah 19 orang 
siswa. Jumlah 19 orang siswa tersebut terbagi ke dalam 6 kelas dengan 
berbagai jenis kebutuhan yang ada. Jenis kebutuhan khusus yang 
disandang 19 siswa yaitu slow learner sebanyak 6 orang siswa, 
tunagrahita ringan 5 orang siswa, disleksia 1 orang siswa, low vision 1 
orang siswa, tunagrahita sedang 6 orang siswa. Kelas 1 memang tidak 
ada siswa berkebutuhan khusus karena pada tahun ajaran 2015/ 2016 
assesment dilakukan pada kelas 2. 
f. Sarana dan Prasarana Sekolah 
Sarana dan prasarana yang ada di SD Kepuhan sangat berperan 
penting untuk menunjang terlaksananya proses pendidikan di sekolah. 
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Sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah ini dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel 13. Data Sarana Prasarana SD Kepuhan 
No. Fasilitas Sekolah Jumlah (Unit) Kondisi 
A. Tanah   
1. Tanah ditempati 4 Baik  
2. 







B. Ruangan   
1. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 
2. Ruang Guru 1 Baik 
3. Ruang Kelas 14 
11 Baik dan 3 
Rusak (IV B, IV 
C dan VA) 
4. Lab. Komputer  1 Baik 
5. Ruang Olahraga 1 Baik 
6. Ruang Perpustakaan 1 Baik 
7. Ruang Ibadah/ Mushola 1 Baik 
8. Ruang Toilet  8 Baik 
9. Ruang UKS 1 Rusak  
Sumber: Data Sarana Prasarana SD Kepuhan, 2016 
Data sarana prasarana di SD Kepuhan berdasarkan tabel di atas 
menunjukkan bahwa sekolah ini  sudah cukup lengkap untuk 
pemenuhan fasilitas-fasilitas pokok. Fasilitas-fasilitas yang ada juga 
memerlukan fasilitas tambahan yang turut dilaporkan seperti buku-
buku untuk proses pembelajaran, buku bacaan, buku referensi lainnya. 
Fasilitas atau sarana prasarana di SD Kepuhan belum memiliki fasilitas 
yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, padahal 
sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif harus memiliki fasilitas 
penunjang untuk siswa berkebutuhan khusus agar mempermudah 
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siswa dalam beraktivitas dan menerima pembelajaran. Fasilitas terkait 
yang belum ada untuk siswa berkebutuhan khusus adalah ruang ke-
inklusif-an. 
B. Hasil Penelitian 
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif 
Pendidikan merupakan usaha untuk mentransfer ilmu pengetahuan, 
nilai-nilai dan keterampilan dari orang yang lebih memahami suatu hal 
kepada seseorang atau sekelompok orang. Tujuan dari adanya pendidikan 
adalah menjadikan seseorang/ sekelompok orang terampil dan mandiri 
sesuai dengan potensi-potensi yang melekat dalam dirinya. Kebijakan 
pendidikan inklusif ialah pedoman yang digunakan untuk mengatur 
penyelenggaraan pendidikan inklusif atau pendidikan untuk anak 
berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan kegiatan belajar 
bersama antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus di suatu 
tempat tanpa membeda-bedakan anak. Pendidikan inklusif bertujuan untuk 
mewujudkan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak 
diskriminasi terhadap anak serta memperoleh pendidikan yang sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuannya. 
Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan oleh 
pelaku kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif mempunyai komponen yang mempengaruhi 
keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Teori Van Meter dan Van 
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Horn (Arif Rohman, 2012:108) menyampaikan ada enam variabel atau 
komponen yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. Enam 
komponen atau variabel itu adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber 
daya, komunikasi, interorganisasian dan aktivitas pengukuhan, karakter 
agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, politik serta karakter pelaksana. 
Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan empat komponen yaitu 
standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakter agen pelaksana dan 
komunikasi. 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan 
SD Kepuhan Kabupaten Bantul tentu saja harus memiliki empat 
komponen standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakter agen 
pelaksana dan komunikasi. Berikut hasil penelitian mengenai beberapa 
komponen yang  dimiliki SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten 
Bantul dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif: 
a. Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul  
1) Standar dan Tujuan Kebijakan  
Kebijakan yang telah dibuat pasti memiliki standar dan 
tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Standar dan tujuan kebijakan 
diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal 
ini dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah 
direncanakan. Kebijakan pendidikan inklusif menurut ibu Kepala 
Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Tenaga Kependidikan 
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Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul adalah 
suatu kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif 
di Kabupaten Bantul. Kebijakan pendidikan inklusif dituangkan 
dalam peraturan yang berupa pedoman atau petunjuk pelaksanaan, 
pedoman atau petujuk pelaksanaan pendidikan inklusif harus 
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak penyandang 
disabilitas. Pedoman atau petujuk dibuat sesuai dengan buku dari 
kementerian yang memuat berbagai jenis ketunaan penyandang 
disabilitas sehingga dinas pendidikan dalam pembuatan pedoman 
atau petujuk harus sesuai dengan buku kementerian. 
 Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan beliau 
mengenai kebijakan pendidikan inklusif yaitu: 
“Suatu kebijakan yang mendukung terlaksananya 
pendidikan inklusif di Bantul. Kebijakan itu salah satunya 
berupa pedoman seperti peraturan perundang-undangan, 
peraturan gubernur dan peraturan bupati. Kalau petunjuk-
petunjuk pelaksanaan itu disesuaikan dengan kondisinya 
berdasarkan buku kementerian, misalnya petunjuk teknis 
tentang pelayanan anak yang disabilitas dalam tuna rungu 
atau tuna netra itu ada dibuku kementrian tidak 
diperaturan”(Sby/19/07/2016). 
Bapak Sura sebagai salah satu Staf Seksi Pengembangan 
dan Sarana Prasarana, Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan 
Tenaga Kependidikan Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul juga menambahkan bahwa:  
“Kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul 
terutama Dinas Pendidikan Dasar yaitu mengusahakan dan 
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mengalokasikan dana khusus pendidikan inklusif dengan 
memberikan subsidi atau bantuan untuk penyelenggaranya 
demi menunjang kebutuhan sekolah inklusif 
(Sr/19/07/2016)”. 
Pemberian bantuan berdasarkan peraturan pemerintah 
tersebut diperinci melalui pedoman pelaksanaan kegiatan subsidi 
sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi, Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, pengunaan dana 
subsidi SD penyelenggara pendidikan inklusfi untuk memenuhi 
kegiatan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus dan sekolah 
wajib melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan pedoman yang 
berlaku. 
Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan di atas maka 
dapat ditegaskan bahwa standar dan tujuan Bidang SD, Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mengenai kebijakan 
pendidikan inklusif adalah kebijakan yang berupa peraturan 
perundang-undangan, peraturan gubernur, peraturan bupati, 
pedoman pelaksanaan penggunaan dana subsidi, dan adanya tim 
pokja pendidikan inklusif untuk mengatur penyelenggaraan 
pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul. 
2) Sumber Daya  
Suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber 
daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa 
sumber daya alam, sumber daya manusia dan lainnya. Sumber 
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daya dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Bidang 
SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yaitu adanya 
program pemberian dana operasional, memberikan fasilitas dan 
pemenuhan guru pembimbing khusus. Implementasi kebijakan ini 
juga melibatkan semua warga Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul dan warga sekolah di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan. 
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sby saat 
diwawancarai, beliau mengatakan bahwa: 
“Berusaha memberikan bantuan operasional untuk 
pelaksanaan pembelajaran inklusif. Bentuknya berupa 
pemberian dana operasional, memberikan fasilitas dan 
upaya pemenuhan guru pembimbing khusus berkerjasama 
dengan Dinas Dikpora. Kepala Dinas, semua warga Dinas 
Pendidikan Dasar sampai ke semua warga sekolah, dan 
UPTnya itu terlibat semua”(Sby/19/07/2016). 
Dalam usaha memaksimalkan pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul juga memberikan dana subsidi untuk sekolah 
inklusif. Pemberian dana subsidi ke sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif berdasarkan jumlah sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan inklusif dan belum berdasarkan 
jumlah siswa disatu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif ini melibatkan semua 
pihak Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dan semua warga 
sekolah di sekolah inklusif. 
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Hal ini sesuai ungkapan dari Bapak Sr sebagai staf seksi 
sarana dan prasarana yang mengatakan bahwa: 
“Memberikan subsidi dana ke sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif berupa uang. Tahun 2016 ini jumlah 
uang yang diberikan sebanyak 7 juta per tahun per sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif. Subsidi dana yang 
diberikan sampai sekarang belum berdasarkan jumlah siswa 
berkebutuhan khusus disatu sekolah tetapi masih 
berdasarkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
Melibatkan staf seksi pengembangan dan sarana prasarana, 
kepala seksi, kepala bidang, kepala sekolah dan bendahara 
sekolah serta kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul”(Sr/19/07/2016). 
Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan di atas, 
maka sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif yaitu sumber daya manusia, sarana dan 
prasarana, anggaran dana untuk melaksanakan kebijakan 
pendidikan inklusif.  
3) Karakter Agen Pelaksana 
Karakter agan pelaksana berkaitan dengan sikap dan cara 
bertindak pelaku kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawab sebagai pelaksana kebijakan. Dalam implementasi 
kebijakan, para pelaksana harus merasa memiliki tugasnya masing-
masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif dilakukan melalui kerjasama dengan 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan sekolah 
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penyelenggara pendidikan inklusif untuk memenuhi guru 
pembimbing khusus dan mengadakan pelatihan bagi guru.  
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sby saat 
diwawancarai, beliau mengatakan bahwa: 
“Dinas mengadakan pelatihan kepada guru untuk dilatih 
menangani anak berkebutuhan khusus melalui kerjasama 
dengan dinas pendidikan provinsi karena sekolah sulit 
mendapatkan guru pembimbing khusus yang memiliki 
ijazah khusus inklusif... Pelaksanaannya disesuaikan 
dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah 
masing-masing karena kondisi anak berkebutuhan khusus 
berbeda-beda tergantung kebutuhan yang disandang anak 
itu, maka kita selalu berusaha untuk memenuhi 
kebutuhannya. Kalau dalam pembelajaran sesuai dengan 
kebutuhan anak itu seperti anak yang IQnya kurang 
bagaimana cara mengatasinya atau penglihatannya yang 
kurang, itu kan beda-beda jadi kita layani sesuai dengan 
kebutuhan anak.”(Sby/19/07/2016). 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dipermudah 
dengan adanya pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan 
penggunaan dana subsidi untuk sekolah inklusif. Pemberian 
pedoman atau petunjuk teknis penggunaan dana subsidi sekolah 
inklusif setiap tahunnya berbeda tergantung pada sekolah memiliki 
anak berkebutuhan khusus atau tidak.  
Hal ini sesuai ungkapan dari Bapak Sr sebagai staf seksi 
sarana dan prasarana yang mengatakan bahwa: 
“Tiap awal tahun anggaran Dinas Pendidikan mendata 
sekolah/ SD yang melaksanakan kebijakan pendidikan 
inklusif karena setiap tahunnya sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan inklusif bisa berbeda, 
tergantung ada atau tidaknya siswa berkebutuhan khusus di 
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sekolah yang bersangkutan. Alokasi dana subsidi diberikan 
hanya kepada sekolah yang benar-benar menyelenggarakan 
pendidikan inklusif. Setelah dana ditranfer ke sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif kemudian dana 
dibelanjakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan sekolah, 
kemudian diakhir tahun anggaran sekolah membuat Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ), SPJ kemudian disampaikan 
kepada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. 
Penggunaan dana subsidi itu sepenuhnya dikelola oleh 
sekolah sendiri, Dinas Pendidikan Dasar hanya 
membuatkan semacam pedoman penggunaannya, jadi 
sekolah tidak harus sama persis dengan pedoman itu. 
Pelaksanaannya juga diserahkan kepada sekolah masing-
masing, dinas tidak memonitoring secara khusus. 
Monitoring dilakukan bila sekolah ada kendala dalam 
penyelenggaraan pendidikan inklusif (Sr/19/07/2016)”. 
Kesimpulan dari pendapat narasumber di atas adalah 
Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan 
kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 
untuk memenuhi guru pembimbing khusus dan melakukan 
pelatihan pada guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif juga ada 
pedoman atau juknis yang mengatur sehingga pelaksanaan dapat 
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah inklusif. 
4) Komunikasi  
Implementasi suatu kebijakan harus dikomunikasikan 
kepada semua orang yang terlibat didalamnya. Tujuan komunikasi 
ini untuk mempermudah antar pelaksana melakukan koordinasi 
dan mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi 
yang terjadi di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
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dilakukan melalui koordinasi dengan kepala UPT, kepala sekolah 
yang melaksanakan pendidikan inklusif. 
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Sby 
dalam wawancara, Ibu Sby mengatakan bahwa: 
“...Dinas Pendidikan Dasar sering berkoordinasi dengan 
kepala UPT, kepala sekolah yang melaksanakan pendidikan 
inklusif. Dinas memonitoring melalui pembimbingan yang 
dilakukan pegawas yang ada diwilayah masing-masing 
untuk membimbing guru yang ada di sekolah. Dinas juga 
memonitoring kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
sekolah untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi, 
misalnya dari Kepala Dinas Bidang SD memonitoring SD 
yang melaksanakan pendidikan inklusif itu kita monitoring 
bagaimana, apakah nanti ada kebutuhan yang diinginkan 
dan apa yang diperlukan dan sebagainya itu” 
(Sby/19/07/2016). 
Koordinasi yang dilakukan Bidang SD, Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul juga dilakukan melalui penyampaian 
aspirasi tim staf kepada pimpinan berkaitan dengan anggaran dana 
subsidi yang diberikan kepada sekolah. hal ini seperti yang 
diungkapkan Sr dalam wawancara yaitu: 
“Tim staf dari dinas menyampaikan aspirasi kepada 
pimpinan untuk memberikan dana subsidi yang sesuai 
dengan kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah anak 
berkebutuhan khusus bukan berdasarkan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif sebesar Rp. 7000.000,00 
per tahun (Sr/19/07/2016)”. 
Berdasarkan pendapat narasumber di atas, dapat diketahui 
bahwa komunikasi Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul dilakukan dengan berkoordinasi melalui pengawas di 
wilayah masing-masing dalam upaya memenuhi kebutuhan sekolah 
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dan tim staf menyampaikan aspirasi terkait pemberian dana subsidi 
bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten 
Bantul. 
b. SD 1 Trirenggo 
1) Standar dan Tujuan Kebijakan 
Standar dan tujuan kebijakan diperlukan untuk 
mengarahkan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan 
kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program 
kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif pada dasarnya memberikan 
pelayanan pendidikan untuk semua anak sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhannya. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah belum 
sepenuhnya terlaksana dengan baik oleh para pelaksana kebijakan 
pendidikan inklusif.  
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu IN 
selaku kepala sekolah, beliau yang  menyatakan bahwa kebijakan 
pendidikan inklusif yaitu:  
“Suatu bentuk perhatian pemerintah kepada semua anak 
bangsa yang memiliki keadaan apapun bisa dilayani, tetapi 
kebijakan dari atas itu belum diimbangi dengan anak-anak 
kebijakan yang belum bisa mendukung program inklusif 
(penerapannya di lapangan). Contohnya himbauan untuk 
membentuk pokja inklusif dibawah Dinas Pendidikan Dasar 
di Bantul belum ada jadi permasalahan yang ada belum bisa 
tertangani dengan baik”(IN/21/07/2016). 
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Hasil observasi di SD 1 Trirenggo menemukan sekolah 
belum memiliki SK Tim Pokja Pendidikan Inklusif padahal Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul telah membentuk tim pokja 
untuk menangani permasalahan mengenai pendidikan inklusif dan 
SD 1 Trirenggo menjadi salah satu anggota di dalam tim pokja 
tersebut. 
Kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya membahas 
mengenai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga melibatkan anak 
normal untuk belajar bersama dengan anak berkebutuhan khusus. 
Tujuan adanya pendidikan inklusif ini adalah untuk 
memperlakukan anak normal dan anak berkebutuhan khusus sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuannya. 
Hal senada juga disampaikan oleh bapak AM selaku guru 
kelas 3A yang menyatakan bahwa:  
“Kebijakan pendidikan inklusif itu pendidikan yang 
memasukkan anak berkebutuhan khusus dengan anak 
reguler dalam satu kelas atau sekolah, tujuannya 
memanusiakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus 
sehingga guru selalu berusaha mengayomi semua anak 
yang ada di dalamnya” (AM/02/08/2016). 
SD 1 Trirenggo merupakan salah satu sekolah percontohan 
yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif memiliki kewajiban untuk 
menerima semua anak, baik anak normal maupun anak 
berkebutuhan khusus  yang ingin bersekolah. Sekolah inklusif 
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tidak dapat membatasi jenis ketunaan anak berkebutuhan khusus 
yang ingin bersekolah, sehingga semua anak memiliki kebebasan 
dalam menentukan sekolah yang diinginkan.  
Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh MW 
selaku guru pembimbing khusus di SD 1 Trirenggo yang 
menyatakan bahwa: 
“Adanya kebijakan pendidikan inklusif di sekolah reguler 
berarti anak ABK dan non ABK mempunyai hak yang 
sama dalam menentukan sekolah, bisa bergaul dengan 
siapapun yang bukan ABK serta memperoleh hak dan 
kesempatan untuk berelasi tanpa dibeda-
bedakan”(MW/06/08/16). 
Hal senada juga disampaikan oleh Mbak Nv selaku guru 
pembimbing khusus mandiri yang berasal dari orangtua yang 
mengemukakan bahwa:  
“Kebijakan pendidikan inklusif di sekolah sudah 
mendukung karena kepala sekolah dan guru sering 
mengadakan pertemuan dengan orangtua/ wali yang 
inklusif dan menghadirkan narasumber yang sesuai dengan 
tema dan bidangnya. Peraturan di sekolah ini disamakan 
dalam pembelajaran dan disesuaikan dengan kemampuan 
siswa”(Nv/13/08/2016). 
Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan 
sekolah khusus yang memperhatikan kebutuhan setiap siswanya 
sehingga siswa dapat ditangani dengan maksimal sesuai dengan 
kebutuhannya. Sekolah inklusif juga wajib memiliki guru 
pembimbing khusus yang mengerti cara menangani siswa sesuai 
dengan ketunaannya.  
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Pendapat ini didukung dengan pernyataan dari ibu Smy 
sebagai salah satu perwakilan orang tua siswa berkebutuhan khusus 
di SD 1 Trirenggo. Beliau menyampaikan bahwa:  
“Inklusif itu lebih bersifat khusus, sekolah yang 
melaksanakan pendidikan inklusif berarti sekolah khusus 
yang ada pendampingan khusus dari PLB dan ada 
evaluasinya untuk anak sehingga anak lebih diperhatikan 
daripada di sekolah lainnya”(Smy/21/07/2016). 
Berdasarkan beberapa pendapat narasumber dan hasil 
observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa standar dan 
tujuan kebijakan SD 1 Trirenggo dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif adalah kebijakan atau aturan dari pemerintah 
untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, 
baik berkebutuhan khusus maupun anak normal untuk belajar 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, berinteraksi dan berelas 
secara bersama-sama dalam satu kelas dengan ada pendampingan 
dari guru pembimbing khusus. 
2) Sumber Daya 
Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 
108) sumber daya dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya 
manusia, biaya, dan waktu. Dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dipengaruhi oleh sumber 
daya manusia, sarana prasarana. Penerapan kebijakan ini juga 
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melibatkan semua guru dan karyawan sekolah untuk mendukung 
penyelenggaraan pendidikan inklusif. 
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala 
sekolah yaitu Ibu IN yang mengemukakan bahwa: 
“Segi sarana dan prasarana membangun handrell, kamar 
mandi untuk yang berkursi roda, dan plengsengan serta 
ruang sumber inklusi. Segi SDM mengadakan pelatihan 
untuk guru-guru, untuk siswa dilatih keterampilan berkebun 
untuk motoriknya dan ada pendampingan belajar, untuk 
orangtua ada pertemuan rutin orangtua ABK dengan 
menghadirkan narasumber. Semua guru di sekolah kita 
libatkan karena semua kelas ada anak berkebutuhan khusus, 
bahkan tenaga kependidikan dan semuanya kita libatkan” 
(IN/21/07/2016). 
Hasil observasi di sekolah menemukan sarana prasana yang 
dimiliki terdiri dari handrell, kamar mandi, plengsengan, ruang 
sumber inklusif, serta pembimbingan siswa berkebutuhan khusus 
saat pembelajaran yang sesuai dengan kesulitan yang dihadapi 
siswa. Pembimbingan juga dilakukan melalui taman yang dibuat 
oleh siswa sendiri. 
 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh AM selaku 




“Iya ada, guru ada diklat-diklat dari PLB UNY mengenai 
cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang ada 
di sekolah, setelah guru mendata anak-anak yang diduga 
memiliki kekurangan kemudian dilakukan assessment. 
Selain itu, Siswa memperoleh buku dan bahan ajar dalam 
satu kelas sama...” (AM/02/08/2016). 
Pendapat Ibu MW senada dengan pendapat yang 
disampaikan oleh Ibu IN beliau mengatakan bahwa yang 
mengatakan bahwa: 
“Sarana prasarana juga membantu dalam pelaksanaan, 
sarana prasarana yang ada yaitu plengsengan, handrell/ 
paralel bar, kamar mandi, ruang sumber inklusif, ruang 
konseling... semua ikut terlibat seperti keluarga, guru kelas, 
kepala sekolah, teman-teman dan lingkungan sekolah 
lainnya. Selain itu, ada peran dinas pendidikan karena ada 
dana BOS dari dinas yang digunakan untuk pembelajaran 
atau kebutuhan yang lain” (MW/06/08/2016). 
Kelengkapan sarana prasarana untuk menunjang 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif juga turut 
mempengaruhi proses dan hasil yang diperoleh setelah 
melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. Selain itu, peran serta 
dari pemerintah dan warga sekolah dalam mendukung pelaksanaan 
kebijakan pendidikan inklusif juga menjadi faktor penentu dalam 
implementasi suatu kebijakan.  
Nv selaku guru pemnbimbing khusus mandiri dari orang 
tua siswa berkebutuhan khusus mengemukakan bahwa:  
“Sekolah ini belum punya fasilitas yang lengkap hanya ada 
fasilitas yang ada di ruang inklusif itu dan digunakan kalau 
ada guru pembimbing khusus yang datang ke sekolah. Ada, 
perannya seperti bantuan memberikan guru pembimbing 
khusus untuk sekolah yang melaksanakan pendidikan 
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inklusif dan bantuan dana. Untuk anak istimewa tidak 
hanya guru pembimbing khusus tetapi juga didukung oleh 
kepala sekolah, guru-guru dan terutama didukung orang 
tuanya juga” (Nv/13/08/2016). 
Penerapan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah tidak 
akan berarti apa-apa apabila tidak ada peran aktif dari orang tua 
siswa berkebutuhan khusus. Partisipasi aktif orang tua sangat 
berpengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan anak, peran 
ini tidak hanya saat berada di sekolah tetapi juga pendampingan 
yang dilakukan di rumah terutama saat belajar.  
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Smy sebagai 
salah satu orang tua siswa berkebutuhan khusus yaitu: 
“Cara belajarnya tidak harus fokus dengan buku-buku tapi 
saya gunakan media lain seperti matematika menggunakan 
lidi saat dia bermain atau apa dan nanti kalau diulang 
menggunakan kertas dia bisa” ”(Smy/21/07/2016). 
Kesimpulan dari beberapa pendapat dan hasil observasi di 
atas menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo berasal dari 
sumber daya manusia, sarana prasarana, dana subsidi dari 
pemerintah, pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan sekolah 
dan orang tua serta keterlibatan semua warga sekolah SD 1 




3) Karakter Agen Pelaksana 
Van Metter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
mengungkapkan bahwa karakter agen pelaksana dapat berupa 
struktur birokrasi, norma-norma, pola-pola hubungan yang terjadi 
dalam birokrasi. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 
1 Trirenggo dalam memperoleh guru pembimbing khusus 
mengutamakan guru yang sesuai dengan bidang PLB, berkompeten 
dan memiliki pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan 
khusus. 
 Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan kepala 
sekolah, beliau mengatakan bahwa: 
“Berkomitmen untuk melayani anak, ada kecocokan antara 
anak dengan GPK, ada MOU/ perjanjian yang tertulis atau 
tidak berkait dengan tugas-tugasnya sesuai dengan 
kebutuhan anak untuk GPK mandiri. GPK sekolah/ dinas 
yang ideal lulusan PLB, apabila tidak ada maka orang yang 
telah melayani anak-anak yang dissabilitas minimal 2 tahun 
sehingga sudah memiliki pengalaman dalam menangani 
anak berkebutuhan khusus” (IN/21/07/2016). 
Hasil observasi di SD 1 Trirenggo menunjukkan bahwa 
sekolah sudah membentuk tim pengurus harian pelaksanaan 
kebijakan pendidikan inklusif yang melibatkan kepala sekolah, 
semua guru, karyawan dan dewan sekolah serta tenaga ahli dan 
konsultan sekolah. 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo dilaksanakan dengan pembuatan mulai dari RPP sampai 
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penilaian. Proses pembelajaran dan pengajaran di kelas juga 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. 
Bapak AM selaku guru kelas menjelaskan bahwa 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan melalui: 
“...mulai dari RPP dan silabus dibuat sendiri oleh guru dan 
penilaiannya juga disesuaikan dengan anak berkebutuhan 
khusus. Proses pembelajaran melibatkan semua siswa 
termasuk siswa berkebutuhan khusus saat kelompokan atau 
individu, siswa lain terkadang juga menjelaskan kepada 
anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa atau belum 
paham. Sistem pengajaran untuk siswa berkebutuhan 
khusus disesuaikan dengan kebutuhannya seperti 
pengaturan tempat duduk siswa, anak berkebutuhan khusus 
dilibatkan dalam kelompok saat ada kegiatan diskusi, teman 
yang sudah paham membantu guru menjelaskan pada siswa 
yang belum paham” (AM/02/08/2016). 
Hasil observasi di sekolah menunjukkan bahwa pengaturan 
tempat duduk dilaksanakan di beberapa kelas seperti kelas 3A dan 
kelas 4B. Pengaturan tempat duduk di kelas 3A dilakukan dengan 
menempatkan siswa berkebutuhan khusus dibagian tengah urutan 
pertama untuk siswa tuna rungu dan wicara. Pengaturan untuk 
kelas 4B menggunakan pengaturan tempat duduk berbentuk U 
dengan posisi guru di tengah. 
Senada dengan pendapat Bapak AM, Ibu MW selaku guru 
pembimbing khusus sekolah mengatakan bahwa:  
“Tugas utamanya guru pembimbing khusus adalah 
melakukan pendampingan untuk anak ABK maupun non 
ABK tentang semua hal yang perlu didampingi dan 
diberikan pemahaman dari segi akademis maupun 
perilaku... maka siswa diberi kesempatan untuk belajar 
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bersama dengan yang lainnya di kelas, selalu ada kegiatan 
bersama di kelas, apabila anak butuh pembelajaran khusus 
ada pendampingan serta melihat potensi dan kemampuan 
siswa berdasarkan kemampuan IQ. Setiap GPK bebas 
berinovasi, bebas menggunakan metode pembelajaran yang 
mungkin bervariasi terutama melibatkan anak atau dari 
anak ke anak yang mengerti terus mengajarkan ke anak 
lain” (MW/06/08/2016).  
Pernyataan Ibu MW diperkuat dengan adanya pernyataan 
dari Mbak Nv selaku guru pembimbing khusus mandiri di kelas 
4B, ia mengatakan bahwa: 
“Tugas guru pembimbing khusus itu membantu 
menerjemahkan dan menjelaskan pada siswa mengenai 
materi yang disampaikan guru agar siswa bisa mengerti dan 
mandiri untuk mengerjakan tugas. Apabila ada soal anak 
disuruh membaca dulu kemudian mengerjakan pertanyaan 
yang sifatnya mendasar atau yang anak bisa, bila anak tidak 
bisa baru dijelaskan maksud dari soal dan memberi ancer-
ancer jawabannya. Banyak cara yang dilakukan guru dalam 
pelajaran, GPK membawa setiap siswa ABK di ruang 
inklusif untuk diajari keterampilan, Guru kelas juga 
memberi pendampingan melalui tanya jawab siswa satu 
persatu atau hanya menyuruh siswanya untuk mengerjakan 
soal dan keterampilan untuk anak-anak walaupun belum 
masimal” (Nv/13/08/2016). 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah tentu 
tidak lepas dari peran orang tua dalam mendidik anak di rumah. 
Orang tua menjadi kunci pertama dalam memberi dorongan saat 
anak merasa dirinya tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran di 
sekolah.  
Hal ini sesuai dengan ungkapan yang dikatakan oleh Ibu 
Smy selaku orang tua siswa berkebutuhan khusus, beliau 
mengungkapkan bahwa:  
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“Dia dulu pernah merasa tidak bisa di mata pelajaran 
bahasa jawa karena dia kan berasal dari Jambi dan 
terapisnya difokuskan ke bahasa indonesia jadi saya atau 
teman-temannya ngomong apa pasti mas Pandu tidak 
paham. Saya terus berusaha memotivasi dan menerangkan 
tentang bahasa Jawa sehingga dia sekarang bisa, teman-
temannya pun terbiasa menggunakan bahasa jawa jadi 
sekarang sudah mau belajar bahasa jawa dan mengerti 
maksudnya” (Smy/21/07/2016). 
Hasil observasi peneliti di sekolah menemukan Ibu Smy 
menjadi salah satu orang tua yang menunggui anak selama di 
sekolah. Kegiatan Ibu Smy tidak hanya menunggui tetapi ikut 
membimbing anak secara langsung dalam kelas. Pembimbingan 
anak dilakukan apabila anak tidak dapat atau tidak mengerti 
pembelajaran yang disampaikan guru. 
Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil observasi di atas 
menunjukkan bahwa karakter agen pelaksana dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif sekolah memiliki kriteria khusus 
untuk menentukan guru pembimbing khusus, dan guru di sekolah 
sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif sesuai dengan 
tugasnya mulai dari pembuatan RPP sampai mengevaluasi 
pembelajaran yang disesuaiken dengan kebutuhan dan kemampuan 
siswa. Orang tua siswa juga berperan aktif untuk mendukung 





Komunikasi mempunyai peran penting dalam implementasi 
suatu kebijakan. Suatu kebijakan harus dikomunikasikan antara 
pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Komunikasi harus 
disampaikan dengan jelas dan akurat agar mudah dimengerti dan 
berjalan sesuai yang direncanakan. Komunikasi dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo 
dilakukan dengan mengadakan supervisi, rapat kenaikan kelas di 
akhir tahun ajaran, adanya kerjasama dengan pihak lain untuk 
berkonsultasi atau berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus.  
Ibu IN sebagai kepala sekolah SD 1 Trirenggo menjelaskan 
komunikasi yang dilakukan sekolah untuk melaksanakan kebijakan 
pendidikan inklusif yaitu: 
“.....adanya supervisi dan diakhir tahun ada rapat kenaikan 
kelas, ada kerjasama antara guru pembimbing khusus 
dengan dokter konsultan untuk berkomunikasi dengan 
anak. Sekolah mengadakan sosialisasi diawal-awal tentang 
program inklusif di masyarakat maupun di pemerintah 
setempat, kerjasama sekolah dengan Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul melalui dana subsidi atau bantuan 
tiap tahunnya. Pemantauannya melalui pengawas umum 
kemudian sekolah membuat SPJ. Saya juga berkomunikasi 
dan menjalin kerjasama dengan PLB UNY untuk penguatan 
dan peningkatan SDM melalui pelatihan guru tetapi 
penerapannya di kelas kurang sehingga peningkatannya 
tidak terlalu nampak. Komunikasi juga terjali melalui 
forum pertemuan orang tua dengan pihak sekolah dan 
konsultan sekolah” (IN/21/07/2016). 
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Komunikasi juga terjalin antara pihak sekolah dengan 
orang tua siswa pada saat pendaftaran calon peserta didik baru di 
awal tahun ajaran baru. Komunikasi ini bertujuan untuk 
mengetahui apabila calon peserta didik memiliki ketunaan atau 
hambatan dalam dirinya. Komunikasi juga terjalin baik antara 
siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal. Hal ini sesuai 
dengan pendapat dari AM selaku guru kelas yang menjelaskan 
bahwa: 
“.... Selain itu, ada pendataan saat pendaftaran kelas 1 
melalui wawancara dengan orang tua mengenai anak. 
Perlakuan siswa dilingkungan sekolah sosialnya baik, tidak 
ada anak yang dikucilkan, siswa berkebutuhan khusus 
dengan siswa normal saling membantu dan bergaul seperti 
biasa. Perlakuan antara siswa normal dengan siswa 
berkebutuhan khusus dalam pembelajaran bisa saling 
bekerjasama dan membantu” (AM/02/08/2016).  
Komunikasi yang terjalin antara pihak sekolah dengan 
orang tua diperkuat dengan adanya forum pertemuan rutin yang 
diselenggarakan sekolah bersama orang tua. Pernyataan ini 
diperkuat dengan adanya pendapat dari Ibu Smy selaku orang tua 
siswa berkebutuhan khusus, beliau mengungkapkan bahwa: 
“Setiap bulan di sekolah ada program paguyuban orang tua 
siswa berkebutuhan khusus yang mana sekolah 
bekerjasama dengan mendatangkan dokter psikolog anak, 
terapis sehingga orangtua bisa sharing dan berbagi 
pengalaman. Jadi sekolah mendukung dan membantu orang 
tua untuk mencarikan narasumber yang sesuai dengan tema 
yang ingin dibahas orang tua”(Smy/21/07/2016). 
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Hasil observasi pada studi dokumentasi yang dimiliki 
sekolah, peneliti menemukan adanya struktur organisasi yang 
mengurus implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah. 
Ada pula notulensi pertemuan rutin yang dilakukan orang tua 
bersama sekolah dengan menghadirkan narasumber dibidangnya 
sesuai tema yang disepakati. Dalam pertemuan tersebut, sekolah, 
orang tua dan narasumber membahas mengenai permasalahan yang 
berkaitan dengan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus 
sehingga pertemuan ini memperoleh cara atau solusi dari 
permasalahan yang sedang dibahas. Contohnya: ada salah satu 
anak kelas 3B yang memiliki permasalahan sering tertawa 
berlebihan, perkembangan/ kemampuan anak seperti anak usia 2 
tahun dan mulai berbicara pada umur 4 tahun. Solusi yang 
diberikan dokter sebagai konsultan sekolah yaitu anak diberikan 
pendekatan dan pengertian tentang yang dilihat bukan tontonan 
yang lucu. 
Kesimpulan beberapa pendapat dan hasil observasi di atas 
menunjukkan bahwa SD 1 Trirenggo sudah berkomunikasi kepada 
semua warga sekolah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan 
inklusif. Komunikasi ini ditujukkan oleh sekolah dengan adanya 
pengurus pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yang 
mencakup semua guru dan karyawan, orang tua siswa juga 
memiliki perwakilan untuk mengatur kegiatan pertemuan orang tua 
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dengan sekolah. Komunikasi juga ditunjukkan melalui kerjasama 
sekolah dengan pihak lain seperti dinas pendidikan, PLB UNY, 
konsultan sekolah dan lainnya. 
c. SD Kepuhan 
1) Standar dan Tujuan Kebijakan  
Standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi 
kebijakan berguna untuk menetapkan arah agar kebijakan dapat 
direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Adanya 
kebijakan pendidikan inklusif membantu sekolah dalam menangani 
siswa berkebutuhan khusus agar sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuannya. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
diwujudkan dengan adanya program pelatihan guru untuk sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif yang sering diadakan oleh 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY dengan 
pemerintah pusat membuat guru dan sekolah memiliki kesempatan 
untuk bisa sharing mengenai cara penanganan anak inklusif.  Hal 
ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Ibu SS selaku 
kepala sekolah di SD Kepuhan mengenai kebijakan pendidikan 
inklusif yaitu: 
“Adanya program pendidikan inklusif sekolah merasa 
terbantu melalui pelatihan yang sering diadakan untuk 
menangani anak. Melalui kebijakan itu, sekolah bisa 
sharing dengan Dinas Pendidikan Provinsi (Dikpora) yang 
mengadakan diklat kerjasama dengan pemerintah pusat. 
Jadi adanya diklat, sekolah dapat bertanya mengenai 
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penanganan anak inklusif sehingga apabila program itu 
dilaksanakan dengan baik mungkin akan membantu sekali” 
(SS/25/08/2016). 
Setiap sekolah umum yang ditetapkan oleh pemerintah 
sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki 
kewajiban untuk menerima anak berkebutuhan khusus yang ingin 
sekolah di sekolah yang bersangkutan. Selain itu, sekolah juga 
harus mengikuti aturan yang berlaku dari Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
DIY dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah.  
Ibu Kun sebagai guru kelas SD Kepuhan mengungkapkan 
bahwa kebijakan pendidikan inklusif adalah: 
“Kebijakan Pendidikan inklusif menurut saya, pendidikan 
yang di sekolah itu mendapatkan predikat sekolah inklusi 
yaitu sekolah harus menerima anak-anak yang 
berkebutuhan khusus. Kebijakan di sekolah harus 
mengikuti aturan atau instruksi dari atasan langsung” 
(Kun/26/07/2016). 
Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif terutama 
terkait dengan pembelajaran, guru memiliki peran terpenting untuk 
mengarahkan dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 
mudah untuk dimengerti siswa. Membimbing dan mengarahkan 
siswa terutama siswa berkebutuhan khusus memerlukan komitmen 
dan kerja keras yang gigih. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu 
YA selaku guru pembimbing khusus SD Kepuhan yang 
mengemukakan bahwa:  
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“Kebijakan kalau dari atas sudah bagus tapi penerapannya 
untuk di sekolah tentang guru-guru sudah tahu kalau itu 
anak inklusif tetapi penerapan di kelas masih beda, artinya 
guru itu tahu anak tidak bisa baca tapi fokusnya dan 
pembelajarannya masih sama. kalau untuk low vision masih 
bisa mengikuti pelajaran tapi kalau yang slow learner 
apalagi yang tidak bisa baca susah sekali mengikuti 
pelajaran” (YA/29/07/2016). 
Pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan pendidikan 
inklusif merupakan kebijakan yang membantu orang tua untuk 
menyekolahkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini 
karena orangtua sering mendapat penolakan dari sekolah umum 
atau sekolah penyelenggara pendidikan inklusif lainnya, sedangkan 
orangtua merasa bahwa anak bisa dan mampu mengikuti 
pembelajaran di sekolah umum serta tidak tega bila memasukkan 
anak ke sekolah luar biasa karena akan mendapat cemooh dari 
masyarakat sekitar.  
Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan yang disampaikan 
oleh Ibu Stn sebagai orang tua dari salah satu anak berkebutuhan 
khusus di SD Kepuhan yang menyatakan bahwa: 
“Adanya sekolah inklusif ini sangat membantu karena di 
sekolah sini saja Echa sering diejek masyarakat sekitar 
rumah “Echa itu bodoh” sedangkan kalau di SLB saya tidak 
tega untuk memasukkan Echa disana” (Stn/29/08/2016). 
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di 
atas maka dapat ditegaskan bahwa pendapat standar dan tujuan 
kebijakan SD Kepuhan mengenai kebijakan pendidikan inklusif 
adalah kebijakan yang diberikan kepada sekolah penyelenggara 
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pendidikan inklusif berupa program dari pemerintah dan dinas 
pendidikan mengenai penanganan siswa berkebutuhan khusus, 
sehingga sekolah inklusif wajib menerima anak berkebutuhan 
khusus dengan berbagai jenis ketunaan dan dapat menangani siswa 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 
2) Sumber Daya  
Sumber daya mempunyai peran penting dalam 
implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan sarana untuk 
melaksanakan kebijakan. Sumber daya dapat berupa sumber daya 
manusia, dana, sarana prasarana. Sumber daya yang dimiliki SD 
Kepuhan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu 
sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif, sekolah sudah 
membentuk pengurus yang mengatur pelaksanaan pendidikan 
inklusif  
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu SS selaku kepala 
sekolah, beliau mengungkapkan bahwa: 
“Pengadaan sarpras untuk anak berkebutuhan khusus dari 
dana yang diberikan kabupaten, apabila dirasa kurang 
sekolah memenuhinya dengan anggaran dari BOSNAS atau 
berunding dengan dewan sekolah jika sekolah tidak bisa 
menanganinya, contohnya pembangunan sekolah, dan 
masalah terkait pendanaan. Fasilitasnya seperti braile tapi 
tidak dipakai, kacamata untuk siswa yang low vision, buku 
bacaan untuk anak slow learner. Kalau di sekolah sudah 
dibentuk pengurusnya seperti ketua, sekretaris dan lainnya, 
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sedangkan pelaksanaan terkait pembelajaran guru kelas 
dibantu dengan guru pembimbing khusus” 
(SS/25/08/2016). 
Hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan ada 
buku braile di perpustakaan namun tidak digunakan karena siswa 
tuna netra yang menggunakan buku tersebut sudah lulus. Selain itu, 
peneliti juga mendokumentasikan berupa foto buku latihan 
membaca siswa slow learner yang tidak bisa membaca.  
 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kun selaku 
guru kelas yang mengatakan bahwa: 
“Kalau kelas saya ada seperti anak yang tidak bisa 
membaca ada buku khusus untuk latihan membaca tapi 
kalau untuk anak reguler tidak, hanya mempunyai buku 
pedoman tapi tidak satu-satu mungkin satu meja satu. 
Kalau untuk siswa low vision sekolah membuat sendiri 
dengan fontnya diperbesar atau kalau tidak GPK 
mendampingi dengan dibacakan kemudian siswa tinggal 
menjawab” (Kun/26/07/2016). 
Pendapat lain diungkapkan oleh Ibu YA selaku guru 
pembimbing khusus yang ada di sekolah, beliau mengungkapkan 
bahwa semua guru dan orang tua berperan dalam implementasi 
Salah satu buku 
latihan membaca 
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kebijakan pendidikan inklusif serta fasilitas yang tersedia di 
sekolah yaitu: 
“...semua guru dan orang tua juga berperan. Biasanya kalau 
ada keluhan saya menghubungi orangtua untuk dibimbing 
belajarnya tapi peningkatannya juga sedikit, orangtua justru 
harapannya kepada saya besar untuk menangani anaknya 
sedangkan saya ada di sekolah ini hanya 2 hari jadi tidak 
bisa maksimal. Ruang bina diri belum ada, bina geraknya 
diusahakan, mobilitas untuk anak tuna daksa juga belum 
ada, paling banyak untuk buku latihan membaca padahal 
saya sudah minta untuk dibuatkan tangga tapi seperti 
turunan rata itu soalnya dulu ada anak tuna daksa tapi 
sampai sekarang belum ada” (YA/ 29/07/2016).  
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah 
harus didukung dengan peran orang tua dalam membimbing dan 
mendampingi belajar anak selama belajar di rumah. Dalam 
membimbing anak berkebutuhan khusus harus membutuhkan 
kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua agar anak 
memahami pembelajaran yang disampaikan. 
Ibu Stn selaku orang tua siswa berkebutuhan khusus 
menjelaskan bahwa cara belajar anak saat berada di rumah yaitu: 
“Echa belajarnya mesti tlaten mengeja satu dua huruf dan 
saya juga tidak bisa ngajari Echa. Echa itu susah ya, kalau 
diajari di rumah saja seperti AYAH itu A-Y-A-H harus 
satu-satu dan cara menulisnya bingung. Kalau ada PR di 
rumah saya suruh mencontek saja seperti IBU itu I-B-U dan 
BUKU B-U-K-U jadi harus pelan-pelan” (Stn/29/08/2016). 
Kesimpulan dari beberapa pendapat dan hasil observasi di 
atas menunjukkan sumber daya dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan terdiri dari sumber daya 
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manusia seperti keterlibatan semua pendidik dan orang tua dalam 
pembimbingan siswa, sumber daya dana seperti bantuan dana 
subsidi dari pemerintah Kabupaten Bantul dan  sarana prasarana 
yang mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah. 
3) Karakter Agen Pelaksana 
Karakter agen pelaksana merupakan sikap dan cara yang 
dilakukan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
SD Kepuhan dilakukan melalui sosialisasi, assessment, cara 
penanganan siswa, kerjasama dengan pihak lain dan mengadakan 
pertemuan dengan orang tua serta memfasilitasi kebutuhan siswa. 
SD Kepuhan dalam mendapatkan guru pembimbing khusus juga 
memiliki ketentuan yang dipertimbangkan agar pelaksanaan 
kebijakan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu SS selaku kepala 
sekolah, beliau mengatakan bahwa: 
“Karena siswa yang ada di sekolah ini kebanyakan lamban 
belajar dan low vision maka programnya hanya sosialisasi, 
assessment, penanganan, bekerjasama dengan sekolah lain, 
komunikasi dengan orangtua dan memfasilitasi siswa untuk 
bisa membaca. Syarat menjadi guru pembimbing khusus di 
sekolah mengutamakan lulusan PLB, guru pembimbing 
khusus juga harus sabar dan memiliki pengalaman dalam 
menangani anak berkebutuhan khusus sehingga anak 
tertangani sesuai dengan kondisinya” (SS/25/08/2016).  
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Hasil observasi di SD Kepuhan, peneliti menemukan 
adanya notulensi hasil pertemuan orang tua dengan pihak sekolah 
untuk mensosialisasikan program sekolah pada awal semester 
tahun ajaran baru. Hasil pertemuan pihak sekolah juga 
menghimbau orang tua untuk memberikan dorongan kepada anak 
untuk tetap belajar di rumah demi memaksimalkan penanganan 
pada anak. 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam 
pembelajaran, penyampaian materi dan bimbingan guru kepada 
siswa harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-
masing siswa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam 
memahami materi pembelajaran yang disampaikan.  
Ibu Kun sebagai guru kelas menjelaskan bahwa 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam pembelajaran 
dilakukan dengan cara:  
“Kalau untuk mengidentifikasi sekolah mencari dan 
bekerjasama dengan lembaga untuk di assessment melalui 
GPK karena GPK yang lebih tahu. Kalau untuk guru-guru 
disekolah ada cara-cara untuk menangani anak ABK seperti 
slow learner harus bagaimana dan KKM pun harus 
dibedakan antara anak  berkebutuhan khusus dengan anak 
normal disesuaikan di kelas masing-masing serta 
diadministrasi ditulisi ini inklusif. ...Sekolah selalu 
membebaskan metode mana yang sesuai dan tidak 
digunakan pasti sekolah membebaskan, metode untuk siswa 
inklusif itu harus seperti apa dan metode untuk siswa 
reguler itu bagaimana harus disesuaikan dan tidak ada 
batasan.... Sistem pengajannya saya kewalahan kalau tidak 
dibantu GPK, cara saya biasanya yang reguler saya beri 
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tugas kemudian yang inklusif saya dekati dan jelaskan 
untuk menulis kembali jawaban dan nanti dibaca. Kalau 
dulu saya menangani 5 siswa, cara ngajarnya siswa 
disesuaikan dengan tempat duduk misalnya kalau low 
vision dikasih ditengah, slow learner didepan, dan lainnya” 
(Kun/ 26/07/2016). 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu YA sebagai 
guru pembimbing khusus di sekolah, beliau mengungkapkan 
bahwa: 
“Kalau saya ditugasi sebagai pendamping anak, anak 
kesulitannya dibagian apa saya mendamping dan tidak 
mengajar seperti anak tidak bisa baca saya kumpulkan di 
ruangan dan saya latih karena anak kadang tidak bisa fokus, 
kadang saya juga membantu di kelas. Kalau untuk anak C 
hanya mengulang, mengulang dan mengulang; kalau A 
tetap bisa mengikuti, kalau D ringan biasanya hanya 
geraknya saja. Kebebasan guru menggunakan metode dan 
berinovasi paling mengumpulkan siswa di ruangan 
tersendiri atau saya yang ke kelasnya berurutan dari kelas 1 
sampai kelas 6 selama dua hari dengan cara 2 kelas 
dijadikan satu sesuai klasifikasinya” (YA/29/07/2016). 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif memerlukan 
komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab mendidik dan 
membimbing siswa berkebutuhan khusus. Tujuannya untuk 
melayani siswa sesuai kebutuhan agar dapat mengembangkan 
potensi yang ada didalam dirinya.  
Ibu Stn selaku orang tua siswa berkebutuhan khusus 
mengungkapkan pendapat yang berbeda bahwa: 
“Sebenarnya tidak pernah disemangati di sekolah malah 
justru disarankan untuk pindah ke SLB lebih bisa 
tertangani” (Stn/ 29/08/2016). 
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Berdasarkan pendapat beberapa narasumber dan observasi 
yang  dilakukan peneliti di atas maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa karakter agen pelaksana dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan menentukan guru pembimbing 
khusus berdasarkan lulusan yang sesuai bidang PLB, mempunyai 
kesabaran dan pengalaman. Implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif juga dilakukan melalui sosialisai yang dilaksanakan di 
awal semester, cara penanganan dengan penggunaan metode 
pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan siswa, kerjasama 
sekolah dengan pihak lain serta orang tua untuk membimbing anak 
di rumah. 
4) Komunikasi 
Kebijakan dan tujuan dari suatu kebijakan yang dibuat 
harus dikomunikasikan dengan baik kepada pelaksananya agar 
tujuan yang telah disepakati bersama dapat tercapai. Komunikasi 
yang dilakukan SD Kepuhan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama 
dengan pihak lain untuk menangani siswa berkebutuhan khusus 
dan ada peretemuan dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus. 
Komunikasi juga terjalin antar pendidik untuk saling bekerjasama 
dalam menangani permasalahan siswa berkebutuhan khusus di 
kelas.  
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Ibu SS sebagai kepala sekolah SD Kepuhan 
mengungkapkan bahwa:  
“Kalau untuk inklusif ditingkat UPT hanya sebatas bantuan 
pemikiran untuk menangani anak-anak karena kecamatan 
belum tentu mengetahui sekolah memiliki anak 
berkebutuhan khusus. Sekolah ada POT yaitu Paguyuban 
Orang Tua  yang digunakan untuk perwakilan orang tua 
siswa yang mengurus dan membantu kegiatan yang 
berkaitan dengan pembelajaran untuk kemajuan kelas, 
seperti rapat orangtua siswa dengan pihak sekolah tetapi 
sampai sekarang orangtua siswa juga kurang merespon 
kegiatan-kegiatan yang diadakan POT bersama dengan 
sekolah” (SS/25/08/2016). 
Ibu Kun selaku guru kelas SD Kepuhan menambahkan 
bahwa komunikasi yang dilakukan sekolah dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di sekolah yaitu: 
“....Kepala sekolah juga selalu memonitoring dan guru 
selalu konsultasi mengenai silabusnya karena untuk 
administrasi sekolah, penilaian guru, visitasi sekolah dan 
lainnya. Selain itu, perlakuan antara siswa berkebutuhan 
khusus dengan siswa normal biasa, tidak ada masalah, tidak 
ada perbedaan apa-apa. Tidak membeda-bedakan bahwa 
anak inklusif atau tidak karena siswa juga tidak tahu. Kalau 
untuk anak yang low vision justru pada perhatian dan 
mengajak bermain, membantu, tidak ada yang mengejek 
dan lainnya” (Kun/26/07/2016). 
Sebelum melaksanakan suatu kebijakan, kebijakan tersebut 
harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada para 
pelaksana. Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif juga 
memerlukan peran semua pihak termasuk dinas pendidikan untuk 
memantau jalannya pelaksanaan kebijakan dan sekolah dapat 
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berkonsultasi mengenai permasalahan implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif.  
Ibu YA selaku guru pembimbing khusus SD Kepuhan 
mengatakan bahwa: 
“Ada peran dari dinas pendidikan, sekolah sering ada 
monitoring dari dinas setiap semester untuk mengetahui 
tentang siswa inklusif di sekolah ini. Kalau saya meminta 
ke dinas untuk ada GPK tambahan tapi belum ada juga” 
(YA/ 29/07/2016). 
Pendapat lain diungkap oleh Ibu Stn selaku orang tua siswa 
berkebutuhan khusus yang mengatakan bahwa:  
“Tidak ada keterlibatan orang tua, memang anak diterima 
tetapi tidak diapa-apakan atau dibiarkan” (Stn/29/08/2016). 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif sudah dilakukan sekolah. Komunikasi 
diwujudkan dengan adanya kerjasama sekolah dengan pihak lain, 
sekolah melakukan komunikasi melalui pertemuan dengan orang 
tua dalam menangani permasalahan siswa berkebutuhan khusus. 
Komunikasi juga ditunjukkan melalui monitoring yang dilakukan 
dinas pendidikan dan kepala sekolah untuk mengetahui 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 
Pendidikan Inklusif 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat berhasil apabila 
memiliki komponen-komponen yang mendukung terselenggaranya 
pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga dapat 
terhambat atau menemui kendala apabila komponen-komponen yang 
mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak 
ada. Komponen keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif 
memberikan gambaran dalam menentukan setiap sistem pendidikan bagi 
anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, setiap komponen keberhasilan 
pendidikan inklusif harus saling berkaitan dan menentukan segala aspek 
yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan belajar anak berkebutuhan 
khusus.  
Komponen keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif 
menurut Mohammad Takdir (2013: 167) antara lain: a) fleksibilitas 
kurikulum (bahan ajar); b) tenaga pendidik (guru); c) input peserta didik; 
d) sarana prasarana; e) evaluasi pembelajaran; f) lingkungan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif. Implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif tentunya harus memiliki komponen-komponen seperti fleksibilitas 
kurikulum, tenaga pendidik, input peserta didik, sarana prasarana, evaluasi 
pembelajaran dan lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
Berikut hasil penelitian mengenai beberapa komponen yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif: 
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a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif 
1) Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul terdapat beberapa 
komponen yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan pendidikan inklusif yaitu:  
a) Sarana Prasarana  
Sarana prasarana merupakan peralatan atau fasilitas 
yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan suatu 
kegiatan. Sarana prasarana yang mendukung implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul yaitu peraturan yang mengatur 
jalannya pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di 
Kabupaten Bantul. Selain itu, pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif juga didukung oleh dinas pada bidang lain 
untuk memberikan fasilitas kepada anak penyandang 
disabilitas. 
Ibu Sby selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga 
Kependidikan di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa: 
“....memberikan kebijaksanaan yang berkaitan dengan 
inklusif yang telah diatur dalam Perbup... Penanganan 
inklusif itu tidak hanya pendidikan saja, tetapi juga 
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berkaitan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PU 
dan lainnya. Kalau Dinas Sosial itu menangani 
anaknya, Dinas PU menangani fasilitasnya, bagaimana 
memberikan fasilitas kepada anak disabilitas seperti 
tangga sebagai sarana” (Sby/ 19/07/2016). 
Adanya kebijakan pendidikan inklusif berarti 
memberikan peluang untuk anak usia SD dan SMP yang 
memiliki hambatan dalam beraktivitas maupun hambatan 
dalam mental untuk dapat memperoleh pendidikan yang 
diselenggarakan di sekolah umum. Impelemtasi kebijakan 
pendidikan inklusif juga digunakan untuk mendukung 
pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan 
oleh pemerintah. 
Pendapat Bapak Sr selaku staf pengembangan dan 
sarana prasarana memperkuat pernyataan di atas, beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“Faktor pendukungnya yaitu mendukung dan mengacu 
pada Wajar Dikdas 9 tahun, artinya anak usia SD dan 
SMP yang memiliki keterbatasan fisik dan pikiran harus 
bersekolah dan sekolah tidak boleh menolak anak yang 
berkebutuhan khusus sehingga faktor itu mendorong 
sekolah untuk membuka sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif” (Sr/19/07/2016). 
Berdasarkan pendapat narasumber di atas dapat 
diambil kesimpulan bahwa faktor pendukung implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul berkaitan dengan 
komponen sarana prasarana. Hal ini ditunjukkan dengan 
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adanya Peraturan Bupati, pemberian fasilitas bagi 
penyandang disabilitas, dan mendukung kebijakan 
pemerintah terkait wajib belajar 9 tahun.  
2) SD 1 Trirenggo 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yaitu: 
a) Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar) 
Kurikulum merupakan bahan mengajar yang dijadikan 
acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum yang 
terencana mempermudah pendidik dalam menyampaikan 
materi pembelajaran sehingga tujuan yang diinginkan dapat 
tercapai. Kurikulum pendidikan inklusif harus di modifikasi 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa.  
Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu IN dalam 
wawancara, beliau mengungkapkan bahwa: 
“....Kalau kurikulum dimodifikasi dengan memasukkan 
unsur keinklusian, pembuatan RPP dan silabus juga 
dimodifikasi...” (IN/21/07/2016). 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak AM 
selaku guru kelas di SD 1 Trirenggo, beliau mengatakan 
bahwa:  
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“Iya adaptasi kurikulum bergantung pada jumlah anak 
berkebutuhan khusus dalam satu kelas. Adaptasi berupa 
beban belajar yang standarnya diturunkan tetapi 
KKMnya sama untuk siswa dalam satu kelas... Mulai 
dari RPP dan silabus dibuat sendiri oleh guru” 
(AM/02/08/2016). 
Kurikulum yang digunakan sekolah dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas mempengaruhi gaya 
mengajar atau metode pembelajaran yang digunakan untuk 
menyampaikan materi kepada siswa. Guru mempunyai hak 
dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan 
untuk menyampaikan materi pelajaran.  
Pernyataan ini sesuai dengan pendapat yang telah 
dikemukakan oleh Ibu MW selaku guru pembimbing khusus di 
SD 1 Trirenggo, beliau mengungkapkan bahwa:  
“Setiap GPK bebas berinovasi, bebas menggunakan 
metode pembelajaran yang mungkin bervariasi terutama 
melibatkan anak atau dari anak ke anak yang mengerti 
terus mengajarkan ke anak lain” (MW/06/08/2016). 
Pendapat yang sama juga disampaikan guru 
pembimbing khusus mandiri yang berasal dari orang tua siswa, 
Nv mengatakan bahwa: 
“Banyak cara yang dilakukan guru dalam pelajaran, 
GPK membawa setiap siswa ABK di ruang inklusif 
untuk diajari keterampilan, Guru kelas juga memberi 
pendampingan melalui tanya jawab siswa satu persatu 
atau hanya menyuruh siswanya untuk mengerjakan soal 
dan keterampilan untuk anak-anak walaupun belum 
masimal” (Nv/13/08/2016). 
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Hasil observasi di SD 1 Trirenggo peneliti menemukan 
ada kurikulum acuan yang dibuat sekolah sesuai dengan siswa 
berkebutuhan khusus yang dimiliki sekolah. Sekolah juga 
memiliki rencana pembelajaran individu untuk setiap siswa 
berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan jenis ketunaan 
dan kebutuhannya.  
Kesimpulan dari beberapa pendapat narasumber dan 
hasil observasi menunjukkan SD 1 Trirenggo sudah 
menggunakan kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan 
jenis kelainan yang dialami siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah. Kurikulum modifikasi juga dituangkan pada RPP dan 
silabus di setiap mata pelajaran serta rencana pembelajaran 
individu yang gunakan guru pembimbing khusus. 
b) Tenaga Pendidik (Guru) 
Pendidik merupakan komponen yang memiliki peran 
penting dalam menentukan proses pembelajaran di dalam kelas. 
Peran ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai 
dengan tahap evaluasi. Pendidik yang terdapat di SD 1 
Trirenggo berjumlah 21 orang. Dalam rangka meningkatkan 
keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
semua pendidik dan tenaga kependidikan dilibatkan dalam 
pelaksanaan program kebijakan. Pelaksanaan program 
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kebijakan juga melibatkan guru pembimbing khusus dan orang 
tua secara langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas.  
Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu kepala sekolah, 
beliau mengungkapkan bahwa:  
“Semua guru di sekolah kita libatkan karena semua 
kelas ada anak berkebutuhan khusus, bahkan tenaga 
kependidikan dan semuanya kita libatkan. Guru 
pembimbing khusus dari sekolah ada satu orang, guru 
pembimbing khusus dari orang tua satu orang dan ada 
orang tua yang langsung mendampingi di kelas. ..... 
Kalau untuk GPK biasanya hanya untuk anak-anak 
yang memiliki ketunaan yang berat saja sedangkan 
kalau yang ringan bisa ditangani guru kelas” 
(IN/21/07/2016). 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif tentu tidak 
akan lepas dari peran pendidik dalam menyampaikan materi 
pembelajaran. SD 1 Trirenggo memiliki cara yang dapat 
membantu pendidik dalam menangani siswa berkebutuhan 
khusus di kelas masing-masing. 
Bapak AM selaku guru kelas mengungkapkan bahwa 
tata cara sekolah dalam membantu guru menangani siswa 
berkebutuhan khusus yaitu: 
“....Guru ada diklat-diklat dari PLB UNY mengenai 
cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang 
ada di sekolah” (AM/02/08/2016). 
Ibu MW memperjelas pendapat dari ibu kepala sekolah, 
beliau menjelaskan bahwa: 
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“.... semua ikut terlibat seperti keluarga, guru kelas, 
kepala sekolah, teman-teman dan lingkungan sekolah 
lainnya” (MW/06/2016). 
Faktor pendukung untuk implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif juga diperlukan dukungan, peran dan 
kerjasama dari semua pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Nv selaku guru pembimbing khusus mandiri yang 
mengatakan bahwa:  
“Peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif yaitu memberikan bantuan guru 
pembimbing khusus. Untuk anak istimewa tidak hanya 
guru pembimbing khusus tetapi juga didukung oleh 
kepala sekolah, guru-guru dan terutama didukung orang 
tuanya juga” (Nv/13/08/2016). 
Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas 
menunjukkan bahwa komponen tenaga pendidik (guru) di 
sekolah melibatkan semua pihak untuk mendukung 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dan ada upaya 
sekolah dalam membantu guru untuk menangani siswa 
berkebutuhan khusus melalui pelatihan.  
c) Input Peserta Didik 
Input peserta didik mempengaruhi penanganan yang 
dilakukan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo 
dalam menangani input siswa berkebutuhan khusus yang ada di 
sekolah melalui pelatihan motorik dan kognitif.  Pelatihan dari 
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segi motorik sekolah mengadakan pelatihan berkebun yang 
memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar 
sedangkan pelatihan untuk meningkatkan input siswa 
berkebutuhan khusus di sekolah dengan adanya pendampingan 
belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 
pelajaran.  
Ibu IN menjelaskan mengenai program peningkatan 
input peserta didik dilakukan dengan cara: 
“untuk siswa dilatih keterampilan berkebun untuk 
motoriknya dan ada pendampingan belajar. Kalau di 
kelas seperti biasa penempatan duduk siswa di sesuaikan 
dengan ketunaannya seperti tuna rungu ditempatkan di 
depan agar mengetahui mimik/ gerak bibir guru secara 
jelas, anak yang hiperaktif ditempatkan didekat meja 
guru agar guru mudah untuk mengontrol anak.” 
(IN/21/07/2016). 
Bapak AM selaku guru kelas SD 1 Trirenggo 
menambahkan bahwa: 
“Ada pendataan saat pendaftaran kelas 1 melalui 
wawancara dengan orang tua mengenai anak. Setelah 
guru mendata anak-anak yang diduga memiliki 
kekurangan kemudian dilakukan assessment. Dalam 
proses pembelajaran melibatkan semua siswa termasuk 
siswa berkebutuhan khusus saat kelompokan atau 
individu, siswa lain terkadang juga menjelaskan kepada 
anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa atau belum 
paham. Ada pengaturan tempat duduk siswa 
berkebutuhan khusus” (AM/02/08/2016). 
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Ibu MW selaku guru pembimbing khusus di sekolah 
memperkuat pendapat dari Ibu IN, beliau mengungkapkan 
bahwa: 
“Inklusi itu menyatu maka siswa diberi kesempatan 
untuk belajar bersama dengan yang lainnya di kelas, 
selalu ada kegiatan bersama di kelas, apabila anak 
butuh pembelajaran khusus ada pendampingan serta 
melihat potensi dan kemampuan siswa berdasarkan 
kemampuan IQ” (MW/06/08/2016). 
Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah 
memberikan kesempatan kepada semua anak untuk dapat 
belajar bersama dalam satu lingkungan sehingga anak 
memperoleh pengetahuan, dapat mandiri dan dapat 
mengembangkan minat bakat serta menggali potensi yang 
dimiliki anak.  
Ibu Smy selaku orang tua siswa berkebutuhan 
khusus menyatakan bahwa potensi yang dimiliki anaknya 
yaitu: 
“Berhitung dan musik karena anak saya suka 
matematika dan suka melihat drum band dan suka 
main alat-alat karawitan juga sering main laptop 
yang ada game edukasi. Sikap anak antara di rumah 
dengan di sekolah sama suka bermain dan untuk 
belajar dia mengatur sendiri waktu dan belajar 
mapel apa sesuai dengan keinginan anak” 
(Smy/21/07/2016). 
Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas 
mengenai input peserta didik dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif ditentukan melalui pendataan awal saat 
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pendaftaran dan assessment, serta ada penanganan saat 
pembelajaran di kelas untuk mengembangkan potensi 
siswa. 
d) Sarana Prasarana 
Sarana prasarana merupakan seperangkat peralatan 
yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan suatu kegiatan. 
Sarana prasarana yang dimiliki SD 1 Trirenggo dalam 
penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif harus sesuai 
kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. 
Ibu IN sebagai kepala sekolah di SD 1 Trirenggo 
menjelaskan bahwa: 
“Segi sarana dan prasarana sekolah membangun 
handrell, kamar mandi untuk yang berkursi roda, dan 
plengsengan serta ruang sumber inklusif. Adanya dana 
BOSNAS dan dana dari Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul untuk memenuhi kebutuhan anak” 
(IN/13/07/2016). 
Bapak AM sebagai guru kelas menambahkan bahwa 
sarana prasarana yang terdapat di SD 1 Trirenggo yaitu: 
“Siswa memperoleh buku dan bahan ajar dalam satu 
kelas sama” (AM/02/08/2016).  
Sarana prasarana yang ada di sekolah tidak selalu dapat 
berupa barang tetapi dapat berupa uang atau dana yang 
diberikan pemerintah. Sarana prasarana di sekolah diperoleh 
dengan adanya peran dari dinas pendidikan.  
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Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Ibu 
MW sebagai guru pembimbing khusus di sekolah, beliau 
mengungkapkan bahwa:  
“Ada peran dinas pendidikan karena ada dana BOS dari 
dinas yang digunakan untuk pembelajaran atau 
kebutuhan yang lain. Sarana prasarana juga membantu 
dalam pelaksanaan, sarana prasarana yang ada yaitu 
plengsengan, handrell/ paralel bar, kamar mandi, 
ruang sumber inklusif, ruang konseling” 
(MW/06/08/2016). 
Pendapat Ibu MW diperkuat dan dengan adanya 
pendapat dari Nv sebagai guru pembimbing khusus mandiri dari 
orang tua, Nv mengatakan bahwa: 
“Ada, perannya seperti bantuan memberikan guru 
pembimbing khusus untuk sekolah yang melaksanakan 
pendidikan inklusif dan bantuan dana” 
(Nv/13/08/2016). 
Sarana prasarana dalam pembelajaran siswa 
berkebutuhan khusus tidak hanya disediakan saat sekolah tetapi 
perlu disediakan juga di rumah. Hal ini berguna untuk 
membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan.  
Ibu Smy sebagai orang tua siswa berkebutuhan khusus 
menerangkan bahwa cara belajar anaknya: 
“Cara belajarnya tidak harus fokus dengan buku-buku 
tapi saya gunakan media lain seperti matematika 
menggunakan lidi saat dia bermain atau apa dan nanti 
kalau diulang menggunakan kertas dia bisa. Selain itu, 
saya juga melihat mood anak, kalau tidak mau belajar 
ya sudah dan biasanya dia minta untuk belajar setelah 
bermain” (Smy/21/07/2016). 
150 
Berdasarkan beberapa hasil wawancara kepada 
narasumber di atas maka dapat ditegaskan bahwa: sarana 
prasarana yang tersedia di SD 1 Trirenggo untuk mendukung 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif sudah membangun 
beberapa fasilitas fisik dan menyediakan buku-buku untuk 
menunjang pelaksanaan pembelajaran serta ada dukungan dari 
pemerintah berupa dana untuk memenuhi kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus.  
e) Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi pembelajaran merupakan cara yang digunakan 
untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu 
kegiatan pembelajaran siswa. Kegiatan ini berfungsi untuk 
mengukur penguasaan materi atau pemahaman siswa terhadap 
materi yang telah disampaikan guru. Evaluasi pembelajaran 
yang dilakukan SD 1 Trirenggo melalui  adanya supervisi dan 
rapat kenaikan kelas di akhir tahun serta diskusi bersama warga 
sekolah.  
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu IN selaku 
kepala sekolah di SD 1 Trirenggo, beliau mengatakan bahwa: 
“Bentuk evaluasinya seperti adanya supervisi dan 
diakhir tahun ada rapat kenaikan kelas, ada kerjasama 
antara guru pembimbing khusus dengan dokter 
konsultan untuk berkomunikasi dengan anak. Guru 
pembimbing khusus bersama-sama dengan pihak 
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sekolah seperti kepala sekolah dan guru, mengkoordinir 
guru-guru kelas didalam.... menampung permasalahan 
yang ada di kelas, jika dimungkinkan melakukan 
diskusi/ mencari narasumber/konsultan di PLB, FIP, 
UNY” (IN/13/08/2016). 
Bapak AM selaku guru kelas juga menambahkan 
bahwa evaluasi pembelajaran dilakukan melalui: 
“Penilaian siswa juga tidak hanya dari akademik tetapi 
dari aspek kepribadian, sosialnya. Penilaiannya juga 
disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusu” 
(AM/02/08/2016). 
Hasil pengamatan pada dokumentasi yang dimiliki 
sekolah menunjukkan adanya indikator yang dibedakan dalam 
pembuatan soal saat ada ulangan harian atau remidial yang 
ditentukan guru berdasarkan kebutuhan dan kemampuan siswa. 
Berdasarkan pendapat dari narasumber dan hasil 
pengamatan yang dilakukan peneliti maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa evaluasi pembelajaran di SD 1 Trirenggo 
dilakukan dengan mengadakan supervisi, rapat kenaikan kelas, 
diskusi antara pendidik dan tenaga kependidikan, serta adanya 
penilaian hasil belajar siswa yang disesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuannya. 
f) Lingkungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 
Lingkungan sekolah penyelenggaraan pendidikan 
inklusif adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Lingkungan ini 
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tidak terbatas pada lingkungan sekolah tetapi juga peran orang 
tua dan masyarakat, pemerintah dalam mendukung 
implementasi kebijakan pendididikan inklusif. Implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif yang berkaitan dengan 
lingkungan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yaitu 
adanya peran orang tua dalam pertemuan rutin bersama sekolah 
dan konsultan. Selain itu, terdapat peran pemerintah mengenai 
sosialisasi program inklusif dan pemberian dana subsidi dari 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.  
Ibu IN selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa 
komponen lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif diwujudkan sekolah melalui: 
“...ada pertemuan rutin orangtua ABK dengan 
menghadirkan narasumber. Sekolah mengadakan 
sosialisasi diawal-awal tentang program inklusif di 
masyarakat maupun di pemerintah setempat, kerjasama 
sekolah dengan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul melalui dana subsidi atau bantuan tiap tahunnya. 
Perhatian pemerintah provinsi dan pusat dengan adanya 
pelatihan-pelatihan manajemennya, pelatihan untuk 
guru” (IN/13/08/2016). 
Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
juga berkaitan dengan adanya interaksi yang terjalin antar 
warga sekolah. Hal ini dibuktikan dengan interaksi yang 
terjalin antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa 
normal yang saling membantu dan dapat bekerjasama.  
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Bapak AM selaku Guru kelas di SD 1 Trirenggo 
menyatakan bahwa: 
“Perlakuan siswa dilingkungan sekolah sosialnya baik, 
tidak ada anak yang dikucilkan, siswa berkebutuhan 
khusus dengan siswa normal saling membantu dan 
bergaul seperti biasa. Perlakuan antara siswa normal 
dengan siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran 
bisa saling bekerjasama dan membantu” 
(AM/02/08/2016).  
Kebiasaaan yang dilakukan antar siswa saat berada di 
lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi keberhasilan 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini 
ditunjukkan melalui kebiasaan siswa dalam penggunaan 
bahasa sehari-sehari dapat membantu siswa tuna rungu dan 
wicara.  
Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya pendapat 
dari Ibu Smy selaku orang tua siswa berkebutuhan khusus, 
beliau mengatakan bahwa: 
Dia dulu pernah merasa tidak bisa di mata pelajaran 
bahasa jawa karena dia kan berasal dari Jambi dan 
terapisnya difokuskan ke bahasa indonesia jadi saya 
atau teman-temannya ngomong apa pasti mas Pandu 
tidak paham. Saya terus berusaha memotivasi dan 
menerangkan tentang bahasa Jawa sehingga dia 
sekarang bisa, teman-temannya pun terbiasa 
menggunakan bahasa jawa jadi sekarang sudah mau 
belajar bahasa jawa dan mengerti maksudnya” 
(Smy/21/07/2016). 
Kesimpulan dari beberapa pendapat narasumber di atas 
menunjukkan bahwa lingkungan sekolah penyelenggara 
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pendidikan inklusif yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo adalah adanya 
pertemuan rutin pihak sekolah dengan orang tua siswa 
berkebutuhan khusus, kerjasama sekolah dengan pihak lain, 
interaksi dan kebiasaan penggunaan bahasa antara siswa 
berkebutuhan khusus dengan siswa normal di lingkungan 
sekolah, dan motivasi yang diberikan orang tua untuk 
keberhasilan anak. 
3) SD Kepuhan 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berkaitan dengan 
beberapa komponen yang diperlukan untuk menunjang 
pelaksanaan dari suatu kebijakan pendidikan inklusif. 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Kepuhan 
dipengaruhi oleh beberapa komponen keberhasilan pendidikan 
inklusif diantaranya: a) Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar), b) 
Tenaga Pendidik (Guru), c) Input Peserta Didik, d) Sarana 
Prasarana, e) Lingkungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan 
Inklusif. Berikut penjabaran dari beberapa komponen tersebut: 
a) Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar) 
Kurikulum merupakan seperangkat bahan yang 
digunakan untuk melakukan penyusunan dalam perencanaan 
155 
pembelajaran di sekolah. Kurikulum yang digunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu kurikulum yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dalam 
pembelajaran. 
Ibu Kun sebagai guru kelas yang memiliki siswa 
berkebutuhan khusus di kelasnya mengatakan bahwa: 
“Kalau kurikulum sekolah membuat sendiri, misalnya 
silabus untuk siswa reguler mengidentifikasi dan 
dibawahnya silabus untuk siswa inklusif hanya 
menyebutkan kembali. KKM pun harus dibedakan 
antara anak  berkebutuhan khusus dengan anak normal 
disesuaikan di kelas masing-masing serta diadministrasi 
ditulisi ini inklusif. Selain itu, sekolah selalu 
membebaskan mana yang sesuai dan tidak digunakan 
pasti sekolah membebaskan, metode untuk siswa 
inklusif itu harus seperti apa dan metode untuk siswa 
reguler itu bagaimana harus disesuaikan dan tidak ada 
batasan. Kepala sekolah juga selalu memonitoring dan 
guru selalu konsultasi mengenai silabusnya karena 
untuk administrasi sekolah, penilaian guru, visitasi 
sekolah dan lainnya” (Kun/26/07/2016). 
Pendapat ini juga diperkuat dengan adanya pernyataan 
dari Ibu YA sebagai guru pembimbing khusus SD Kepuhan, 
beliau menyatakan bahwa: 
“Kebebasan guru menggunakan metode dan berinovasi 
paling mengumpulkan siswa di ruangan tersendiri atau 
saya yang ke kelasnya berurutan dari kelas 1 sampai 
kelas 6 selama dua hari dengan cara 2 kelas dijadikan 
satu sesuai klasifikasinya” (YA/29/07/2016). 
Kurikulum atau bahan ajar yang digunakan sekolah 
juga mempengaruhi cara orang tua dalam mendidik anak saat 
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belajar di rumah. Mendidik dan membimbing anak 
berkebutuhan khusus memerlukan kesabaran dan keuletan.  
Pernyataan di atas diperkuat dengan adanya pendapat 
orang tua mengenai cara belajar anak saat sedang berada di 
rumah. Ibu Stn mengungkapkan bahwa: 
“Echa belajarnya mesti telaten mengeja satu dua huruf 
dan saya juga tidak bisa ngajari Echa. Echa itu susah 
ya, kalau diajari di rumah saja seperti AYAH itu A-Y-
A-H harus satu-satu dan cara menulisnya bingung. 
Kalau ada PR di rumah saya suruh mencontek saja 
seperti IBU itu I-B-U dan BUKU B-U-K-U jadi harus 
pelan-pelan” (Stn/29/08/2016).  
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan beberapa 
pendapat di atas mengenai kurikulum yang pendidikan inklusif 
yaitu sekolah sudah membuat kurikulum sendiri sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan siswa, mulai dari silabus sampai 
dengan KKM. Sekolah juga memberikan kebebasan guru 
dalam menentukan metode dan inovasi pembelajaran yang 
digunakan guru. Selain itu, kurikulum juga membantu orang 
tua dalam membimbing anak. 
b) Tenaga Pendidik (Guru) 
Pendidik memiliki peran penting dalam mengatur 
segala proses dan perencanaan pembelajaran. Tenaga pendidik 
yang dimiliki sekolah untuk mendukung pelaksanaan 
pendidikan di SD Kepuhan berjumlah 21 orang. Dalam 
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implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Kepuhan, 
para pendidik atau guru saling bekerjasama untuk menangani 
pembelajaran siswa berkebutuhan khusus, ada pelatihan guru 
menangani  siswa berkebutuhan  khusus dari Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga juga turut membantu sekolah. Selain itu, 
adanya guru pembimbing khusus membuat sekolah terbantu 
untuk menangani siswa. 
Ibu SS selaku kepala sekolah di SD Kepuhan 
menyatakan bahwa: 
“....pelaksanaan terkait pembelajaran guru kelas dibantu 
dengan guru pembimbing khusus. Pelatihan guru yang 
diadakan pemerintah dengan Dinas Pendidikan Provinsi 
juga turut membantu sekolah.” (SS/25/08/2016). 
Menurut Ibu Kun selaku guru kelas juga menambahkan 
bahwa:  
“Sistem pengajannya saya kewalahan kalau tidak 
dibantu GPK” (Kun/ 26/07/2016). 
Senada dengan pendapat yang dikemukakan Ibu SS dan 
Ibu Kun, Ibu YA mengemukakan pendapat yang sama dan 
beliau juga menambahkan bahwa: 
“....semua guru dan orang tua juga berperan. Biasanya 
kalau ada keluhan saya menghubungi orangtua untuk 
dibimbing belajarnya....” (YA/29/07/2016). 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa tenaga pendidik yang mempengaruhi 
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keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 
Kepuhan yaitu adanya kerjasama guru kelas dan guru 
pembimbing khusus untuk menangani permasalahan yang 
berkaitan dengan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. 
Tenaga pendidik juga dilatih oleh Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga DIY untuk dapat menangani siswa berkebutuhan 
khusus dalam kelas. 
c) Input Peserta Didik   
Input peserta didik merupakan kemampuan awal dan 
karakteristik yang dimiliki seorang siswa. Siswa menjadi salah 
satu komponen penting yang berguna dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Cara sekolah untuk menentukan penanganan siswa 
berkebutuhan khusus yang tepat dapat dilakukan dengan 
identifikasi dan assessment kebutuhan siswa. Kegiatan ini 
dilakukan  melalui kerjasama yang dijalin sekolah dengan 
lembaga assessment. Dalam pengajaran dapat dilakukan 
dengan pengaturan tempat duduk. 
Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Ibu Kun selaku guru kelas, beliau 
mengatakan bahwa: 
“Kalau untuk mengidentifikasi sekolah mencari dan 
bekerjasama dengan lembaga untuk di assessment 
melalui GPK karena GPK yang lebih tahu. Kalau untuk 
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guru-guru disekolah ada cara-cara untuk menangani 
anak ABK seperti slow learner harus bagaimana. cara 
mengajarnya siswa disesuaikan dengan tempat duduk 
misalnya kalau low vision dikasih ditengah, slow 
learner didepan, dan lainnya” (Kun/26/07/2016). 
Ibu YA selaku guru pembimbing khusus di SD 
Kepuhan menambahkan bahwa pengajaran siswa berkebutuhan 
khusus sesuai dengan jenis ketunaannya yaitu:  
“Kalau untuk anak C hanya mengulang, mengulang dan 
mengulang; kalau A tetap bisa mengikuti, kalau D 
ringan biasanya hanya geraknya saja” (YA/29/07/2016). 
Input peserta didik juga dipengaruhi oleh potensi yang 
ada di dalam diri anak berkebutuhan khusus. Potensi yang ada 
di dalam diri anak tidak selalu berkaitan dengan aspek kognitif 
saja. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Stn mengenai potensi yang 
dimiliki ananya, Ibu Stn mengatakan bahwa: 
“Echa itu kalau disuruh belajar tidak mau, malas 
berpikir tapi kalau memelihara binatang dia telaten dan 
bisa sampai besar binatangnya, binatangnya seperti 
ayam dan keong” (Stn/29/08/2016). 
Berdasarkan beberapa pendapat narasumber di atas 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa input peserta didik 
siswa dilakukan dapat diketahui melalui identifikasi dan 
assessment yang dilakukan di awal tahun ajaran. Setelah 
sekolah mengetahui jenis ketunaan, penanganan siswa 
berkebutuhan khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan serta potensi yang ada dalam diri anak. 
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d) Sarana prasarana 
Sarana prasarana merupakan semua peralatan, bahan, 
perabot yang berguna untuk menunjang keberlangsungan suatu 
kegiatan. Sarana dan prasarana yang terdapat di SD Kepuhan 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif yaitu adanya buku braile, kacamata, buku bacaan. 
Selain itu, ada dana dari pemerintah Kabupaten Bantul yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan 
khusus.  
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu SS sebagai 
kepala sekolah SD Kepuhan, beliau mengatakan bahwa: 
“Kalau faktor pendukung untuk alokasi dana ke sekolah 
dari provinsi sudah tidak ada tapi kalau dari Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten masih ada. Selain itu, 
pengadaan sarpras untuk anak berkebutuhan khusus dari 
dana yang diberikan kabupaten, apabila dirasa kurang 
sekolah memenuhinya dengan anggaran dari BOSNAS 
atau berunding dengan dewan sekolah jika sekolah 
tidak bisa menanganinya, contohnya pembangunan 
sekolah, dan masalah terkait pendanaan. Fasilitasnya 
seperti braile tapi tidak dipakai, kacamata untuk siswa 
yang low vision, buku bacaan untuk anak slow learner” 
(SS/25/08/2016). 
Menurut Ibu Kun sebagai guru kelas sarana prasarana 
ysng menunjang kelangsungan pembelajaran di kelas yaitu 
buku khusus untuk latihan membaca siswa yang tidak dapat 
membaca. Hal ini dipertegas melalui pendapat yang 
dikemukakan, beliau mengatakan bahwa: 
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“Kalau kelas saya ada seperti anak yang tidak bisa 
membaca ada buku khusus untuk latihan membaca tapi 
kalau untuk anak reguler tidak, hanya mempunyai buku 
pedoman tapi tidak satu-satu mungkin satu meja satu” 
(Kun/26/07/2016). 
Senada dengan kedua pendapat yang telah disampaikan 
di atas, Ibu YA mengemukakan bahwa: 
“....banyak untuk buku latihan membaca...” 
(YA/29/07/2016). 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa fasilitas atau sarana prasarana 
yang terdapat di SD Kepuhan untuk menunjang pelaksanaan 
kebijakan pendidikan inklusif yaitu dana subsidi khusus dari 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, kacamata, braile, 
dan buku latihan membaca untuk siswa slow learner. 
e) Lingkungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 
Lingkungan sekolah penyelenggaran pendidikan 
inklusif yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan yaitu Dinas Pendidikan 
Dasar menjalin kerjasama dengan sekolah untuk mendata siswa 
berkebutuhan khusus yang mengikuti ujian kelas saja. 
Kerjasama juga terjalin melalui bantuan pemikiran dari UPT 
untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu SS mengenai 
kerjasama yang terjalin dengan Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul, beliau mengungkapkan bahwa: 
“...Kalau mau ujian dinas pendidikan hanya meminta 
data-data siswanya untuk pengajuan ujian untuk anak 
berkebutuhan khusus untuk ikut ujian sekolah saja. 
Kalau untuk inklusif ditingkat UPT hanya sebatas 
bantuan pemikiran untuk menangani anak-anak karena 
kecamatan belum tentu mengetahui  sekolah memiliki 
anak berkebutuhan khusus” (SS/ 25/08/ 2016). 
Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
juga dipengaruhi adanya perlakuan antara siswa berkebutuhan 
khusus dengan siswa normal dalam interaksi di lingkungan 
sekolah. Hal ini diperjelas dengan adanya pernyataan dari Ibu 
Kun mengenai perlakuan antar siswa, beliau menjelaskan 
bahwa: 
“Perlakuan antara siswa berkebutuhan khusus dengan 
siswa normal biasa, tidak ada masalah, tidak ada 
perbedaan apa-apa. Tidak membeda-bedakan bahwa 
anak inklusif atau tidak karena siswa juga tidak tahu. 
Kalau untuk anak yang low vision justru pada perhatian 
dan mengajak bermain, membantu, tidak ada yang 
mengejek dan lainnya” (Kun/26/07/2016). 
Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu 
SS, Ibu YA mengatakan bahwa: 
“Ada peran dari dinas pendidikan, sekolah sering ada 
monitoring dari dinas setiap semester untuk mengetahui 
tentang siswa inklusif di sekolah ini...” 
(YA/29/07/2016). 
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Berdasarkan pendapat beberapa narasumber di atas, 
lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SD 
Kepuhan dipengaruhi oleh kerjasama yang terjalin antara pihak 
sekolah dengan Dinas Pendidikan Dasar mengenai pemenuhan 
kebutuhan dan penanganan siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah. komponen ini juga dipengaruhi adanya perlakuan 
yang sama antar siswa dalam berinteraksi di lingkungan 
sekolah. 
b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif 
1) Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh 
beberapa komponen yang dapat menentukan keberhasilan atau 
kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif 
tersebut. Komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu: 
a) Tenaga Pendidik 
Seorang pendidik memiliki peran penting dalam 
mengatur jalannya pendidikan, mulai dari perencanaan sampai 
evaluasi. Oleh karena itu, pendidik harus menguasai segala 
sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan. 
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah tentu membutuhkan 
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pendidik yang berkompeten dan mampu untuk mengajar siswa. 
Tenaga Pendidik (guru) dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul menjadi faktor penghambat. Hal ini 
ditunjukkan dengan sekolah mengalami kesulitan untuk 
memperoleh guru pembimbing khusus yang memiliki 
kompetensi dan bidang yang sesuai dengan keinklusian.  
Ibu Sby selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga 
Kependidikan menjelaskan bahwa: 
“....sekolah sulit mendapatkan guru pembimbing khusus 
yang memiliki ijazah khusus inklusif. Guru 
pembimbing khususnya kurang karena sekarang tidak 
ada pengangkatan GPK sebagai PNS sehingga kita 
kesulitan mencari GPKnya” (Sby/19/07/2016). 
Bapak Sr selaku staf seksi pengembangan dan sarana 
prasarana menambahkan bahwa: 
“Kalau pengambatnya yaitu sekolah negeri maupun 
swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 
secara umum belum memiliki tenaga khusus untuk 
mendidik atau menangani anak berkebutuhan khusus, 
sehingga sekolah penyelenggara merasa kualahan untuk 
menangani siswa berkebutuhan khusus. Ada sekolah 
yang sudah memiliki tenaga khusus dari provinsi itu 
pun hanya memonitoring atau sebagai konsultan jadi 
tidak mengajar atau ada setiap harinya di sekolah” 
(Sr/19/07/2016). 
Berdasarkan pendapat narasumber di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa faktor penghambat yang berkaitan 
dengan tenaga pendidik (guru) adalah kurangnya 
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ketersediaan guru pembimbing khusus sehingga sekolah 
kerepotan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus 
yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
(sekolah inklusif). 
b) Sarana Prasaranas 
Sarana prasarana merupakan peralatan atau fasilitas 
yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan suatu 
kegiatan. Sarana prasarana yang menghambat implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul yaitu  kurangnya akses dan sarana 
prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan 
khusus di sekolah Dinas pendidikan juga mengalami kesulitan 
dalam memenuhi dana subsidi khusus untuk sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif.   
Ibu Sby sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga 
Kependidikan, Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul menjelaskan bahwa: 
“Faktor penghambatnya banyak karena suatu kegiatan 
pasti ada penghambatnya. Faktor penghambatnya yaitu 
kurangnya akses dan sarana prasarana, kurangnya 
subsidi dana khusus untuk memenuhi kebutuhan anak 
disabilitas” (Sby/19/08/2016). 
Senada dengan pendapat Ibu Sby, Bapak Sr juga 
mengungkapkan bahwa: 
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“Subsidi dana yang diberikan sampai sekarang belum 
berdasarkan jumlah siswa berkebutuhan khusus disatu 
sekolah tetapi masih berdasarkan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif” (Sr/08/2016). 
Berdasarkan pendapat para narasumber di atas maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang berkaitan 
dengan komponen sarana prasarana yaitu kurangnya akses dan 
sarana prasarana atau fasiltias  untuk memenuhi kebutuhan 
siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Faktor penghambat 
lainnya berkaitan dengan bantuan alokasi subsidi dana khusus 
yang diberikan dinas pendidikan untuk sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif belum berdasarkan jumlah siswa 
berkebutuhan khusus yang ada disekolah,  namun masih 
berdasarkan sejumlah sekolah yang menyelenggarakan 
pendidikan inklusif. 
2) SD 1 Trirenggo 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo terdapat beberapa komponen yang dapat menjadi 
penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor penghambat 





a) Tenaga Pendidik (Guru) 
Pendidik merupakan komponen yang memiliki peran 
penting dalam menentukan proses pembelajaran di dalam kelas. 
Peran ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai 
dengan tahap evaluasi. Faktor penghambat yang berkaitan 
dengan tenaga pendidik (guru) di SD 1 Trirenggo yaitu adanya 
kerjasama sekolah dengan PLB UNY untuk pelatihan guru 
namun dalam penerapannya masih kurang. Selain itu, sekolah 
mengalami kesulitan dalam pemenuhan guru pembimbing 
khusus, guru pembimbing khusus yang ada kurang 
berkompeten. 
Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Ibu IN selaku kepala sekolah SD 1 Trirenggo, beliau 
mengatakan bahwa: 
“Saya juga berkomunikasi dan menjalin kerjasama 
dengan PLB UNY untuk penguatan dan peningkatan 
SDM melalui pelatihan guru tetapi penerapannya di 
kelas kurang sehingga peningkatannya tidak terlalu 
nampak. Faktor penghambat dari GPKnya kurang 
memiliki komitmen untuk membantu anak sesuai 
dengan kebutuhan, kurangnya GPK dari dinas 
pendidikan, banyak orangtua yang pasif untuk 
berpartisipasi dalam program sekolah, pemerintah 
daerah kurang memperhatikan kesejahteraan GPK yang 
ada di sekolah umum dan GPK cenderung memilih 
untuk berada di SLB karena ada jaminan sertifikasi 
guru. Guru kurang memberi dukungan untuk 
memberikan pelayanan khusus bagi siswa ABK” 
(IN/21/07/2016). 
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Keberagaman karakteristik dan kemampuan siswa 
dalam satu kelas tentu membutuhkan cara penanganan yang 
berbeda dari guru kelas tersebut. Faktor penghambat dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari guru yaitu 
guru kesulitan dalam melakukan penanganan antara siswa 
berkebutuhan khusus dengan siswa normal serta pemberian 
pemahaman kepada siswa terkait penanganan untuk siswa 
berkebutuhan khusus. 
Pendapat ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari 
Bapak AM selaku guru kelas SD 1 Trirenggo, beliau 
mengatakan bahwa:  
“Kesulitannya ketika guru menangani siswa 
berkebutuhan khusus 1 kemudian anak berkebutuhan 
khusus yang 2, 3, 4 lepas tidak ada bimbingan dan 
belajarnya kurang justru bermain. Guru juga 
mengalami kesulitan dalam memberikan pengertian, 
pemahaman kepada antar siswa ABK atau siswa ABK 
dengan siswa reguler tentang perbedaan mereka, 
menghargai kekurangan mereka” (AM/02/08/2016). 
Berdasarkan pendapat narasumber di atas maka dapat 
ditegaskan bahwa faktor penghambat yang berkaitan dengan 
komponen tenaga pendidik (guru) yaitu  guru kurang memiliki 
keseriusan dalam menangani siswa berkebutuhan khusus yang 
ada di sekolah. Sekolah juga kesulitan memperoleh guru 
pembimbing khusus yang berkompeten dan sesuai dengan 
bidang keilmuannya. 
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b) Sarana prasarana   
Sarana prasarana merupakan seperangkat peralatan 
yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan suatu kegiatan. 
Sarana prasarana yang dimiliki SD 1 Trirenggo dalam 
penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif harus sesuai 
kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Faktor 
penghambat yang berkaitan dengan sarana prasarana di SD 1 
Trirenggo dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
yaitu sarana prasarana yang ada disekolah belum menunjukkan 
keinklusian dan sarana prasarana digunakan hanya saat guru 
pembimbing khusus melakukan bimbingan di sekolah.  
Ibu IN sebagai kepala sekolah SD 1 Trirenggo 
menjelaskan mengenai sarana prasarana yang ada di sekolah, 
beliau mengemukakan bahwa: 
“untuk sarana prasarana belum menunjang kekhususan, 
pembelian ATK masih bersifat umum” 
(IN/21/08/2016). 
Senada dengan pendapat di atas, Nv selaku guru 
pembimbing khusus mandiri dari orang tua mengemukakan 
bahwa: 
“Sekolah ini belum punya fasilitas yang lengkap hanya 
ada fasilitas yang ada di ruang inklusif itu dan 
digunakan kalau ada guru pembimbing khusus yang 
datang ke sekolah ” (Nv/13/08/2016). 
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Berdasarkan pendapat narasumber di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa faktor penghambat terkait ketersediaan 
sarana prasarana di SD 1 Trirenggo yaitu sarana prasarana 
yang belum menunjang keinklusian siswa secara khusus dan 
pemanfaatan sarana prasarana mengandalkan guru 
pembimbinng khusus. 
3) SD Kepuhan 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berkaitan dengan 
beberapa komponen yang diperlukan untuk menunjang 
pelaksanaan dari suatu kebijakan pendidikan inklusif. Komponen 
yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pendidikan 
inklusif diantaranya: a) Fleksibilitas kurikulum (bahan ajar), b) 
Tenaga pendidik (guru), c) Input peserta didik, d) Sarana 
Prasarana, e) Lingkungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan 
Inklusif. Dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 
Kepuhan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif yaitu komponen tenaga pendidik (guru) dan 
lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Berikut 




a) Tenaga Pendidik (Guru) 
Pendidik memiliki peran penting dalam mengatur 
segala proses dan perencanaan pembelajaran. Tenaga pendidik 
yang dimiliki sekolah untuk mendukung pelaksanaan 
pendidikan di SD Kepuhan berjumlah 21 orang. Dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Kepuhan, 
tenaga pendidik menjadi faktor penghambatnya. Hal ini 
diketahui dari keseriusan guru pembimbing khusus dalam 
menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah. selain itu, 
kesibukan guru di luar sekolah membuat siswa kurang 
tertangani dengan baik. 
Ibu SS selaku kepala sekolah mengungkapkan bahwa 
faktor penghambatnya yaitu: 
“GPK yang menangani seminggu 2 hari dirasa kurang 
maksimal, justru lebih banyak yang menangani guru 
kelas karena tiap hari ada di sekolah. Sekolah hanya 
mempunyai GPK 1 orang yang masuk perminggu hanya 
2 hari itu pun kalau tidak izin ada acara, guru kelas juga 
sering ada diklat jadi guru kelas lain harus mengampu 
beberapa kelas dengan jumlah siswa ABK yang banyak, 
guru kelas kurang maksimal menangani siswa ABK 
karena harus memperhatikan siswa lain” 
(SS/25/08/2016). 
Pendapat di atas juga diperkuat dengan adanya 
pernyataan dari Ibu Kun selaku guru kelas, beliau menjelaskan 
bahwa: 
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“....saya kuwalahan kalau tidak dibantu GPK... 
Kesulitannya apabila saya menerangkan yang inklusif 
siswa reguler pada rame dan tidak konsentrasi, ketika 
saya memberi tugas yang lebih ringan ke siswa inklusif 
yang reguler protes sehingga saya harus memberikan 
penjelasan kepada siswa bahwa setiap siswa memiliki 
pengetahuan yang berbeda-beda. Apabila siswa tetap 
mengalami kesulitan biasanya saya ada tambahan jam 
belajar setelah jam pulang sekolah” (Kun/29/08/2016). 
Pendapat Ibu Ya memperkuat pendapat Ibu SS 
mengenai penanganan pembelajaran yang dilakukan guru 
pembimbing khusus selama di sekolah, beliau mengatakan 
bahwa: 
“...Biasanya kalau ada keluhan saya menghubungi 
orangtua untuk dibimbing belajarnya tapi 
peningkatannya juga sedikit, orangtua justru 
harapannya kepada saya besar untuk menangani 
anaknya sedangkan saya ada di sekolah ini hanya 2 hari 
jadi tidak bisa maksimal” (YA/29/07/2016). 
Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif mengenai tenaga pendidik yaitu 
guru kelas dan guru pembimbing khusus kurang optimal dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Guru kelas juga 
mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman pada 
siswa normal tentang penanganan yang dilakukannya untuk 




b) Lingkungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 
Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
merupakan lingkungan yang mempunyai pengaruh dalam 
penerapan kebijakan pendidikan inklusif. Pengaruh yang 
diberikan lingkungan dapat berupa pengaruh positif maupun 
negatif. Lingkungan sekolah di SD Kepuhan yang berpengaruh 
dalam komponen ini yaitu peran orang tua dalam pendidikan 
anak di sekolah. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di 
SD Kepuhan mengalami hambatan berupa peran yang 
diberikan orang tua siswa berkebutuhan khusus terhadap 
perhatian dan pendidikan anak di sekolah. 
Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Ibu SS selaku kepala sekolah SD Kepuhan, beliau 
mengungkapkan bahwa: 
“Sekolah masih kesulitan mengajak orangtua untuk 
berpartisipasi dalam acara sekolah karena orangtua 
lebih memilih bekerja daripada menghadiri undangan 
sekolah dan orangtua menyerahkan pendidikan anaknya 
ke sekolah sehingga sekolah harus bekerja keras untuk 
membimbing siswa karena orang tua merasa sudah 
memasrahkan anak ke sekolah. Sekolah juga ada POT 
yaitu Paguyuban Orang Tua seperti rapat orangtua 
siswa dengan pihak sekolah tetapi sampai sekarang 
orangtua siswa juga kurang merespon kegiatan-kegiatan 
yang diadakan POT bersama dengan sekolah” 
(SS/25/08/2016).  
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Pendapat lain dikemukakan oleh Ibu Stn selaku orang 
tua siswa berkebutuhan khusus yang ada di SD Kepuhan, 
beliau mengungkapkan bahwa: 
“Tidak ada keterlibatan orang tua, memang anak 
diterima tetapi tidak diapa-apakan atau dibiarkan” 
(Stn/29/08/2016). 
Berdasarkan pendapat narasumber di atas maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat yang berasal 
dari lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
yaitu kurangnya peran sekolah dan partisipasi orang tua dalam 
memperhatikan dan menangani permasalahan anak 
berkebutuhan khusus di sekolah. 
3. Cara Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan 
Pendidikan Inklusif 
Pelaksanaan suatu program kebijakan pasti akan memunculkan 
suatu hambatan yanng dapat menghalangi penerapan program, untuk 
mengatasi hambatan yang muncul diperlukan suatu cara yang tepat. Cara 
adalah langkah yang digunakan untuk menempuh suatu tujuan yang ingin 
dicapai. Upaya implementasi kebijakan pendidikan inklusif pasti ada 
hambatan yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan maka 
diperlukan cara atau solusi yang tepat untuk mengatasinya. Cara yang 
ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Cara yang dilakukan untuk menghadapi hambatan yang muncul 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yaitu mengupayakan 
kekurangan dana subsidi untuk memenuhi kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus di sekolah. Dalam menghadapi kurangnya guru 
pembimbing khusus, Dinas Pendidikan Dasar bekerjasama dengan 
Dinas Pendidikan Provinsi mengadakan pelatihan untuk guru umum 
agar dapat menangani siswa berkebutuhan khusus di kelas. Sekolah 
juga ada yang berinisiatif untuk bekerjasama dengan sekolah 
penyelenggara inklusif lain atau Sekolah Luar Biasa terdekat untuk 
memperoleh guru pembimbing khusus. Dinas juga mengadakan 
monitoring melalui pengawas untuk berusaha membantu kesulitan-
kesulitan yang dihadapi sekolah secara bersama-sama. 
Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi 
Kurikulum dan Tenaga Kependidikan, beliau mengatakan bahwa: 
“Kalau tidak ada GPK maka Dinas Pendidikan Dasar 
memberikan pengertian/ koodinasi/ mengadakan pelatihan 
kepada guru-guru umum untuk dilatih menangani anak 
berkebutuhan khusus. Seandainya sekolah masih kesulitan, 
sekolah biasanya berinisiatif untuk bekerjasama dengan 
Sekolah Luar Biasa (SLB) terdekat. Apabila ada kesulitan lain 
maka kita bersama-sama mencari solusi supaya anak 
terfasilitasi karena apapun kondisi anak menjadi tanggung 
jawab negara selain orang tua dan masyarakat” 
(Sby19/07/2016). 
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Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul belum bisa 
menentukan langkah yang harus diambil dalam upaya memenuhi guru 
pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Hal 
ini dikarenakan wewenang dalam memberikan bantuan guru 
pembimbing khusus untuk sekolah penyelenggara inklusif berada 
ditingkat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada seksi Pendidikan Luar Biasa (PLB). 
Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Bapak Sr 
selaku Staf Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul, beliau mengungkapkan bahwa: 
“Sekolah berinisiatif sendiri untuk bekerjasama dengan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif lainnya atau bekerjasama 
dengan SLB terdekat untuk mendapatkan guru pembimbing 
khusus. Solusi dari Dinas Pendidikan Dasar belum ada karena 
kewenangan SD dan SLB berbeda, SD inklusif berada dibawah 
wewenang Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
sedangkan SLB berada pada wewenang Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga, DIY. Sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif  yang terdaftar di Dinas Pendidikan 
Provinsi sudah ada guru pembimbing khususnya. Selain itu, 
Dinas juga berusaha untuk memenuhi kekurangan dana subsidi 
yang diberikan, caranya mungkin dengan mendata siswa yang 
berkebutuhan khusus yang ada di sekolah bersangkutan” 
(Sr/19/07/2016). 
Berdasarkan data di atas dapat ditegaskan bahwa cara yang 
dilakukan Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul  
melalui 1) Dinas mendata siswa berkebutuhan khusus yang ada di 
sekolah sehingga subsidi dana khusus benar-benar diberikan untuk 
sekolah inklusif ; 2) Melatih guru umum untuk dapat menangani siswa 
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berkebutuhan khusus; 3) Dinas memonitoring implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
b. SD 1 Trirenggo 
Cara yag dilakukan SD 1 Trirenggo untuk mengatasi hambatan 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah yaitu 
menggunakan subsidi dana dari pemerintah dengan seefektif mungkin, 
kepala sekolah juga selalu mengingatkan guru dan melibatkan guru 
dalam penelitian. Selain itu, memotivasi orang tua untuk 
memperhatikan pendidikan anak berkebutuhan khusus.  
Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu IN selaku kepala sekolah di 
SD 1 Trirenggo, beliau mengungkapkan: 
“Berupaya memaksimalkan dana dari pemerintah walaupun 
sebenarnya masih dirasa kurang.... kepala sekolah juga 
membuat penelitian tindakan kelas di kelas yang memiliki anak 
ABK banyak dengan melibatkan guru.... Sekolah juga 
memotivasi orang tua artinya walaupun anak sudah ada di 
sekolah tetapi orangtua harus tetap mendampingi anak-
anaknya, sebisa mungkin mencari potensi yang ada di anaknya. 
Kalau sarana dan prasarana kami mengajukan proposal ke 
dinas dikpora DIY” (IN/13/08/2016). 
Senada dengan pendapat Ibu IN, Bapak AM selaku guru kelas 
mengungkapkan bahwa cara yang dilakukan untuk membantu guru 
dalam memberikan penanganan terhadap siswa berkebutuhan khusus 
dilakukan melalui: 
“...guru ada diklat-diklat dari PLB UNY mengenai cara 
menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di 
sekolah” (AM/02/08/2016). 
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Berdasarkan pendapat narasumber di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa cara yang dilakukan oleh SD 1 Trirenggo dalam 
mengatasi hambatan yang terjadi dengan 1) Menggunakan dana 
subsidi khusus inklusif dengan seefektif mungkin; 2) Membangun 
kesadaran guru dan orang tua untuk lebih memperhatikan siswa 
berkebutuhan khusus; 3) Melibatkan guru dalam penelitian untuk 
mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dalam kelas; 4) Adanya 
diklat/ pelatihan guru untuk menangani siswa berkebutuhan khusus; 5)  
Mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk memenuhi 
sarana prasarana. 
c. SD Kepuhan 
Cara yang dilakukan pihak sekolah SD Kepuhan dalam 
mengatasi hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif yaitu sekolah melakukan komunikasi dengan 
Dinas Pendidikan Provinsi saat ada pelatihan guru untuk menangani 
siswa berkebutuhan khusus. Sekolah juga mengadakan kerjasama 
dengan pihak lain untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. 
Sekolah berusaha selalu mengingatkan semua siswa untuk tetap belajar 
mengingat keterbatasan yang dimiliki guru dalam mengajar. Upaya 
sekolah untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa berkebutuhan 
khusus dalam pendidikan anak dilakukan dengan adanya POT tetapi 
belum ada hasilnya karena orang tua cenderung pasif dan 
menyerahkan pendidikan anak ke sekolah.  
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Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu SS selaku kepala 
sekolah di SD Kepuhan. Beliau mengungkapkan bahwa: 
“Caranya berkonsultasi dengan Dinas Dikpora saat pelatihan 
guru tentang cara menangani ABK, sekolah juga berkerjasama 
dengan lembaga lain untuk assessment.... selalu mengingatkan 
siswa untuk belajar” (SS/25/08/2016). 
Pendapat senada juga disampaikan oleh Ibu YA selaku guru 
pembimbing khusus yang mengungkapkan bahwa: 
“kalau ada keluhan saya menghubungi orangtua untuk 
dibimbing belajarnya tapi peningkatannya juga sedikit” 
(YA/29/07/2016). 
Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber di atas, 
maka dapat diketahui bahwa cara mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yaitu 1) Sekolah 
berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 
dan menjalin kerjasama dengan pihak lain; 2) Pihak sekolah  
mengingatkan siswa untuk belajar di rumah ; 3) Sekolah melibatkan 
orang tua siswa berkebutuhan khusus melalui adanya POT (Paguyuban 
Orang Tua) dan  pendampingan belajar anak di rumah. 
C. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, 
observasi dan dokumentasi dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan 
masalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif  
Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan oleh 
pelaku kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif memiliki komponen yang mempengaruhi 
keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Teori Van Meter dan Van 
Horn (Arif Rohman, 2012: 108) menyampaikan ada empat komponen atau 
variabel dalam penelitian ini yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber 
daya, karakter agen pelaksana dan komunikasi. 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan 
SD Kepuhan Kabupaten Bantul tentu harus memiliki empat komponen di 
atas untuk dapat melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. Berikut 
pembahasan dari hasil penelitian mengenai komponen yang dimiliki 
sekolah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 
a. Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul  
1) Standar dan Tujuan Kebijakan  
Kebijakan yang telah dibuat pasti memiliki standar dan 
tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Standar dan tujuan kebijakan 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif diperlukan 
untuk mengarahkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini 
dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah di rencanakan. 
Standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
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Kabupaten Bantul ditentukan dengan adanya pedoman berupa 
peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif yaitu peraturan perundang-
undangan, peraturan gubernur dan peraturan bupati, pedoman 
pelaksanaan penggunaan dana subsidi. 
Berdasarkan penjelasan di atas, standar dan tujuan 
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif di 
Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah 
sesuai dengan komponen standar dan tujuan kebijakan dalam 
implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Teori Van  Meter 
dan Van Horn. Teori tersebut menjelaskan bahwa kebijakan yang 
dibuat tentu saja memiliki standar dan tujuan jelas yang ingin 
dicapai. Tujuan dari kebijakan tersebut akan tercapai apabila agen 
pelaksana kebijakan paham standar dan tujuan yang ingin dicapai 
dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
sudah membuat pedoman atau petunjuk pelaksanaan penggunaan 
dana subsidi dan membentuk tim pokja pendidikan inklusif.  
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah standar dan 
tujuan kebijakan di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar dalam 
rangka melaksanakan kebijakan sudah dilaksanakan. Pedoman atau 
petunjuk pelaksanaan tersebut sudah digunakan sekolah sebagai 
acuan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. 
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2) Sumber Daya 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan 
sejak penunjukkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang 
dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul  Nomor 36/ KPTS/ 2013. 
Dalam menjalankan kebijakan, Bidang SD, Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul harus mengacu pada peraturan yang 
berlaku yaitu Peraturan Gubernur dan Permendiknas No. 70 Tahun 
2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini karena 
peraturan tersebut menyebutkan pemerintah kabupaten/ kota wajib 
menjamin ketersediaan guru pembimbing khusus dan tenaga 
kependidikan inklusif, sarana prasarana, sumber daya serta 
pembiayaan pendidikan inklusif. Peraturan Gubernur tersebut 
memberikan penguatan terhadap penyelenggaraan pendidikan 
inklusif di sekolah. 
Teori Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
menjelaskan bahwa sumber daya merupakan keberhasilan 
implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan 
pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dapat 
berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu. 
Sumber daya merupakan komponen penting yang harus tersedia 
untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. 
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Sumber daya yang tersedia di Bidang SD, Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Teori 
Van Meter dan Van Horn. Dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul sudah menyediakan sumber daya berupa 
pemberian dana operasional, memberikan fasilitas dan guru 
pembimbing khusus untuk sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif di Kabupaten Bantul. 
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sumber daya 
yang disediakan di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul yaitu pemberian dana operasional, memberikan fasilitas dan 
guru pembimbing khusus. Pemberian bantuan sumber daya ini 
dilakukan untuk memperlancar dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah. 
3) Karakter Agen Pelaksana  
Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
menjelaskan sikap dan cara bertindak pelaku kebijakan sangat 
mempengaruhi keberhasilan atau kegalalan dalam implementasi 
kebijakan. Karakter agen pelaksana berhubungan dengan cara atau 
tindakan yang dilakukan agen pelaksana dalam menjalankan suatu 
kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Bidang 
SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah sesuai 
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dengan komponen teori Van Meter dan Van Horn. Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melakukan kerjasama 
dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta sekolah 
untuk memenuhi kebutuhan guru pembimbing khusus dan 
mengadakan pelatihan guru agar dapat menangani siswa 
berkebutuhan khusus di sekolah. Dinas juga memberikan pedoman 
penggunaan dana subsidi khusus untuk memudahkan sekolah 
memenuhi kebutuhan siswa.  
Kerjasama yang dilakukan untuk mendukung implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan 
Dasar sesuai dengan  Permendiknas No. 70 Tahun 2009 yang 
menyebutkan pemerintah dan pemerintah provinsi dapat membantu 
meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan 
pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.  
Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa 
Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah 
menentukan cara bertindak untuk melaksanakan kebijakan 
pendidikan inklusif bagi agen pelaksana melalui bekerjasama 
dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, DIY untuk 
memenuhi kebutuhan guru pembimbing khusus dan meningkatkan 




Komunikasi mempunyai peran yang penting dalam 
implementasi suatu kebijakan. Suatu kebijakan harus 
dikomunikasikan antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana 
kebijakan. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul memiliki 
tugas untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan 
pendidikan inklusif kepada seluruh sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif.  
Teori Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 109) 
menjelaskan suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif 
bila tujuan dari suatu kebijakan dikomunikasikan dan dipahami 
oleh para pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian 
tujuan tujuan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi dalam rangka 
penyampaian informasi suatu kebijakan kepada para pelaksana 
harus jelas dan akurat agar mudah dimengerti serta dapat berjalan 
sesuai dengan harapan. Implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
sudah dikomunikasikan melalui koordinasi dengan kepala UPT dan 
kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk 
mengetahui kebutuhan siswa berkebutuhan khusus yang ada di 
sekolah. Komunikasi juga dilakukan melalui penyampaian aspirasi 
kebutuhan dana subsidi untuk sekolah inklusif. 
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Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah komunikasi 
dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Bidang SD, Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sudah dilakukan melalui cara 
koordinasi  dengan kepala UPT, kepala sekolah serta penyampaian 
aspirasi tim staf kepada pimpinan di Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul. 
b. SD 1 Trirenggo 
1) Standar dan Tujuan Kebijakan  
Kebijakan yang telah dibuat pasti memiliki standar dan 
tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Standar dan tujuan kebijakan 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif diperlukan 
untuk mengarahkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini 
dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah di rencanakan. 
Standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo ditentukan dengan adanya 
kebijakan atau peraturan dari atas untuk memberikan kesempatan 
yang sama kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan, 
dapat belajar bersama dalam satu kelas sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuannya. 
Berdasarkan penjelasan di atas, standar dan tujuan 
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif di SD 
1 Trirenggo sudah sesuai dengan komponen standar dan tujuan 
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kebijakan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh 
Teori Van  Meter dan Van Horn. Teori tersebut menjelaskan 
bahwa kebijakan yang dibuat tentu saja memiliki standar dan 
tujuan jelas yang ingin dicapai. Tujuan dari kebijakan tersebut akan 
tercapai apabila agen pelaksana kebijakan paham standar dan 
tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo sudah mengacu 
pada kebijakan dari pemerintah untuk menerima siswa 
berkebutuhan khusus, melakukan pembimbingan, dan 
pendampingan belajar bagi siswa.  
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah standar dan 
tujuan kebijakan di SD 1 Trirenggo dalam rangka melaksanakan 
kebijakan pendidikan inklusif sudah dijalankan. Kebijakan atau 
peraturan tersebut sudah digunakan sekolah sebagai acuan dalam 
melaksanakan pendidikan inklusif. 
2) Sumber Daya 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo sudah dilaksanakan sejak penunjukkan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif yang dikeluarkan berdasarkan 
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul  Nomor 36/ KPTS/ 2013. Dalam menjalankan kebijakan, 
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sehingga SD 1 Trirenggo harus mengacu pada peraturan yang 
berlaku.  
Teori Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
menjelaskan bahwa sumber daya merupakan keberhasilan 
implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan 
pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dapat 
berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu. 
Sumber daya merupakan komponen penting yang harus tersedia 
untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. 
Sumber daya yang tersedia di SD 1 Trirenggo sudah sesuai 
dengan Teori Van Meter dan Van Horn. Dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo sudah 
menyediakan sumber daya berupa sarana prasarana untuk 
mempermudah pembelajaran dan aktivitas siswa, adanya pelatihan 
guru untuk meningkatkan kemampuan menangani siswa, 
pendampingan belajar dan pelatihan keterampilan siswa,  serta 
adanya dana subsidi khusus dari pemerintah. 
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sumber daya 
yang disediakan di SD 1 Trirenggo yaitu sarana prasarana untuk 
mempermudah pembelajaran dan aktivitas siswa, adanya pelatihan 
guru untuk meningkatkan kemampuan menangani siswa, 
pendampingan belajar dan pelatihan keterampilan siswa,  serta 
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adanya dana subsidi khusus dari pemerintah. Ketersediaan sumber 
daya ini dilakukan untuk memperlancar dalam pelaksanaan 
kebijakan pendidikan inklusif di sekolah. 
3) Karakter Agen Pelaksana  
Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
menjelaskan sikap dan cara bertindak pelaku kebijakan sangat 
mempengaruhi keberhasilan atau kegalalan dalam implementasi 
kebijakan. Karakter agen pelaksana berhubungan dengan cara atau 
tindakan yang dilakukan agen pelaksana dalam menjalankan suatu 
kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo sudah sesuai dengan komponen teori Van Meter dan 
Van Horn. SD 1 Trirenggo memiliki kriteria khusus untuk 
menentukan guru pembimbing khusus, dan guru di sekolah sudah 
melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif sesuai dengan 
tugasnya mulai dari pembuatan RPP sampai mengevaluasi 
pembelajaran yang disesuaiken dengan kebutuhan dan kemampuan 
siswa. Orang tua siswa juga berperan aktif untuk mendukung 
kegiatan sekolah terutama pembelajaran di kelas. 
Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa 
SD 1 Trirenggo sudah menentukan cara bertindak untuk 
melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif bagi agen pelaksana 
melalui penentuan kriteria untuk menjadi guru pembimbing khusus 
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di sekolah, guru membuat RPP sampai dengan mengevaluasi 
sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Orang tua turut berperan 
dalam melakukan pembimbingan secara langsung di kelas. 
4) Komunikasi 
Komunikasi mempunyai peran yang penting dalam 
implementasi suatu kebijakan. Suatu kebijakan harus 
dikomunikasikan antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana 
kebijakan. SD 1 Trirenggo memiliki tugas untuk menyampaikan 
informasi mengenai kebijakan pendidikan inklusif kepada seluruh  
warga sekolah  di SD 1 Trirenggo.  
Teori Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
menjelaskan suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif 
bila tujuan dari suatu kebijakan dikomunikasikan dan dipahami 
oleh para pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian 
tujuan tujuan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi dalam rangka 
penyampaian informasi suatu kebijakan kepada para pelaksana 
harus jelas dan akurat agar mudah dimengerti serta dapat berjalan 
sesuai dengan harapan. Implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di SD 1 Trirenggo sudah dikomunikasikan melalui sekolah 
dengan adanya pengurus pelaksanaan kebijakan pendidikan 
inklusif yang mencakup semua guru dan karyawan, orang tua siswa 
juga memiliki perwakilan untuk mengatur kegiatan pertemuan 
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orang tua dengan sekolah. Komunikasi juga ditunjukkan melalui 
kerjasama sekolah dengan pihak lain seperti dinas pendidikan, PLB 
UNY, konsultan sekolah dan lainnya. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah komunikasi 
dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di SD 1 Trirenggo 
dilakukan dengan adanya koordinasi pengurus harian pendidikan 
inklusif, adanya perwakilan orang tua untuk mengatur pertemuan 
orang tua dengan sekolah, komunikasi juga ditunjukkan dari 
kerjasama dan koordinasi denga dinas pendidikan, PLB UNY, 
konsultan sekolah dan lainnya. 
c. SD Kepuhan 
1) Standar dan Tujuan Kebijakan  
Kebijakan yang telah dibuat pasti memiliki standar dan 
tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Standar dan tujuan kebijakan 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif diperlukan 
untuk mengarahkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini 
dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah di rencanakan. 
Standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan adalah kebijakan yang 
diberikan kepada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
berupa program dari pemerintah dan dinas pendidikan mengenai 
penanganan siswa berkebutuhan khusus, sehingga sekolah inklusif 
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wajib menerima anak berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis 
ketunaan dan dapat menangani siswa sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuannya.  
Berdasarkan penjelasan di atas, standar dan tujuan 
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif di SD 
Kepuhan sudah sesuai dengan komponen standar dan tujuan 
kebijakan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh 
Teori Van  Meter dan Van Horn. Teori tersebut menjelaskan 
bahwa kebijakan yang dibuat tentu saja memiliki standar dan 
tujuan jelas yang ingin dicapai. Tujuan dari kebijakan tersebut akan 
tercapai apabila agen pelaksana kebijakan paham standar dan 
tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD Kepuhan sudah mengacu pada 
kebijakan dari pemerintah dan dinas pendidikan untuk menerima 
siswa berkebutuhan khusus, dan melakukan penanganan siswa 
sesuai kebutuhan dan kemampuannya.  
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah standar dan 
tujuan kebijakan di SD Kepuhan dalam rangka melaksanakan 
kebijakan sudah dilaksanakan. Kebijakan atau program pemerintah 
dan dinas tersebut sudah digunakan sekolah sebagai acuan dalam 
melaksanakan pendidikan inklusif. 
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2) Sumber Daya 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Kepuhan 
sudah dilaksanakan sejak penunjukkan sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul  Nomor 36/ 
KPTS/ 2013. Dalam menjalankan kebijakan, SD Kepuhan harus 
mengacu pada peraturan yang berlaku.  
Teori Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
menjelaskan bahwa sumber daya merupakan keberhasilan 
implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan 
pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dapat 
berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu. 
Sumber daya merupakan komponen penting yang harus tersedia 
untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. 
Sumber daya yang tersedia di SD Kepuhan sudah sesuai 
dengan Teori Van Meter dan Van Horn. Dalam implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD Kepuhan sudah  menyediakan 
sumber daya berupa sumber daya finansial bantuan dari 
pemerintah, sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan 
pendidikan inklusif berupa buku latihan membaca siswa, kacamata, 
braile dan keterlibatan pendidik dan orang tua dalam 
pembimbingan siswa.  
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Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sumber daya 
yang tersedia di SD Kepuhan berupa sumber daya finansial 
bantuan dari pemerintah, sarana prasarana yang menunjang 
pelaksanaan pendidikan inklusif berupa buku latihan membaca 
siswa, kacamata, braile dan keterlibatan pendidik dan orang tua 
dalam pembimbingan siswa.  Ketersediaan sumber daya ini 
dilakukan untuk memperlancar dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah. 
3) Karakter Agen Pelaksana  
Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
menjelaskan sikap dan cara bertindak pelaku kebijakan sangat 
mempengaruhi keberhasilan atau kegalalan dalam implementasi 
kebijakan. Karakter agen pelaksana berhubungan dengan cara atau 
tindakan yang dilakukan agen pelaksana dalam menjalankan suatu 
kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 
Kepuhan sudah sesuai dengan komponen teori Van Meter dan Van 
Horn. SD Kepuhan menentukan guru pembimbing khusus 
berdasarkan lulusan yang sesuai bidang PLB, mempunyai 
kesabaran dan pengalaman. Implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif juga dilakukan melalui sosialisai yang dilaksanakan di 
awal semester, cara penanganan dengan penggunaan metode 
pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan siswa, kerjasama 
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sekolah dengan pihak lain serta orang tua untuk membimbing anak 
di rumah. 
Kesimpulan dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa 
SD Kepuhan sudah menentukan cara bertindak untuk 
melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif bagi agen pelaksana 
sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn pada komponen 
karakteristik agen pelaksana. 
4) Komunikasi 
Komunikasi mempunyai peran yang penting dalam 
implementasi suatu kebijakan. Suatu kebijakan harus 
dikomunikasikan antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana 
kebijakan. SD Kepuhan memiliki tugas untuk menyampaikan 
informasi mengenai kebijakan pendidikan inklusif kepada seluruh  
warga sekolah.  
Teori Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 108) 
menjelaskan suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif 
bila tujuan dari suatu kebijakan dikomunikasikan dan dipahami 
oleh para pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian 
tujuan tujuan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi dalam rangka 
penyampaian informasi suatu kebijakan kepada para pelaksana 
harus jelas dan akurat agar mudah dimengerti serta dapat berjalan 
sesuai dengan harapan. Implementasi kebijakan pendidikan 
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inklusif di SD Kepuhan sudah dikomunikasikan sesuai komponen 
komunikasi dari Van Meter dan Van Horn melalui adanya 
kerjasama sekolah dengan pihak lain, sekolah melakukan 
komunikasi melalui pertemuan dengan orang tua dalam menangani 
permasalahan siswa berkebutuhan khusus walaupun respon orang 
tua kurang. Komunikasi juga ditunjukkan melalui monitoring yang 
dilakukan dinas pendidikan dan kepala sekolah untuk mengetahui 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah komunikasi 
dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di SD Kepuhan sudah 
dilakukan dengan kerjasama sekolah dengan pihak lain, sekolah 
mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk penanganan anak, 
komunikasi juga dilakukan melalui monitoring dinas dan kepala 
sekolah. 
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 
Pendidikan Inklusif 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat berhasil apabila 
memiliki komponen-komponen yang mendukung terselenggaranya 
pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga dapat 
terhambat atau menemui kendala apabila komponen-komponen yang 
mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak 
ada. Komponen keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif 
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menurut Mohammad Takdir (2013: 167) antara lain: a) fleksibilitas 
kurikulum (bahan ajar); b) tenaga pendidik (guru); c) input peserta didik; 
d) sarana prasarana; e) evaluasi pembelajaran; f) lingkungan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif. 
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat 
dijelaskan komponen tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan Kabupaten Bantul 
sebagai berikut:  
a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif 
1) Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar  
Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
yaitu  
a) Sarana Prasarana 
Sarana prasarana merupakan seperangkat peralatan 
yang menunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan. 
Sarana prasarana yang mendukung implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
yaitu adanya peraturan bupati, pemberian fasilitas bagi 
penyandang disabilitas, mendukung kebijakan pemerintah 
terkait wajib belajar 9 tahun.  
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Sarana prasarana dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
sudah sesuai dengan teori keberhasilan pendidikan inklusif 
yang dikemukakan oleh Bafadal (Mohammad Takdir, 2013: 
186) pada komponen sarana prasarana. Teori tersebut 
menjelaskan bahwa sarana prasarana yaitu semua perangkat 
peralatan, bahan, perabot yang langsung digunakan dalam 
proses pendidikan disekolah. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sarana 
prasarana di Dinas Pendidikan Dasar berupa peraturan bupati, 
pemberian fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan 
mendukung kebijakan wajib belajar 9 tahun. 
2) SD 1 Trirenggo 
Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di SD 1 Trirenggo yaitu: 
a) Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar) 
Kurikulum merupakan komponen yang penting untuk 
menentukan sistem pendidikan yang digunakan untuk 
mengatur jalannya proses pembelajaran. Faktor pendukung 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo 
menggunakan kurikulum yang dimodifikasi sesuai jenis 
ketunaan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, 
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modifikasi dilakukan pada RPP dan silabus di setiap mata 
pelajaran.  
Kurikulum dalam implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di SD 1 Trirenggo sudah sesuai dengan teori 
keberhasilan pendidikan inklusif yang dikemukakan 
Mohammad Takdir (2013: 167) pada komponen fleksibilitas 
kurikulum. Teori tersebut menjelaskan kurikulum pendidikan 
inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler yang 
dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan anak 
berkebutuhan khusus, berdasarkan pertimbangan karakteristik 
dan tingkat kecerdasannya. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah SD 1 
Trirenggo sudah menggunakan kurikulum yang dimodifikasi 
sesuai dengan jenis ketunaan dan kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus. 
b) Tenaga Pendidik (Guru) 
Pendidik merupakan komponen yang memiliki peran 
penting dalam menentukan proses pembelajaran di dalam 
kelas. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 
pendidikan  inklusif yang berkaitan dengan tenaga pendidik di 
SD 1 Trirenggo yaitu pelaksanaan pendidikan inklusif 
melibatkan semua guru, tenaga kependidikan, orang tua,  siswa 
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dan dinas pendidikan dalam memberi penanganan untuk siswa 
berkebutuhan khusus. Sekolah juga mengadakan pelatihan 
guru bekerjasama dengan dinas pendidikan. 
Tenaga pendidik dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo sudah sesuai dengan 
teori keberhasilan pendidikan inklusif  Mohammad Takdir 
(2013: 167) pada komponen tenaga pendidik (guru). Teori 
tersebut menjelaskan seorang guru memiliki peran yang 
penting dalam mengatur segala proses pembelajaran. Seorang 
pendidik harus memiliki empat kompetensi dalam dirinya, 
empat kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, 
kepribadian, sosial, dan profesional serta ada kemampuan yang 
perlu dimiliki seorang pendidik dalam mengajar yaitu 
kemampuan untuk memotivasi siswa dalam belajar. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah semua 
tenaga pendidik dan kependidikan di SD 1 Trirenggo turut 
berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. 
c) Input Peserta Didik 
Input peserta didik mempengaruhi penanganan yang 
dilakukan sekolah dalam melaksanakan kegiatan 
pendidikan. Faktor pendukung implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dalam menangani 
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input siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah 
melalui melalui pendataan awal saat pendaftaran dan 
assessment, serta ada penanganan saat pembelajaran di 
kelas untuk mengembangkan potensi siswa. 
Input peserta didik dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo sudah sesuai dengan 
teori keberhasilan pendidikan inklusif Mohammad Takdir 
(2013: 167) pada komponen input peserta didik. Teori tersebut 
menjelaskan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah 
ditentukan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik 
yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan 
kurikulum, bahan ajar dan proses belajar mengajar. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah input peserta 
didik mendukung dan menentukan metode pembelajaran yang 
akan digunakan.  
d) Sarana Prasarana 
Sarana prasarana merupakan seperangkat peralatan 
yang menunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan. 
Sarana prasarana yang mendukung implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo yaitu membangun 
beberapa fasilitas fisik dan menyediakan buku-buku untuk 
menunjang pelaksanaan pembelajaran serta ada dukungan dari 
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pemerintah berupa dana untuk memenuhi kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus.  
Sarana prasarana dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo sudah sesuai dengan 
teori keberhasilan pendidikan inklusif yang dikemukakan oleh 
Bafadal (Mohammad Takdir, 2013: 186) pada komponen 
sarana prasarana. Teori tersebut menjelaskan bahwa sarana 
prasarana yaitu semua perangkat peralatan, bahan, perabot 
yang langsung digunakan dalam proses pendidikan disekolah. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sarana 
prasarana di SD 1 Trirenggo berupa membangun beberapa 
fasilitas fisik dan menyediakan buku-buku untuk menunjang 
pelaksanaan pembelajaran serta ada dukungan dari pemerintah 
berupa dana untuk memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan 
khusus.  
e) Evaluasi pembelajaran 
Evaluasi pembelajaran yaitu kegiatan penilaian dari 
hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru dalam kurun 
waktu tertentu. Evaluasi pembelajaran yang mendukung 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo 
dilakukan dengan  mengadakan supervisi, rapat kenaikan kelas, 
diskusi antara pendidik dan tenaga kependidikan, serta adanya 
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penilaian hasil belajar siswa yang disesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuannya. 
Evaluasi pembelajaran dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo sudah sesuai dengan 
teori keberhasilan pendidikan inklusif Mohammad Takdir 
(2013: 168). Teori tersebut menjelaskan evaluasi pembelajaran 
merupakan kegiatan menilai proses dan hasil belajar untuk 
melihat kamajuan dan prestasi belajar peserta didik dalam 
penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran 
untuk anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan 
dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan 
minatnya. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah evaluasi 
pembelajaran di SD 1 Trirenggo dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif dilakukan dengan mengadakan supervisi, 
rapat kenaikan kelas, diskusi antara pendidik dan tenaga 
kependidikan, serta adanya penilaian hasil belajar siswa yang 




f) Lingkungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 
Lingkungan sekolah inklusif berkaitan dengan 
lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan 
inklusif. Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di SD 1 Trirenggo adalah adanya pertemuan rutin 
pihak sekolah dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus, 
kerjasama sekolah dengan pihak lain, interaksi dan kebiasaan 
penggunaan bahasa antara siswa berkebutuhan khusus dengan 
siswa normal di lingkungan sekolah, dan motivasi yang 
diberikan orang tua untuk keberhasilan anak. 
Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo sudah sesuai dengan teori keberhasilan pendidikan 
inklusif yang dikemukakan Mohammad Takdir (2013: 168). 
Teori tersebut menjelaskan lingkungan penyelenggara sekolah 
inklusif tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan 
sekitar sekolah tetapi juga orang tua, pemerintah dan sekolah 
inklusif tersebut. Orang tua harus aktif berkomunikasi dan 
berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar 
anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar 
anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-
program lain di luar sekolah. 
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Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah lingkungan 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif didukung dengan 
pertemuan rutin orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan 
sekolah, kerjasama sekolah dengan pihak lain, interaksi dan 
kebiasaan siswa, dan motivasi yang diberikan orang tua untuk 
siswa berkebutuhan khusus.  
3) SD Kepuhan 
Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan yaitu: 
a) Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar) 
Kurikulum merupakan komponen yang penting untuk 
menentukan sistem pendidikan yang digunakan untuk 
mengatur jalannya proses pembelajaran. Faktor pendukung 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Kepuhan 
yaitu sekolah membuat kurikulum sendiri sesuai kebutuhan 
dan kemampuan siswa, mulai dari silabus sampai KKM. 
Sekolah juga memberikan kebebasan guru dalam menentukan 
metode dan inovasi pembelajaran yang digunakan guru. Selain 
itu, kurikulum juga membantu orang tua dalam membimbing 
anak. 
Kurikulum dalam implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di SD Kepuhan sudah sesuai dengan teori keberhasilan 
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pendidikan inklusif yang dikemukakan Mohammad Takdir 
(2013: 167) pada komponen fleksibilitas kurikulum. Teori 
tersebut menjelaskan kurikulum pendidikan inklusif 
menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi 
sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, 
berdasarkan pertimbangan karakteristik dan tingkat 
kecerdasannya. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah SD Kepuhan 
sudah menggunakan kurikulum modifikasi yang dibuat sendiri 
yang sesuai dengan jenis ketunaan dan kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus. 
b) Tenaga Pendidik (Guru) 
Pendidik merupakan komponen yang memiliki peran 
penting dalam menentukan proses pembelajaran di dalam 
kelas. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif yang berkaitan dengan tenaga pendidik di 
SD Kepuhan yaitu adanya kerjasama guru kelas dan guru 
pembimbing khusus untuk menangani permasalahan yang 
berkaitan dengan pembelajaran siswa berkebutuhan khusus. 
Tenaga pendidik juga dilatih oleh Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga DIY untuk dapat menangani siswa berkebutuhan 
khusus dalam kelas. 
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Tenaga pendidik dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan sudah sesuai dengan teori 
keberhasilan pendidikan inklusif  Mohammad Takdir (2013: 
167) pada komponen tenaga pendidik (guru). Teori tersebut 
menjelaskan seorang guru memiliki peran yang penting dalam 
mengatur segala proses pembelajaran. Seorang pendidik harus 
memiliki empat kompetensi dalam dirinya, empat kompetensi 
tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional serta ada kemampuan yang perlu dimiliki seorang 
pendidik dalam mengajar yaitu kemampuan untuk memotivasi 
siswa dalam belajar. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah semua guru 
kelas dan guru pembimbing khusus di SD Kepuhan saling 
bekerjasama dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, 
adanya pelatihan agar guru dapat menangani siswa 
berkebutuhan khusus. 
c) Input Peserta Didik 
Input peserta didik mempengaruhi penanganan yang 
dilakukan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. 
Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif 
di SD Kepuhan dalam menangani input siswa berkebutuhan 
khusus yang ada di sekolah melalui identifikasi dan  
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assessment yang dilakukan di awal tahun ajaran. Setelah 
sekolah mengetahui jenis ketunaan, penanganan siswa 
berkebutuhan khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kemampuan serta potensi yang ada dalam diri anak. 
Input peserta didik dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan sudah sesuai dengan teori 
keberhasilan pendidikan inklusif Mohammad Takdir (2013: 
167) pada komponen input peserta didik. Teori tersebut 
menjelaskan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah 
ditentukan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik 
yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan 
kurikulum, bahan ajar dan proses belajar mengajar. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah input peserta 
didik mendukung dan menentukan penanganan siswa 
berkebutuhan khusus yang ada di SD Kepuhan agar dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta potensi 
yang ada dalam diri anak. 
d) Sarana Prasarana 
Sarana prasarana merupakan seperangkat peralatan 
yang menunjang keberlangsungan sebuah proses pendidikan. 
Sarana prasarana yang mendukung implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan yaitu dana subsidi khusus 
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dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, kacamata, 
braile, dan buku latihan membaca untuk siswa slow learner. 
Sarana prasarana dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan sudah sesuai dengan teori 
keberhasilan pendidikan inklusif yang dikemukakan oleh 
Bafadal (Mohammad Takdir, 2013: 186) pada komponen sarana 
prasarana. Teori tersebut menjelaskan bahwa sarana prasarana 
yaitu semua perangkat peralatan, bahan, perabot yang langsung 
digunakan dalam proses pendidikan disekolah. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sarana 
prasarana di SD Kepuhan berupa dana subsidi khusus dari Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, kacamata, braile, dan buku 
latihan membaca untuk siswa slow learner. 
e) Lingkungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 
Lingkungan sekolah inklusif berkaitan dengan 
lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan 
inklusif. Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di SD Kepuhan adalah kerjasama yang terjalin antara 
pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan Dasar mengenai 
pemenuhan kebutuhan dan penanganan siswa berkebutuhan 
khusus di sekolah. komponen ini juga dipengaruhi adanya 
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perlakuan yang sama antar siswa dalam berinteraksi di 
lingkungan sekolah. 
Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 
Kepuhan sudah sesuai dengan teori keberhasilan pendidikan 
inklusif yang dikemukakan Mohammad Takdir (2013: 168). 
Teori tersebut menjelaskan lingkungan penyelenggara sekolah 
inklusif tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan 
sekitar sekolah tetapi juga orang tua, pemerintah dan sekolah 
inklusif tersebut. Orang tua harus aktif berkomunikasi dan 
berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar 
anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar 
anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-
program lain di luar sekolah. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah lingkungan 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif didukung dengan 
adanya kerjasama yang terjalin antara pihak sekolah dengan 
Dinas Pendidikan Dasar mengenai pemenuhan kebutuhan dan 
penanganan siswa berkebutuhan khusus di sekolah. komponen 
ini juga dipengaruhi adanya perlakuan yang sama antar siswa 
dalam berinteraksi di lingkungan sekolah.  
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b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif 
1) Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh 
beberapa komponen yang dapat menentukan keberhasilan atau 
kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif 
tersebut. Komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu: 
a) Tenaga Pendidik 
Seorang pendidik memiliki peran penting dalam 
mengatur jalannya pendidikan, mulai dari perencanaan sampai 
evaluasi. Oleh karena itu, pendidik harus menguasai segala 
sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan. 
Tenaga Pendidik (guru) yang menjadi penghambat dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yaitu kurangnya 
ketersediaan guru pembimbing khusus sehingga sekolah 
kerepotan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus yang 
ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (sekolah 
inklusif). 
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif tersebut bertentangan dengan teori 
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keberhasilan pendidikan inklusif yang dikemukakan 
Mohammad Takdir (2013: 167). Teori tersebut menjelaskan 
seorang guru harus memiliki empat kompetensi yaitu 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, kompetensi 
profesional serta harus memiliki kemampuan untuk memotivasi 
siswa dalam pembelajaran. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar kurang dalam memenuhi ketersediaan 
guru pembimbing khusus sehingga sekolah kerepotan untuk 
menangani siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif (sekolah inklusif). 
b) Sarana Prasarana 
Sarana prasarana merupakan peralatan atau fasilitas 
yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan suatu 
kegiatan. Sarana prasarana yang menghambat implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul yaitu kurangnya akses dan sarana 
prasarana atau fasiltias untuk memenuhi kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus di sekolah, bantuan alokasi subsidi dana 
khusus yang diberikan dinas pendidikan untuk sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif belum berdasarkan jumlah 
siswa berkebutuhan khusus yang ada disekolah,  namun masih 
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berdasarkan sejumlah sekolah yang menyelenggarakan 
pendidikan inklusif. 
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif tersebut bertentangan dengan teori 
keberhasilan pendidikan inklusif Bafadal (Mohammad Takdir 
2013: 186). Teori tersebut menjelaskan sarana prasarana yaitu 
semua perangkat peralatan, bahan, perabot yang langsung 
digunakan dalam proses pendidikan disekolah. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah Bidang SD, 
Dinas Pendidikan Dasar kurang dalam memenuhi akses dan 
sarana prasarana atau fasiltias untuk memenuhi kebutuhan 
siswa berkebutuhan khusus di sekolah, bantuan alokasi subsidi 
dana khusus yang diberikan dinas pendidikan untuk sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif belum berdasarkan jumlah 
siswa berkebutuhan khusus yang ada disekolah,  namun masih 
berdasarkan sejumlah sekolah yang menyelenggarakan 
pendidikan inklusif. 
2) SD 1 Trirenggo 
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo yaitu: 
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a) Tenaga Pendidik 
Seorang pendidik memiliki peran penting dalam 
mengatur jalannya pendidikan, mulai dari perencanaan sampai 
evaluasi. Tenaga Pendidik (guru) yang menjadi penghambat 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo yaitu guru kurang memiliki keseriusan dalam 
menangani siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. 
Sekolah juga kesulitan memperoleh guru pembimbing khusus 
yang berkompeten dan sesuai dengan bidang keilmuannya. 
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif tersebut bertentangan dengan teori 
keberhasilan pendidikan inklusif yang dikemukakan 
Mohammad Takdir (2013: 167). Teori tersebut menjelaskan 
seorang guru harus memiliki empat kompetensi yaitu 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, kompetensi 
profesional serta harus memiliki kemampuan untuk memotivasi 
siswa dalam pembelajaran. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah guru SD 1 
Trirenggo kurang memiliki keseriusan dalam menangani siswa 
berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Sekolah juga 
kesulitan memperoleh guru pembimbing khusus yang 
berkompeten dan sesuai dengan bidang keilmuannya. 
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b) Sarana Prasarana 
Sarana prasarana merupakan peralatan atau fasilitas 
yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan suatu 
kegiatan. Sarana prasarana yang menghambat implementasi 
kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo yaitu sarana 
prasarana yang belum menunjang keinklusian siswa secara 
khusus dan pemanfaatan sarana prasarana mengandalkan guru 
pembimbinng khusus. 
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif tersebut bertentangan dengan teori 
keberhasilan pendidikan inklusif Bafadal (Mohammad Takdir 
2013: 186). Teori tersebut menjelaskan sarana prasarana yaitu 
semua perangkat peralatan, bahan, perabot yang langsung 
digunakan dalam proses pendidikan disekolah. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah ketersediaan 
sarana prasarana belum menunjang keinklusian siswa secara 
khusus dan pemanfaatan sarana prasarana mengandalkan guru 
pembimbinng khusus. 
3) SD Kepuhan 
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di Kepuhan yaitu: 
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a) Tenaga Pendidik 
Seorang pendidik memiliki peran penting dalam 
mengatur jalannya pendidikan, mulai dari perencanaan sampai 
evaluasi. Tenaga Pendidik (guru) yang menjadi penghambat 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 
Kepuhan yaitu guru kelas dan guru pembimbing khusus kurang 
optimal dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. 
Guru kelas juga mengalami kesulitan dalam memberikan 
pemahaman pada siswa normal tentang penanganan yang 
dilakukannya untuk siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas. 
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif tersebut bertentangan dengan teori 
keberhasilan pendidikan inklusif yang dikemukakan 
Mohammad Takdir (2013: 167). Teori tersebut menjelaskan 
seorang guru harus memiliki empat kompetensi yaitu 
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, kompetensi 
profesional serta harus memiliki kemampuan untuk memotivasi 
siswa dalam pembelajaran. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah guru kelas 
dan guru pembimbing khusus kurang optimal dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Guru kelas juga 
mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman pada 
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siswa normal tentang penanganan yang dilakukannya untuk 
siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas. 
b) Lingkungan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 
Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
merupakan lingkungan yang mempunyai pengaruh dalam 
penerapan kebijakan pendidikan inklusif. Lingkungan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif yang menghambat dalam 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif berupa kurangnya 
peran sekolah dan partisipasi orang tua dalam memperhatikan 
dan menangani permasalahan anak berkebutuhan khusus di 
sekolah. 
Lingkungan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 
Kepuhan bertentangan dengan teori keberhasilan pendidikan 
inklusif yang dikemukakan Mohammad Takdir (2013: 168). 
Teori tersebut menjelaskan lingkungan penyelenggara sekolah 
inklusif tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan 
sekitar sekolah tetapi juga orang tua, pemerintah dan sekolah 
inklusif tersebut. Orang tua harus aktif berkomunikasi dan 
berkonsultasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar 
anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar 
218 
anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-
program lain di luar sekolah. 
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah faktor 
penghambat di SD Kepuhan kurangnya peran sekolah dan 
partisipasi orang tua dalam memperhatikan dan menangani 
permasalahan anak berkebutuhan khusus di sekolah. 
3. Cara Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Inklusif 
1) Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Cara mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul yaitu: 
a) Dinas mendata siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah 
sehingga subsidi dana khusus benar-benar diberikan untuk sekolah 
inklusif.  
Kegiatan pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul bertujuan untuk mengetahui sekolah yang 
memiliki siswa berkebutuhan khusus. Pendataan ini dilakukan di 
semua sekolah umum pada setiap jenjang pendidikan, baik sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif atau sekolah yang belum 
terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. 
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Pemberian dana subsidi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013 
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pasal 2 yang 
menjelaskan bahwa:  
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin :  
a.  terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan;  
b. tersedianya tenaga pendidik termasuk Guru Pembimbing 
Khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif;  
c. tersedianya sarana prasarana Pendidikan Inklusif; dan  
d. tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif.  
 
b) Melatih guru umum untuk dapat menangani siswa berkebutuhan 
khusus 
Pelatihan yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar bersama 
dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bertujuan untuk 
memberikan kemudahan sekolah dalam melakukan penanganan 
terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Penanganan 
terhadap siswa berkebutuhan khusus tidak hanya dilakukan di kelas 
tetapi di lingkungan sekolah. 
Pelatihan yang dilakukan dinas sesuai dengan 
Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif 
Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau 
Bakat Istimewa. Pasal 10 Ayat (3) menjelaskan bahwa: 
“Pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan kompetensi di 
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bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan 
pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif” 
c) Dinas memonitoring implementasi kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
Kegiatan Monitoring dinas dilakukan untuk mengetahui 
pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Monitoring ini 
berfungsi untuk melakukan pengawasan, pembinaan pendidikan 
inklusif sesuai kewenangannya. 
Monitoring yang dilakukan dinas sesuai dengan Peraturan 
Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif 
Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau 
Bakat Istimewa. Pasal 12 menjelaskan bahwa: “Pemerintah, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan 
pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan 
kewenangannya”. 
2) SD 1 Trirenggo 
Cara mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo yaitu: 
a) Menggunakan dana subsidi khusus inklusif dengan seefektif 
mungkin. 
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Penggunaan dana khusus di sekolah harus kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus yang terdaftar di sekolah. Dana subsidi 
khusus yang diberikan kepada sekolah bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan siswa berdasarkan jenis ketunaan dan kebutuhan siswa 
di sekolah.  
Penggunaan dana subsidi khusus bagi sekolah harus sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami siswa. Hal ini sesuai 
dengan pedoman yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Subsidi 
Sekolah Dasar Penyelenggara Inklusi Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015. 
b) Membangun kesadaran guru dan orang tua untuk lebih 
memperhatikan siswa berkebutuhan khusus. 
Upaya menumbuhkan kesadaran dari guru dan orang tua 
siswa berkebutuhan khusus agar lebih memperhatikan siswa 
berkebutuhan khusus dilakukan sekolah melalui pertemuan rutin 
orang tua dengan sekolah bersama konsultan sekolah. Kegiatan ini 
bertujuan untuk penguatan penerimaan orang tua terhadap kondisi 
dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang berbeda dengan 
anak normal. Adanya rapat kepala sekolah dengan guru dan tenaga 
kependidikan bertujuan untuk memberikan motivasi dan penguatan 
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guru agar dapat menangani siswa berkebutuhan khusus sesuai 
kebutuhan dan kemampuannya. 
Upaya yang dilakukan merupakan kebijakan sekolah yang 
ditetapkan berdasarkan musyawarah antara kepala sekolah, guru 
dan tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, serta 
masyarakat sekitar atau pejabat setempat. Kebijakan ini merupakan 
langkah sekolah dalam memberikan pelayanan yang sesuai untuk 
setiap siswa.  
c) Melibatkan guru dalam penelitian untuk mengoptimalkan kegiatan 
belajar mengajar dalam kelas 
Keterlibatan guru dalam penelitian yang dilakukan kepala 
sekolah atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ini 
merupakan salah satu cara kepala sekolah untuk meningkatkan 
kemampuan guru dalam melakukan kegiatan mengajar di kelas. 
Guru secara tidak langsung dapat melakukan diskusi dengan 
mahasiswa berdasarkan tema penelitian yang teliti mahasiswa. 
Selain itu, guru juga harus siap untuk membuat dan menyediakan 
semacam administrasi untuk kelengkapan penelitian atau kegiatan 
supervisi sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah atau dinas 
pendidikan.  
Kegiatan ini merupakan kebijakan kepala sekolah yang 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan 
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kegiatan mengajar di dalam kelas. Guru juga dapat melakukan 
konsultasi dengan kepala sekolah apabila dalam kegiatan penelitian 
yang dilakukan oleh kepala sekolah guru mengalami kesulitan. 
d)  Adanya diklat/ pelatihan guru untuk menangani siswa 
berkebutuhan khusus. 
Pelatihan yang dilakukan sekolah bertujuan untuk 
memberikan kemudahan sekolah dalam melakukan penanganan 
terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Penanganan 
terhadap siswa berkebutuhan khusus tidak hanya dilakukan di kelas 
tetapi di lingkungan sekolah. 
Pelatihan guru untuk menangani siswa berkebutuhan 
khusus di sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 
Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki 
Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa. Pasal 10 Ayat (5) 
yang menjelaskan bahwa: 
“Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif 
dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan 
pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, 
lembaga rehabilitasi, rumahsakit dan pusat kesehatan 
masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya 





e) Mengajukan proposal permohonan bantuan dana untuk memenuhi 
sarana prasarana. 
Pengajuan permohonan proposal ini untuk memenuhi 
kebutuhan dana dalam rangka pengadaan sarana prasarana agar 
dapat menunjang keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah. 
Pengajuan permohonan dana ini dilakukan sekolah kepada Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.  
Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 
Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki 
Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa. Pasal 11 Ayat 4 
menjelaskan bahwa: 
Jenis dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
berupa: 
a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring, dan evaluasi; 
b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan 
asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan 
layanan advokasi peserta didik. 
c. bantuan profesional dalam melakukan modifikasi 
kurikulum, program pendidikan 
d. individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber 
belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel. 
 
3) SD Kepuhan 
Cara mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif di SD Kepuhan yaitu: 
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a) Sekolah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga DIY dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. 
Pelatihan yang dilakukan sekolah bertujuan untuk 
memberikan kemudahan sekolah dalam melakukan penanganan 
terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Penanganan 
terhadap siswa berkebutuhan khusus tidak hanya dilakukan di kelas 
tetapi di lingkungan sekolah.  
Pelatihan guru untuk menangani siswa berkebutuhan 
khusus di sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 
Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki 
Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa. Pasal 10 Ayat (5) 
yang menjelaskan bahwa: 
“Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif 
dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan 
pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, 
lembaga rehabilitasi, rumahsakit dan pusat kesehatan 
masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), dan masyarakat. 
 
b) Pihak sekolah mengingatkan siswa untuk belajar di rumah.  
Kegiatan mengingatkan siswa untuk belajar di rumah 
merupakan kebijakan sekolah dalam meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 
Kegiatan ini juga dilakukan karena keterbatasan guru dalam 
menangani siswa saat pembelajaran di sekolah.  
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c) Sekolah melibatkan orang tua siswa berkebutuhan khusus melalui 
adanya POT (Paguyuban Orang Tua) dan orang tua melakukan 
pendampingan belajar anak di rumah. 
Paguyuban Orang Tua merupakan kegiatan yang diadakan 
sekolah secara rutin untuk melakukan diskusi atau koornasi dengan 
orang tua agar memberikan perhatian dan pendampingan belajar 
kepada siswa berkebutuhan khusus di  rumah. Kegiatan ini 
merupakan kebijakan sekolah untuk memberikan pelayanan yang 
sesuai kepada siswa berkebutuhan khusus dengan melibatkan guru, 
tenaga kependidikan dan komite sekolah serta pejabat UPT.  
D. Keterbatasan Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini sangat terbatas hanya pada kajian 
tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusi, sehingga hanya dapat 
mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pokok implementasi 
sekolah inklusi dan belum tentu sesuai untuk kebijakan yang lain. Hal-hal 
yang direncanakan untuk dilakukan tetapi tidak dapat dilakukan karena 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan 
yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. SD 1 Trirenggo sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif 
melalui penetapan pengurus harian pelaksana pendidikan inklusif, 
pemenuhan sarana prasarana, adanya pelatihan guru, kerjasama 
sekolah dengan pihak lain, dan pertemuan rutin dengan orang tua. SD 
Kepuhan juga sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif 
melalui pembentukan pengurus harian pendidikan inklusif, melakukan 
sosialisasi kepada orang tua, assessment, penanganan kepada siswa 
dan pertemuan rutin POT, kerjasama sekolah dengan dinas pendidikan 
dan pemenuhan sarana prasarana. 
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 
Trirenggo adalah (1) kurikulum sudah dimodifikasi sesuai jenis 
ketunaan dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus; (2) semua tenaga 
pendidik dan kependidikan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan; (3) 
sekolah sudah mendata siswa berkebutuhan khusus saat pendaftaran 
dan melakukan assessment; (4) sarana prasarana sudah sesuai 
kebutuhan siswa; (5) penilaian hasil belajar siswa sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan siswa; (6) sekolah menjalin kerjasama 
dengan pihak lain, orang tua dan interaksi yang baik antar siswa. 
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Faktor pendukung  di SD Kepuhan  yaitu (1) sekolah sudah membuat 
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa; (2) 
adanya pelatihan guru, kerjasama antara guru dan guru pembimbing 
khusus; (3) sekolah menentukan penanganan siswa berdasarkan 
kebutuhan dan kemampuannya; (4) adanya bantuan dana subsidi 
khusus dari dinas dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan 
siswa; (5) sekolah menjalin kerjasama dengan pihak lain dan sikap 
menghargai dan saling membantu antar siswa.  
Faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 
1 Trirenggo yaitu (1) guru kurang serius menangani siswa 
berkebutuhan khusus, sekolah juga kesulitan memperoleh guru 
pembimbing khusus; (2) ketersediaan sarana prasarana belum 
menunjukkan keinklusian secara khusus, kurangnya pemanfaatan 
fasilitas sekolah. Faktor penghambat SD Kepuhan yaitu (1) guru 
kurang optimal melaksanakan kebijakan dan kesulitan memberikan 
pemahaman kepada siswa; (2) kurangnya peran sekolah dan partisipasi 
orang tua dalam pendidikan anak. 
3. Cara mengatasi hambatan implementasi kebijakan di SD 1 Trirenggo 
yaitu (1) sekolah menggunakan dana seefektif mungkin; (2) sekolah 
terus berupaya membangun kesadaran guru dan orang tua mengenai 
perhatian pendidikan terhadap anak; (3) kepala sekolah melibatkan 
guru dalam penelitian; (4) sekolah bekerjasama dengan pihak lain 
mengadakan pelatihan guru; (5) sekolah mengajukan permohonan 
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bantuan dana kepada dinas pendidikan. Cara mengatasi di SD Kepuhan 
yaitu (1) sekolah berkonsultasi dengan dinas dan menjalin kerjasama 
dengan pihak lain; (2) sekolah selalu mengingatkan siswa untuk 
belajar di rumah; (3) sekolah mengadakan pertemuan paguyuban orang 
tua dan orang tua melakukan pendampingan belajar anak di rumah. 
B. Saran 
1. Bagi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul  
a. Memberikan dana subsidi khusus berdasarkan jumlah siswa 
berkebutuhan khusus. 
b. Meningkatkan pengawasan implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
2. Bagi SD 1 Trirenggo 
a. Guru kelas dan guru pembimbing khusus perlu meningkatkan 
penanganan siswa berkebutuhan khusus. 
b. Kepala sekolah perlu meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana 
yang tersedia di sekolah. 
3. Bagi SD Kepuhan 
a. Guru perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak 
lain dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. 
b. Kepala sekolah dan orang tua perlu meningkatkan kesadaran dan 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD 1 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD 1 
TRIRENGGO DAN SD KEPUHAN KABUPATEN BANTUL 
Peneliti dalam penelitian ini  melakukan wawancara dengan Bidang SD, Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul; kepala sekolah; guru kelas dan guru 
pembimbing khusus serta orang tua siswa berkebutuhan khusus. Daftar 
pertanyaan dalam wawancara ini yaitu: 
A. Wawancara dengan Kepala Seksi dan Staf Bidang SD, Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul 
1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai  kebijakan pendidikan inklusif 
di Kabupaten Bantul? 
2. Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif mulai diterapkan di Kabupaten 
Bantul? 
3. Apa saja program kebijakan pendidikan inklusif dari Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul? 
4. Siapa saja yang turut terlibat dalam program kebijakan pendidikan 
inklusif? 
5. Bagaimana persiapan pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif 
dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul? 
6. Bagaimana pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif dari Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul? 
7. Bagaimana bentuk evaluasi program kebijakan pendidikan inklusif dari 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul? 
8. Apa saja faktor pendukung terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusif dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul? 
9. Apa saja faktor penghambat terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusif dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul? 
10. Bagaimana Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mengatasi 
hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif? 
B. Wawancara dengan Kepala Sekolah 
1. Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif? 
2. Apa latar belakang yang mendasari adanya kebijakan pendidikan inklusif 
di sekolah? 
3. Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah? 
4. Apakah visi dan misi sekolah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif? 
5. Apa saja program yang terdapat di sekolah mengenai kebijkan pendidikan 
inklusif? 
6. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah? 
7. Bagaimana persiapan pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif 
di sekolah? 
8. Bagaimana pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah? 
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9. Bagaimana bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program kebijakan 
pendidikan inklusif? 
10. Apa saja faktor pendukung terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah? 
11. Apa saja faktor penghambat terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah? 
12. Bagaimana sekolah mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
program kebijakan pendidikan inklusif?  
13. Berapakah jumlah guru pembimbing khusus yang ada di sekolah ini? 
14. Apa persyaratan menjadi guru pembimbing khusus di sekolah ini? 
15. Apa tugas utama menjadi guru pembimbing khusus di sekolah ini? 
16. Apakah tugas membimbing siswa berkebutuhan khusus hanya dibebankan 
kepada guru pembimbing khusus? 
17. Apa saja prestasi yang telah diraih selama melaksanakan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah? 
18. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan 
pendidikan inklusif di sekolah? 
19. Bagaimana bentuk kerjasama Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
dengan sekolah? 
20. Bagaimana keterlibatan orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan 
sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif? 
C. Wawancara dengan Guru Kelas 
1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif? 
2. Apa latar belakang yang mendasari adanya kebijakan pendidikan inklusif 
di sekolah? 
3. Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif diterapkan di sekolah? 
4. Apakah sekolah memiliki tata cara untuk membantu guru-guru dalam 
menangani berkebutuhan khusus? 
5. Apakah sekolah mengadaptasi kurikulum dan pembelajaran sesuai 
kemampuan siswa berkebutuhan khusus? 
6. Apakah sekolah memiliki buku dan bahan ajar yang sesuai dengan 
kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus? 
7. Apakah sekolah memberikan kebebasan guru untuk menggunakan metode 
pembelajaran dan berinovatif dalam  belajar siswa berkebutuhan khusus? 
8. Bagaimana sistem pengajaran guru kepada semua siswa yang beragam 
dalam proses pembelajaran? 
9. Apa kesulitan yang dihadapi guru ketika proses pembelajaran di kelas 
bersama siswa berkebutuhan khusus? 
10. Bagaimana perlakuan siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah? 
D. Wawancara dengan Guru Pembimbing Khusus 
1. Bagaimana pendapat ibu/ mbak mengenai kebijakan pendidikan inklusif? 
2. Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif diterapkan di sekolah? 
3. Apa latar belakang ditetapkannya kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah? 
4. Sejak kapan ibu menjadi guru pembimbing khusus di sekolah? 
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5. Apa tugas utama menjadi guru pembimbing khusus di sekolah? 
6. Bagaimana cara guru pembimbing khusus mendidik siswa ABK dan non 
ABK di sekolah? 
7. Apakah ada peran dari dinas pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah? 
8. Apakah tugas membimbing siswa ABK hanya dibebankan kepada guru 
pembimbing khusus? 
9. Apa saja fasilitas yang tersedia untuk siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah? 
10. Apakah sekolah memberikan kebebasan guru untuk menggunakan metode 
pembelajaran dan berinovatif dalam proses belajar siswa berkebutuhan 
khusus? 
E. Wawancara dengan Orang Tua/ Wali Siswa Berkebutuhan Khusus 
1. Apa pendidikan terakhir ibu? 
2. Apa pekerjaan ibu? 
3. Apa pendapat ibu mengenai pendidikan inklusif? 
4. Apa alasan ibu menyekolahkan anak di sekolah ini? 
5. Apa potensi yang ada dalam diri anak menurut ibu?  
6. Bagaimana sikap anak selama di rumah setelah bersekolah di sekolah ini? 
7. Apa dampak positif yang diperoleh anak setelah sekolah? 
8. Bagaimana cara menyemangati anak untuk tetap bersekolah? 
9. Apa saja prestasi yang telah diperoleh anak selama sekolah? 
10. Bagaimana bentuk keterlibatan sekolah dengan orang tua untuk 
perkembangan belajar anak? 














Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD 1 
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Lampiran 4. Catatan Lapangan 
 
Catatan Lapangan I 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 3 Desember 2015 
Tempat : Seksi PLB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, DIY 
Kegiatan : Observasi awal dan meminta data keinklusifan 
Peneliti sebelum melakukan penelitian di Kabupaten Bantul meminta data tentang 
kebijakan dan program serta data sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan observasi ini ingin mengetahui 
program yang digunakan Seksi PLB untuk melaksanakan kebijakan pendidikan 
inklusif. 
Catatan Lapangan II 
Hari/ Tanggal : Selasa/ 15 Desember 2015 
Tempat : Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Kegiatan : Observasi awal dan meminta data keinklusifan 
Kegiatan yang dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
adalah meminta pedoman pelaksanaan, data sekolah inklusif dan konfirmasi 
sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui jumlah sekolah inklusif  dan siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten 
Bantul sehingga peneliti dapat menentukan sekolah inklusif yang akan diteliti. 
Catatan Lapangan III 
Hari/ Tanggal : Senin/ 28 Desember 2015 
Tempat : SD 1 Trirenggo 
Kegiatan : Observasi awal dan permohonan izin penelitian 
Peneliti melakukan observasi awal di SD 1 Trirenggo saja karena peneliti 
mengambil sekolah dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus terbanyak, 
sedangkan sekolah kedua belum dipilih karena ada beberapa sekolah dengan 
jumlah siswa berkebutuhan khusus yang sama. Tujuan peneliti ke SD 1 Trirenggo 
untuk meminta izin kepada sekolah melakukan penelitian skripsi dengan judul 
implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan 
Kabupaten Bantul.  
Catatan Lapangan IV 
Hari/ Tanggal : Senin/ 27 Juni 2016 
Tempat : Kampus FIP UNY 
Kegiatan : Pembuatan surat izin penelitian  
Proposal penelitian skripsi telah selesai dibuat dan mendapatkan persetujuan dari 
dosen pembimbing skripsi, ketua jurusan dan wakil dekan I FIP UNY. Peneliti 
dalam pembuatan surat izin penelitian ini menyerahkan proposal penelitian skripsi 
ke subbag pendidikan FIP UNY untuk dibuatkan surat pengantar penelitian ke 
Bappeda Kabupaten Bantul. 
Catatan Lapangan V 
Hari/ Tanggal : Selasa/ 28 Juni 2016 
Tempat : Kampus FIP UNY 
Kegiatan : Pengambilan surat izin penelitian 
Kegiatan yang dilakukan peneliti mengambil surat pengantar penelitian dari 
kampus dan difoto copy untuk beberapa tembusan yang dituju. Surat pengantar 
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penelitian ini ditujukan kepada Bappeda Kabupaten Bantul sebagai badan yang 
mengurusi penelitian, PKL/PPL dan KKN mahasiswa/ masyarakat lainnya. 
Catatan Lapangan VI 
Hari/ Tanggal : Rabu/ 29 Juni 2016  
Tempat : Bappeda Kabupaten Bantul 
Kegiatan : Pengurusan surat izin penelitian skripsi 
Pada tanggal tersebut peneliti ke kantor Bappeda Kab. Bantul yang berada 
dilingkungan Kantor Bupati Bantul. Tujuan peneliti untuk membuat surat izin 
penelitian skripsi yang ditujukan kepada Bidang SD, Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul; SD 1 Trirenggo; dan SD Kepuhan. Dalam pembuatan surat 
izin penelitian ini, peneliti mengumpulkan proposal skripsi satu bendel, surat 
pengantar dari kampus serta foto copy KTP dan KTM.  
Catatan Lapangan VII 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 30 Juni 2016 
Tempat : Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul, UPT Kec. Bantul, dan 
UPT Kec. Sewon  
Kegiatan : Penyerahan surat tembusan penelitian skripsi 
Setelah surat izin penelitian selesai dibuat kantor Bappeda Bantul peneliti 
menyerahkan surat tembusan kepada beberapa dinas yang tertera pada surat 
tembusan. Pada tanggal tersebut peneliti hanya menyerahkan surat tembusan 
ketiga dinas tersebut, penyerahan surat diterima langsung oleh bagian umum 
masing-masing dinas. 
Catatan Lapangan VIII 
Hari/ Tanggal : Jumat/ 1 Juli 2016 
Tempat :Kantor Kesbangpol Kab. Bantul, SD 1 Trirenggo dan SD 
Kepuhan  
Kegiatan   : Penyerahan surat tembusan penelitian skripsi 
Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tanggal tersebut yaitu menyerahkan surat 
tembusan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul yang langsung 
diterima oleh bagian umum. Penyerahan surat izin juga dilakukan kepada sekolah 
di SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan, dalam penyerahan surat peneliti juga 
melampirkan proposal penelitian skripsi. 
Catatan Lapangan IX 
Hari/ Tanggal   : Jumat/ 15 Juli 2016 
Tempat : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Kegiatan   : Membuat perjanjian untuk wawancara 
Peneliti menemui kepala bidang SD untuk mengkonfirmasi dan memperjelas 
kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam implementasi pendidikan inklusif di 
sekolah. Kepala bidang SD menjelaskan kebijakan yang berupa peraturan atau 
pedoman yang digunakan dinas dan memberikan peneliti hardfile SK Tim Pokja 
Kab. Bantul.   Peneliti juga mengatur perjanjian untuk melakukan wawancara 
mengenai kebijakan pendidikan inklusif, namun kepala bidang menyerahkan 
kuasanya kepada kepala seksi kurikulum pendidikan dasar dan tenaga 




Catatan Lapangan X 
Hari/ Tanggal : 19 Juli 2016 
Tempat : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
Kegiatan : Wawancara dengan kasi kurikulum pendidikan dasar dan tenaga 
kependidikan serta staf seksi pengembangan dan sarana prasarana 
Pukul 08:00 WIB peneliti menemui kasi kurikulum pendidikan dasar dan tenaga 
kependidikan untuk melakukan wawancara terkait dengan implementasi kebijakan 
pendidikan inklusif dari tingkat dinas. Pada pukul 09:00 WIB peneliti 
melanjutkan wawancara kedua dengan staf seksi pengembangan dan sarana 
prasarana sesuai dengan pedoman wawancara yang sudah dibuat melalui sepuluh 
pertanyaan yang diajukan.  
Catatan Lapangan XI 
Hari/ Tanggal   : Kamis/ 21 Juli 2016 
Tempat : SD 1 Trirenggo 
Kegiatan : Wawancara dengan kepala sekolah dan orang tua siswa 
berkebutuhan khusus 
Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah pukul 08:00 WIB terkait 
pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dengan mengajukan dua 
puluh pertanyaan yang telah dibuat peneliti. Wawancara yang dilakukan pada 
tanggal tersebut belum sepenuhnya selesai karena kepala sekolah ada acara yang 
harus dihadiri. Pukul 09:30 kepala sekolah menemui orang tua siswa 
berkebutuhan khusus di kelas untuk melakukan wawancara dengan peneliti, 
wawancara yang diajukan peneliti kepada orang tua siswa berkebutuhan khusus 
berjumlah 11 pertanyaan. Setelah wawancara selesai, peneliti berpamitan dengan 
orang tua siswa berkebutuhan khusus dan guru sekolah. 
Catatan Lapangan XII 
Hari/ Tanggal   : Selasa/ 26 Juli 2016 
Tempat : SD Kepuhan 
Kegiatan   : Observasi dan wawancara dengan guru kelas 
Peneliti ke SD Kepuhan pada tanggal tersebut menemui guru kelas untuk 
melakukan wawancara berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah. Dalam wawancara, peneliti mengajukan sepuluh pertanyaan 
yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah selesai melakukan wawancara 
dengan guru kelas meneliti melakukan pengamatan di lingkungan sekolah terkait 
dengan sarana prasarana yang tersedia untuk siswa berkebutuhan khusus.  
Catatan Lapangan XIII 
Hari/ Tanggal   :Jumat/ 29 Juli 2016 
Tempat : SD Kepuhan 
Kegiatan   : Observasi dan wawancara dengan guru pembimbing khusus 
Pada pukul 09:00 WIB peneliti datang ke sekolah menemui guru pembimbing 
khusus untuk melakukan wawancara. Wawancara dapat dilakukan setelah guru 
pembimbing khusus membimbing siswa berkebutuhan khusus di perpustakaan. 
Pada kesempatan ini peneliti juga melakukan pengamatan melalui cara mengajar 




Catatan Lapangan XIV 
Hari/ Tanggal   : Selasa/ 2 Agustus 2016 
Tempat : SD 1 Trirenggo 
Kegiatan   : Observasi dan wawancara dengan guru kelas 
Kegiatan pada tanggal tersebut peneliti menemui kepala sekolah kemudian kepala 
sekolah mempertemukan peneliti dengan salah satu guru kelas di SD 1 Trirenggo. 
Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan bapak AM tentang pelaksanaan 
kebijakan pendidikan inklusif di sekolah terutama berkaitan dengan kelas yang 
diampu oleh beliau. Peneliti juga melakukan observasi terhadap fasilitas-fasilitas 
yang tersedia di SD 1 Trirenggo dan mengamati kondisi lingkungan sekolah. 
Catatan Lapangan XV 
Hari/ Tanggal   : Sabtu/ 6 Agustus 2016 
Tempat : SD 1 Trirenggo 
Kegiatan   : Wawancara dengan guru pembimbing khusus 
Peneliti pada tanggal 6 Agustus 2016 melakukan kegiatan wawancara dengan 
guru pembimbing khusus yang baru masuk di sekolah. Dalam wawancara guru 
pembimbing khusus belum begitu mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah, namun beliau mengungkapkan beberapa cara 
penanganan yang digunakan untuk mengatasi kesulitan siswa berkebutuhan 
khusus.   
Catatan Lapangan XVI 
Hari/ Tanggal   : Sabtu/ 13 Agustus 2016 
Tempat : SD 1 Trirenggo 
Kegiatan : Observasi dan wawancara dengan kepala sekolah lanjutan dan 
guru pembimbing khusus mandiri 
Kegiatan yang dilakukan peneliti pada hari Sabtu tanggal ini adalah wawancara 
lanjutan dengan kepala sekolah yang beberapa hari lalu belum selesai. Wawancara 
pada hari itu terdapat sekitar sebelas pertanyaan dari dua puluh pertanyaan yang 
belum ditanyakan peneliti. Setelah peneliti selesai mewawancarai kepala sekolah, 
peneliti melanjutkan wawancara dengan guru pembimbing khusus mandiri di 
salah satu kelas. Dalam wawancara yang diajukan peneliti oleh guru pembimbing 
khusus mandiri, seringkali peneliti juga mengamati interaksi antar siswa yang saat 
itu sedang jam istirahat.  
Catatan Lapangan XVII 
Hari/ Tanggal   : Kamis/ 25 Agustus 2016 
Tempat : SD Kepuhan 
Kegiatan   : Wawancara dengan kepala sekolah 
Kegiatan yang dilakukan peneliti pada hari itu adalah melakukan wawancara 
dengan kepala sekolah. Peneliti datang ke sekolah pukul 08:00 WIB tetapi baru 
bisa mewawancarai kepala sekolah sekitar pukul 09: 15 karena kepala sekolah 
sedang ada tamu.  Sesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala 
sekolah berakhir pukul 11:00 WIB dan peneliti berpamitan serta mengucapkan 
terima kasih kepada kepala sekolah. 
Catatan Lapangan XVIII 
Hari/ Tanggal   : Senin/ 29 Agustus 2016  
Tempat : SD Kepuhan 
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Kegiatan : Wawancara dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus 
Peneliti melakukan wawancara dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus 
dimulai pada pukul 08:15 WIB. Dalam wawancara, peneliti mengajukan sebelas 
pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah. Fokus yang dituju oleh peneliti dalam wawancara adalah upaya sekolah 
untuk mendidik anak dan kerjasama yang terjalin pihak sekolah dengan orang tua 
siswa berkebutuhan khusus terkait perkembangan belajar anak. 
Catatan Lapangan XIX 
Hari/ Tanggal   : Sabtu/ 10 September 2016 
Tempat : SD Kepuhan 
Kegiatan   : Observasi dan pengambilan data 
Pada hari Sabtu, 10 September 2016 peneliti ke SD kepuhan untuk mengambil 
beberapa data yang memperkuat bukti pelaksanaan program inklusif atau data 
yang digunakan untuk mengetahui beberapa informasi sekolah. Data atau 
informasi yang diperoleh peneliti diantaranya profil, visi dan misi, daftar guru/ 
karyawan dan siswa, SK sekolah inklusif dan GPK, serta daftar siswa 
berkebutuhan khusus. Observasi yang dilakukan peneliti mengamati pembelajaran 
membatik yang dilakukan siswa di luar kelas.  
Catatan Lapangan XX 
Hari/ Tanggal   : Kamis/ 20 September 2016 
Tempat : SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan 
Kegiatan   : Observasi dan pengambilan data 
Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti di kedua sekolah yaitu mengamati 
lingkungan, interaksi dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan SD 1 Trirenggo. 
Dalam kegiatan pengambilan data di masing-masing sekolah, peneliti mengambil 
data di SD 1 Trirenggo berupa kurikulum pedoman pendidikan inklusif dan bukti 
pelaksanaan pertemuan orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan sekolah dan 
rancangan atau laporan pembelajaran lainnya. Pengambilan data yang dilakukan 
di SD Kepuhan yaitu struktur pengurus sekolah inklusif. 
Catatan Lapangan XXI 
Hari/ Tanggal   : Rabu/ 2 November 2016 
Tempat : SD 1 Trirenggo dan SD Kepuhan 
Kegiatan : Pengambilan data dan surat keterangan telah melakukan 
penelitian 
Pada hari Rabu, 2 November 2016 peneliti mengambil surat keterangan telah 
melakukan penelitian di kedua sekolah. selain itu, peneliti juga mengambil 
beberapa data yang digunakan peneliti untuk memperkuat bukti/ temuan selama 
melakukan penelitian di SD Kepuhan. Data yang dimaksud yaitu bukti 
pelaksanaan pertemuan orang tua dengan sekolah berupa notulensi, daftar prestasi 
sekolah, namun untuk buku kurikulum sekolah belum membuatnya karena masih 







Lampiran 5. Transkip Wawancara 
 
TRANSKIP WAWANCARA DENGAN BIDANG SD, DINAS 
PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL 
Hari/ Tanggal : Selasa/ 19 Juli 2016 
Pukul  : 08:00 WIB 
Narasumber : Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Tenaga 
Kependidikan  
N : “Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif di 
Kabupaten Bantul?”. 
Sby : “Suatu kebijakan yang mendukung terlaksananya pendidikan inklusif di 
Bantul. Kebijakan itu salah satunya berupa pedoman seperti peraturan 
perundang-undangan, peraturan gubernur dan peraturan bupati. Kalau 
petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu disesuaikan dengan kondisinya 
berdasarkan buku kementerian, misalnya petunjuk teknis tentang pelayanan 
anak yang disabilitas dalam tuna rungu atau tuna netra itu ada dibuku 
kementrian tidak diperaturan”. 
Refleksi: Kebijakan pendidikan inklusif yaitu kebijakan yang mendukung 
pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul berupa pedoman, peraturan 
undang-undang, gubernur, bupati dan petunjuk teknis yang sesuai buku 
kementerian.  
N : “Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif mulai diterapkan di Kabupaten 
Bantul? 
Sby : “Kalau diterapkan sudah sejak tahun 2013 tapi sebelumnya juga sudah 
melaksanakan walaupun kecil-kecil”. 
Refleksi: Ibu Sby tidak mengetahui secara pasti penerapan kebijakan pendidikan 
inklusif di Kabupaten Bantul.  
N : “Apa saja program kebijakan pendidikan inklusif dari Dinas Pendidikan 
Dasar  Kabupaten Bantul? 
Sby : “Berusaha memberikan bantuan operasional untuk pelaksanaan 
pembelajaran inklusif. Bentuknya berupa pemberian dana operasional, 
memberikan fasilitas dan upaya pemenuhan guru pembimbing khusus 
berkerjasama dengan Dinas Dikpora”. 
Refleksi: Program kebijakan pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul yaitu memberikan dana operasional, fasilitas dan 
pemenuhan guru pembimbing khusus melalui kerjasama dengan Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. 
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N : “Siapa saja yang turut terlibat dalam program kebijakan pendidikan 
inklusif?”. 
Sby : “Kepala Dinas, semua warga Dinas Pendidikan Dasar sampai ke semua 
warga sekolah, dan UPTnya itu terlibat semua”. 
Refleksi: Implementasi kebijakan pendidikan inklusif melibatkan semua warga 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, semua UPT di Kabupaten 
Bantul dan semua warga sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.  
N : “Bagaimana persiapan pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif 
dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?  
Sby : “Dinas mengadakan pelatihan kepada guru untuk dilatih menangani anak 
berkebutuhan khusus melalui kerjasama dengan dinas pendidikan provinsi 
karena sekolah sulit mendapatkan guru pembimbing khusus yang memiliki 
ijazah khusus inklusif. Dinas Pendidikan Dasar juga sering berkoordinasi 
dengan kepala UPT, kepala sekolah yang melaksanakan pendidikan 
inklusif”. 
Refleksi: Persiapan pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif Dinas 
Pendidikan Dasar mengadakan pelatihan guru bersama Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga DIY dan melakukan koordinasi dengan UPT serta 
kepala sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif. 
N : “Bagaimana pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif dari 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?”. 
Sby : “Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus 
di sekolah masing-masing karena kondisi anak berkebutuhan khusus 
berbeda-beda tergantung kebutuhan yang disandang anak itu, maka kita 
selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dalam pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan anak itu seperti anak yang IQnya kurang 
bagaimana cara mengatasinya atau penglihatannya yang kurang, itu kan 
beda-beda jadi kita layani sesuai dengan kebutuhan anak”. 
Refleksi: Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa 
berkebutuhan khusus di sekolah masing-masing. 
N : “Bagaimana bentuk evaluasi program kebijakan pendidikan inklusf dari 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?”. 
Sby: “Dinas memonitoring melalui pembimbingan yang dilakukan pegawas yang 
ada diwilayah masing-masing untuk membimbing guru yang ada di sekolah. 
Dinas juga memonitoring kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sekolah 
untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi, misalnya dari Kepala 
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Dinas Bidang SD memonitoring SD yang melaksanakan pendidikan inklusif 
itu kita monitoring bagaimana, apakah nanti ada kebutuhan yang diinginkan 
dan apa yang diperlukan dan sebagainya itu”. 
Refleksi: Dinas mengevaluasi program kebijakan pendidikan inklusif melalui 
monitoring yang dilakukan pengawas disetiap wilayah untuk mengetahui 
kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi sekolah inklusif. 
N : “Apa saja faktor pendukung terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusf dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?”. 
Sby : “Faktor pendukungnya memberikan kebijaksanaan yang berkaitan dengan 
inklusif yang telah diatur dalam Perbup. Peraturan Bupati itu sudah rinci 
dan sudah disahkan oleh bupati yang sebelumnya dibahas oleh Dinas, DPR 
dan instansi terkait. Penanganan inklusif itu tidak hanya pendidikan saja, 
tetapi juga berkaitan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PU dan 
lainnya. Kalau Dinas Sosial itu menangani anaknya, Dinas PU menangani 
fasilitasnya, bagaimana memberikan fasilitas kepada anak disabilitas seperti 
tangga sebagai sarana”. 
Refleksi: Faktor pendukung pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif 
yaitu adanya peraturan yang telah diatur dalam peraturan bupati 
mengenai pendidikan inklusif. Peraturan Bupati mencakup penanganan 
anak berkebutuhan khusus tidak hanya dibidang pendidikan saja tetapi 
semua bidang.  
N : “Apa saja faktor penghambat terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusf dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?”. 
Sby : “Faktor penghambatnya banyak karena suatu kegiatan pasti ada 
penghambatnya. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya akses dan sarana 
prasarana, kurangnya subsidi dana khusus untuk memenuhi kebutuhan anak 
disabilitas. Selain itu, guru pembimbing khususnya kurang karena sekarang 
tidak ada pengangkatan GPK sebagai PNS sehingga kita kesulitan mencari 
GPKnya”. 
Refleksi: Faktor penghambat pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif 
yaitu kurangnya ketersediaan akses dan sarana prasarana, dana subsidi 
khusus tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak disabilitas, serta 
kurangnya ketersediaan guru pembimbing khusus. 
N : “Bagaimana Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mengatasi 
hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif?”. 
Sby : “Kalau tidak ada GPK maka Dinas Pendidikan Dasar memberikan 
pengertian/ koodinasi/ mengadakan pelatihan kepada guru-guru umum 
untuk dilatih menangani anak berkebutuhan khusus. Seandainya sekolah 
masih kesulitan, sekolah biasanya berinisiatif untuk bekerjasama dengan 
Sekolah Luar Biasa (SLB) terdekat. Apabila ada kesulitan lain maka kita 
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bersama-sama mencari solusi supaya anak terfasilitasi karena apapun 
kondisi anak menjadi tanggung jawab negara selain orang tua dan 
masyarakat”. 
Refleksi: Cara Dinas Pendidikan Dasar mengatasi hambatan yang muncul dengan 
mengadakan pelatihan kepada guru untuk menangani siswa berkebutuhan 
khusus, sekolah disarankan untuk kerjasama dengan SLB terdekat atau 























TRANSKIP WAWANCARA DENGAN BIDANG SD, DINAS 
PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL 
Hari/ Tanggal : Selasa/ 19 Juli 2016 
Pukul  : 09:00 WIB 
Narasumber : Staf Seksi Pengembangan dan Sarana Prasarana 
N : “Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan pendidikan inklusif di 
Kabupaten Bantul?”. 
Sr : “Kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul terutama Dinas 
Pendidikan Dasar yaitu mengusahakan dan mengalokasikan dana khusus 
pendidikan inklusif dengan memberikan subsidi atau bantuan untuk 
penyelenggaranya demi menunjang kebutuhan sekolah inklusif”. 
Refleksi : Kebijakan pendidikan inklusif yaitu mengusahakan dan mengalokasikan 
dana subsidi khusus untuk memenuhi kebutuhan sekolah inklusif. 
N : “Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif mulai diterapkan di Kabupaten 
Bantul? 
Sr : “Kalau di Kabupaten Bantul sudah tiga tahun ini yaitu sejak 2013”. 
Refleksi: Penerapan kebijakan pendidikan inklusif sejak tahun 2013. 
N : “Apa saja program kebijakan pendidikan inklusif dari Dinas Pendidikan 
Dasar  Kabupaten Bantul? 
Sr : “Memberikan subsidi dana ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
berupa uang. Tahun 2016 ini jumlah uang yang diberikan sebanyak 7 juta 
per tahun per sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Subsidi dana yang 
diberikan sampai sekarang belum berdasarkan jumlah siswa berkebutuhan 
khusus disatu sekolah tetapi masih berdasarkan sekolah penyelenggara 
pendidikan inklusif”. 
Refleksi: Program kebijakan pendidikan inklusif yaitu memberikan dana subsidi 
khusus untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masing-masing 
sekolah sebesar Rp. 7.000.000,00 per tahun. 
N : “Siapa saja yang turut terlibat dalam program kebijakan pendidikan 
inklusif?”. 
Sr : “Melibatkan staf seksi pengembangan dan sarana prasarana, kepala seksi, 
kepala bidang, kepala sekolah dan bendahara sekolah serta kepala Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul”. 
Refleksi: Program kebijakan pendidikan inklusif melibatkan Kepala Dinas 
Pendidikan Dasar, kepala bidang, kepala seksi, staf seksi pengembangan 
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dan sarana prasarana, kepala sekolah dan bendahara sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif. 
N : “Bagaimana persiapan pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif 
dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul? 
Sr : “Tiap awal tahun anggaran Dinas Pendidikan mendata sekolah/ SD yang 
melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif karena setiap tahunnya sekolah 
yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bisa berbeda, tergantung ada 
atau tidaknya siswa berkebutuhan khusus di sekolah yang bersangkutan. 
Alokasi dana subsidi diberikan hanya kepada sekolah yang benar-benar 
menyelenggarakan pendidikan inklusif”. 
Refleksi: Persiapan pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif yaitu 
Dinas Pendidikan Dasar setiap awal tahun anggaran mendata sekolah 
yang melaksanakan pendidikan inklusif berdasarkan ada atau tidaknya 
siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut sehingga dana subsidi 
khusus diberikan pada sekolah yang benar-benar menyelenggarakan 
pendidikan inklusif. 
N : “Bagaimana pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif dari 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?”. 
Sr : “Setelah dana ditranfer ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 
kemudian dana dibelanjakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan sekolah, 
kemudian diakhir tahun anggaran sekolah membuat Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ), SPJ kemudian disampaikan kepada Dinas 
Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Penggunaan dana subsidi itu 
sepenuhnya dikelola oleh sekolah sendiri, Dinas Pendidikan Dasar hanya 
membuatkan semacam pedoman penggunaannya, jadi sekolah tidak harus 
sama persis dengan pedoman itu. Pelaksanaannya juga diserahkan kepada 
sekolah masing-masing, dinas tidak memonitoring secara khusus. 
Monitoring dilakukan bila sekolah ada kendala dalam penyelenggaraan 
pendidikan inklusif ”. 
Refleksi: Pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif setelah dana subsidi 
ditransfer ke sekolah inklusif dan dibelajakan sesuai kebutuhan sekolah, 
diakhir tahun anggaran sekolah harus membuat SPJ dan dilaporkan ke  
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. Penggunaan dana subsidi 
dikelola oleh sekolah sendiri, Dinas Pendidikan Dasar hanya membuat 
pedoman penggunaan dana subsidi dan memonitoring apabila sekolah 
mengalami kendala. 
N : “Bagaimana bentuk evaluasi program kebijakan pendidikan inklusf dari 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?”. 
Sr : “Tim staf dari dinas menyampaikan aspirasi kepada pimpinan untuk 
memberikan dana subsidi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah 
249 
berdasarkan jumlah anak berkebutuhan khusus bukan berdasarkan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif sebesar Rp. 7.000.000,00 per tahun”. 
Refleksi: Evaluasi program kebijakan pendidikan inklusif dilakukan tim staf 
Dinas Pendidikan Dasar dengan menyampaikan aspirasi kepada 
pimpinan untuk memberikan dana subsidi berdasarkan jumlah siswa 
berkebutuhan khusus yang berada di sekolah bukan berdasarkan sekolah 
penyelenggara sebesar Rp. 7.000.000,00. 
N : “Apa saja faktor pendukung terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusf dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?”. 
Sr : “Faktor pendukungnya yaitu mendukung dan mengacu pada Wajar Dikdas 
9 tahun, artinya anak usia SD dan SMP yang memiliki keterbatasan fisik 
dan pikiran harus bersekolah dan sekolah tidak boleh menolak anak yang 
berkebutuhan khusus sehingga faktor itu mendorong sekolah untuk 
membuka sekolah penyelenggara pendidikan inklusif”. 
Refleksi: Menurut Bapak Sr faktor pendukung terlaksananya program kebijakan 
mengacu pada wajib belajar 9 tahun sehingga anak usia SD dan SMP 
yang memiliki keterbatasan harus bersekolah dan sekolah tidak boleh 
menolak anak berkebutuhan khusus. 
N : “Apa saja faktor penghambat terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusf dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul?”. 
Sr : “Kalau pengambatnya yaitu sekolah negeri maupun swasta yang 
menyelenggarakan pendidikan inklusif secara umum belum memiliki tenaga 
khusus untuk mendidik atau menangani anak berkebutuhan khusus, 
sehingga sekolah penyelenggara merasa kualahan untuk menangani siswa 
berkebutuhan khusus. Ada sekolah yang sudah memiliki tenaga khusus dari 
provinsi itu pun hanya memonitoring atau sebagai konsultan jadi tidak 
mengajar atau ada setiap harinya di sekolah”. 
Refleksi: Faktor penghambatnya adalah sekolah negeri atau swasta secara umum 
belum memiliki guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus dari 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY yang ada di sekolah hanya 
memonitoring atau sebagai konsultan sekolah dan tidak setiap saat berada 
di sekolah sehingga siswa kurang tertangani. 
N : “Bagaimana Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mengatasi 
hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif?”. 
Sr : “Sekolah berinisiatif sendiri untuk bekerjasama dengan sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif lainnya atau bekerjasama dengan SLB 
terdekat untuk mendapatkan guru pembimbing khusus. Solusi dari Dinas 
Pendidikan Dasar belum ada karena kewenangan SD dan SLB berbeda, SD 
inklusif berada dibawah wewenang Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten 
Bantul sedangkan SLB berada pada wewenang Dinas Pendidikan Pemuda 
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dan Olahraga, DIY. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif  yang 
terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi sudah ada guru pembimbing 
khususnya. Selain itu, Dinas juga berusaha untuk memenuhi kekurangan 
dana subsidi yang diberikan, caranya mungkin dengan mendata siswa yang 
berkebutuhan khusus yang ada di sekolah bersangkutan.”. 
Refleksi: Cara mengatasi hambatan dari Dinas Pendidikam Dasar belum ada 
karena kewenangan SD dan SLB berbeda sehingga dinas hanya 
menyarankan sekolah untuk bekerjasama dengan SLB terdekat. Cara 
mengatasi kekurangan dana subsidi dengan mendata siswa berkebutuhan 






















TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD 1 TRIRENGGO 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 21 Juli 2016 dan Sabtu /13 Agustus 2016 
Pukul  : 08:00 WIB 
Narasumber : Kepala Sekolah 
N : “Bagaimana Pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif?”. 
IN : “Suatu bentuk perhatian pemerintah kepada semua anak bangsa yang 
memiliki keadaan apapun bisa dilayani, tetapi kebijakan dari atas itu belum 
diimbangi dengan anak-anak kebijakan yang belum bisa mendukung 
program inklusif (penerapannya di lapangan). Contohnya himbauan untuk 
membentuk pokja inklusif dibawah dinas pendidikan dasar di Bantul belum 
ada jadi permasalahan yang ada belum bisa tertangani dengan baik”. 
Refleksi: Pendapat kepala sekolah SD 1 Trirenggo kebijakan pendidikan inklusif 
adalah suatu bentuk perhatian pemerintah untuk semua anak bangsa 
dengan keadaan apapun bisa dilayani, namun kebijakan ini belum 
sepunuhnya dilaksanakan oleh anak-anak kebijakan. Contoh: belum ada 
pembentukan tim pokja pendidikan inklusif. 
N : “Apa latar belakang yang mendasari adanya kebijakan pendidikan inklusif 
di sekolah?”. 
IN : “Awalnya saya kurang tahu tapi sejarah SD N 1 Trirenggo itu regrouping 
dua sekolah yaitu SD Klembon Unit 1 dan Unit 2 di SD Tanubayan, SD 
Tanubayan sudah sejak 2004 menerapkan pendidikan inklusif karena 
masyarakat sekitar ada yang mengalami hambatan sehingga setelah 
diregrouping SD N 1 Trirenggo secara otomatis tahun 2007 menjadi SD 
inklusif”. 
Refleksi: Kepala sekolah tidak tahu pasti latar belakang kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah, namun dari sejarah SD 1 Trirenggo sejak 2007 
merupakan gabungan dari SD Klembon dan SD Tanubayan, sedangkan 
SD Tanubayan sudah melaksanakan pendidikan inklusif sejak 2004 
sehingga SD 1 Trirenggo secara otomatis juga melaksanakan pendidikan 
inklusif sejak ada penggabungan sekolah.   
N : “Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah?”. 
IN : “Sejak 2007 setelah diregrouping”. 
Refleksi: Sejak 2007 setelah ada regrouping sekolah. 
N : “Apakah visi dan misi sekolah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif?”. 
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IN : “Iya, Terwujudnya Insan yang Berprestasi, Mandiri, Berbasis Budaya, 
Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Iman dan Taqwa artinya insan yang 
berprestasi itu tidak hanya milik anak normal tapi semua anak dan mandiri 
sasarannya lebih ke semua anak bisa mandiri baik anak normal atau ABK 
atau bisa melayani dirinya sendiri tidak bergantung dengan orang lain”. 
Refleksi: Visi dan misi sekolah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif, kata insan yang berprestasi dan mandiri dalam visi 
berarti semua anak bisa berprestasi dan semua anak bisa mandiri untuk 
melayani dirinya sendiri tidak tergantung dengan orang lain.  
N : “Apa saja program yang terdapat di sekolah mengenai kebijakan 
pendidikan inklusif?”. 
IN : “Segi sarana dan prasarana sekolah membangun handrell, kamar mandi 
untuk yang berkursi roda, dan plengsengan serta ruang sumber inklusi. Segi 
SDM mengadakan pelatihan untuk guru-guru, untuk siswa dilatih 
keterampilan berkebun untuk motoriknya dan ada pendampingan belajar, 
untuk orangtua ada pertemuan rutin orangtua ABK dengan menghadirkan 
narasumber”. 
Refleksi: Program kebijakan pendidikan inklusif SD 1 Trirenggo dari segi sarana 
prasarana membangun fasilitas untuk siswa berkebutuhan khusus yang 
ada di sekolah, segi SDM ada pelatihan guru-guru dan siswa, program 
orang tua adanya pertemuan orang tua siswa berkebutuhan khusus 
dengan sekolah dan narasumber/ konsultan sekolah. 
N : “Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah?”. 
IN : “Semua guru di sekolah kita libatkan karena semua kelas ada anak 
berkebutuhan khusus, bahkan tenaga kependidikan dan semuanya kita 
libatkan”. 
Refleksi : Pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif melibatkan semua 
warga sekolah. 
N : “Bagaimana persiapan pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif 
di sekolah?”. 
IN : “Kalau sarana dan prasarana kami mengajukan proposal ke dinas dikpora 
DIY yang turun 20 juta untuk membuat handrell, mengadaan rapat dengan 
guru-guru untuk menentukan langkah yang harus ditempuh terkait dengan 
program-program sekolah, membangun kesadaran kepada semua warga 
sekolah untuk memperhatikan anak berkebutuhan khusus dan memenuhi 
kebutuhan sesuai ketunaannya. Kalau kurikulum dimodifikasi dengan 
memasukkan unsur keinklusian, pembuatan RPP dan silabus juga 
dimodifikasi tetapi penerapannya masih kurang”. 
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Refleksi: Persiapan pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif dari 
sarana prasarana mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga, mengadakan rapat dan membangun kesadaran guru serta 
pembuatan kurikulum yang dimodifikasi. 
N : “Bagaimana pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah? 
IN : “Pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif untuk sarana 
prasarana belum menunjang kekhususan, pembelian ATK masih bersifat 
umum. Saya juga berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan PLB UNY 
untuk penguatan dan peningkatan SDM melalui pelatihan guru tetapi 
penerapannya di kelas kurang sehingga peningkatannya tidak terlalu 
nampak. Kalau di kelas seperti biasa penempatan duduk siswa di sesuaikan 
dengan ketunaannya seperti tuna rungu ditempatkan di depan agar 
mengetahui mimik/ gerak bibir guru secara jelas, anak yang hiperaktif 
ditempatkan didekat meja guru agar guru mudah untuk mengontrol anak. 
Kalau untuk slow learner diadakan remidial untuk meningkatkan 
pemahaman anak terhadap materi pembelajaran dan materi serta bobot 
soalnya disesuaikan”. 
Refleksi: Pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif sarana prasarana 
belum menunjang kekhususan, sekolah mengadakan kerjasama dengan 
PLB UNY, ada pengaturan tempat duduk siswa.  
N : “Bagaimana bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program kebijakan 
pendidikan inklusif?”. 
IN : “Bentuk evaluasinya seperti adanya supervisi dan diakhir tahun ada rapat 
kenaikan kelas, ada kerjasama antara guru pembimbing khusus dengan 
dokter konsultan untuk berkomunikasi dengan anak”. 
Refleksi: Evaluasi yang dilakukan sekolah adanya supervisi dan mengadakan 
rapat kenaikan kelas diakhir tahun serta ada kerjasama guru pembimbing 
khusus dengan dokter konsultan sekolah. 
N : “Apa saja faktor pendukung terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah?”. 
IN : “Perhatian pemerintah provinsi dan pusat dengan adanya pelatihan-
pelatihan manajemennya, pelatihan untuk guru, dukungan orangtua yang 
komitmen dengan program sekolah, adanya dana BOSNAS dan dana dari 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul untuk memenuhi kebutuhan 
anak, tetapi dana yang telah diberikan tidak mencukupi karena dana yang 
diberikan tidak berdasarkan jumlah siswa tetapi dihitung per sekolah yang 
melaksanakan pendidikan inklusif.” 
Refleksi: Faktor pendukung pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif 
adanya pelatihan manajemen sekolah inklusif dan pelatihan guru, 
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dukungan orang tua, adanya dana BOSNas dan dana Dinas Pendidikan 
Dasar Kabupaten Bantul. 
N : “Apa saja faktor penghambat terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah?”. 
IN : “Faktor penghambat dari GPKnya kurang memiliki komitmen untuk 
membantu anak sesuai dengan kebutuhan, kurangnya GPK dari dinas 
pendidikan, banyak orangtua yang pasif untuk berpartisipasi dalam program 
sekolah, pemerintah daerah kurang memperhatikan kesejahteraan GPK yang 
ada di sekolah umum dan GPK cenderung memilih untuk berada di SLB 
karena ada jaminan sertifikasi guru. Guru kurang memberi dukungan untuk 
memberikan pelayanan khusus bagi siswa ABK”. 
Refleksi: Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yaitu 
kurangnya guru pembimbing khusus, kompetensi dan kesejahteraan yang 
kurang diperhatikan pemerintah, orang tua masih ada yang pasif, guru 
kurang maksimal melayani siswa berkebutuhan khusus. 
 N : “Bagaimana sekolah mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
program kebijakan pendidikan inklusif?”. 
IN : “Berupaya memaksimalkan dana dari pemerintah walaupun sebenarnya 
masih dirasa kurang. Saya juga sering mengingatkan kepada semua guru 
untuk bersama-sama menangani siswa berkebutuhan khusus dengan 
sungguh-sungguh. Kepala sekolah mengadakan program di kelas dengan 
melakukan pendampingan guru untuk membuat administrasi kelas terkait 
dengan inklusif, kepala sekolah juga membuat penelitian tindakan kelas di 
kelas yang memiliki anak ABK banyak dengan melibatkan guru. Guru 
membuat RPP sesuai dengan kekhasan anak-anak kemudian didiskusikan 
dan perbaikan RPP, selanjutnya pertemuan pertama mendampingi guru 
mempraktekkan RPP yang dibuat guru tersebut kemudian ada masukan-
masukan dan dibuat siklus II dan seterusnya hingga ada peningkatan dalam 
pembelajaran. Sekolah juga memotivasi orang tua artinya walaupun anak 
sudah ada di sekolah tetapi orangtua harus tetap mendampingi anak-
anaknya, sebisa mungkin mencari potensi yang ada di anaknya, sering 
melakukan diskusi dan komunikasi dengan saya khususnya sehingga kalau 
ada kesulitan bisa saya rujuk ke narasumber atau konsultan sekolah, 
harapannya dari segi kejiwaan maupun kemampuan fisiknya dapat 
tertangani”. 
Refleksi : Upaya sekolah yaitu memaksimalkan dana subsidi, mengadakan 
penelitian dan pendampingan membuat administasi untuk guru, sekolah 
memotivasi dan berdiskusi dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus. 
N : “Berapakah jumlah guru pembimbing khusus yang ada di sekolah ini?”. 
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IN : “Guru pembimbing khusus yang resmi dari sekolah ada satu, guru 
pembimbing khusus mandiri dari orang tua yang koordinasi dengan sekolah 
ada satu serta ada orangtua yang langsung membimbing dan membantu 
anak mereka di kelas”. 
Refleksi : Guru pembimbing khusus dari sekolah ada satu orang, guru 
pembimbing khusus dari orang tua satu orang dan ada orang tua yang 
langsung mendampingi di kelas. 
N : “Apa persyaratan menjadi guru pembimbing khusus di sekolah ini?”. 
IN : “Berkomitmen untuk melayani anak, ada kecocokan antara anak dengan 
GPK, ada MOU/ perjanjian yang tertulis atau tidak berkait dengan tugas-
tugasnya sesuai dengan kebutuhan anak untuk GPK mandiri. GPK sekolah/ 
dinas yang ideal lulusan PLB, apabila tidak ada maka orang yang telah 
melayani anak-anak yang dissabilitas minimal 2 tahun sehingga sudah 
memiliki pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus”. 
Refleksi : Persyaratan menjadi guru pembimbing khusus di sekolah yaitu 
berkomitmen, ada kecocokan dengan anak, ada perjanjian, lulusan PLB, 
memiliki pengalaman minimal 2 tahun. 
N : “Apa tugas utama menjadi guru pembimbing khusus di sekolah ini?”. 
IN : “Tugas utama GPK adalah mendukung program keinklusian bersama-sama 
dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah dan guru, mengkoordinir guru-
guru kelas didalam kelas bersama GPK dan menampung permasalahan yang 
ada di kelas, jika dimungkinkan melakukan diskusi/ mencari 
narasumber/konsultan di PLB, FIP, UNY.” 
Refleksi : Tugas utamanya mendukung program keinklusian bersama guru dan 
pihak sekolah. 
N : “Apakah tugas membimbing siswa berkebutuhan khusus hanya 
dibebankan kepada guru pembimbing khusus?”. 
IN : “Tidak, semua guru dan orang tua juga terlibat. Kalau untuk GPK biasanya 
hanya untuk anak-anak yang memiliki ketunaan yang berat saja sedangkan 
kalau yang ringan bisa ditangani guru kelas”. 
Refleksi : Tugas membimbing siswa berkebutuhan khusus melibatkan semua 
warga sekolah dan orang tua. 
N : “Apa saja prestasi yang telah diraih selama melaksanakan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah?”. 
IN : “Kolaborasi antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus yang 
slow learner tahun 2014/2015 melakukan kegiatan pembimbingan musik 
sederhana kemudian maju lomba musik kreatif dan memperoleh juara I di 
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ISI, lombanya hanya seperti tepuk dan sorak-sorak. Ada siswa yang pintar 
sepak bola dan maju di tingkat nasional tetapi timnya dari beberapa sekolah 
juga tahun 2015/2016”. 
Refleksi : Prestasi selama melaksanakan pendidikan inklusif yaitu juara 1 lomba 
musik kreatif dan siswa masuk tim sepak bola di tingkat nasional. 
N : “Bagaimana pengadaan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan 
program kebijakan pendidikan inklusif di sekolah?”. 
IN : “Sekolah hanya melayani siswa ABK yang ada di sekolah sehingga sarana 
dan prasarana disesuaikan dengan ketunaannya”. 
Refleksi : Pengadaan sarana prasarana berdasarkan ketunaan siswa berkebutuhan 
khusus yang ada di sekolah. 
N : “Bagaimana bentuk kerjasama Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
dengan sekolah?”. 
IN : “Sekolah mengadakan sosialisasi diawal-awal tentang program inklusif di 
masyarakat maupun di pemerintah setempat, kerjasama sekolah dengan 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melalui dana subsidi atau 
bantuan tiap tahunnya. Pemantauannya melalui pengawas umum kemudian 
sekolah membuat SPJ”. 
Refleksi : Kerjasama dilakukan dengan sosialisasi, dan pemberian dana subsidi 
oleh Dinas Pendidikan Dasar. 
N : “Bagaimana keterlibatan orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan 
sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif?”. 
IN : “Melalui forum pertemuan orang tua dengan pihak sekolah dan konsultan 
sekolah. Konsultan dari dokter yang bekerjasama dengan pihak sekolah, 
kalau tidak dari narasumber yang dikehendaki sesuai tema dari permintaan 
orang tua yang ditentukan diawal tahun ajaran baru seperti masalah-masalah 
yang dihadapi anak”. 









TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD 1 TRIRENGGO 
Hari/ Tanggal : Selasa/ 2 Agustus 2016 
Pukul  : 08:00 WIB 
Narasumber : Guru Kelas  
N : “Bagaimana pendapat bapak mengenai kebijakan pendidikan inklusif?”. 
AM : “Kebijakan pendidikan inklusif itu pendidikan yang memasukkan anak 
berkebutuhan khusus dengan anak reguler dalam satu kelas atau sekolah, 
tujuannya memanusiakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus 
sehingga guru selalu berusaha mengayomi semua anak yang ada di 
dalamnya”. 
Refleksi: Pendapat Guru kelas mengenai kebijakan pendidikan inklusif yaitu 
pendidikan yang memasukkan anak berkebutuhan khusus dengan anak 
reguler dalam satu kelas dan berusaha mengayomi semua anak.  
N : “Apa latar belakang yang mendasari adanya kebijakan pendidikan inklusif 
di sekolah?”. 
AM : “Adanya kebijakan pendidikan inklusif untuk mengakomodasi siswa yang 
berkebutuhan khusus dengan mengembangkan kelebihan yang dimiliki 
dalam semua bidang tidak hanya bidang akademik saja”.  
Refleksi : Latar belakang kebijakan pendidikan inklusif yaitu untuk 
mengakomodasi siswa berkebutuhan khusus. 
N : “Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif diterapkan di sekolah?”. 
AM :“Saya masuk 2013 itu sudah dimulai, kalau tidak salah 2007”. 
Refleksi : Guru kelas mulai mengajar tahun 2013 dan tidak mengetahui secara 
pasti penerapan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah. 
N : “Apakah sekolah memiliki tata cara untuk membantu guru-guru dalam 
menangani siswa berkebutuhan khusus?”. 
AM : “Iya ada, guru ada diklat-diklat dari PLB UNY mengenai cara menangani 
anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah, setelah guru mendata 
anak-anak yang diduga memiliki kekurangan kemudian dilakukan 
assessment. Selain itu, ada pendataan saat pendaftaran kelas 1 melalui 
wawancara dengan orang tua mengenai anak”. 
Refleksi : Cara membantu guru menangani siswa berkebutuhan khusus dengan 
adanya diklat PLB UNY dan wawancara orang tua saat pendaftaran kelas 
satu. 
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N : “Apakah sekolah mengadaptasi kurikulum dan pembelajaran sesuai 
kemampuan siswa berkebutuhan khusus?”. 
AM : “Iya adaptasi kurikulum bergantung pada jumlah anak berkebutuhan 
khusus dalam satu kelas. Adaptasi berupa beban belajar yang standarnya 
diturunkan tetapi KKMnya sama untuk siswa dalam satu kelas. Penilaian 
siswa juga tidak hanya dari akademik tetapi dari aspek kepribadian, 
sosialnya”. 
Refleksi : Sekolah mengadaptasi kurikulum dan pembelajaran sesuai jumlah siswa 
berkebutuhan khusus dalam satu kelas. 
N : “Apakah sekolah memiliki buku dan bahan ajar yang sesuai dengan 
kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus?”. 
AM : “Siswa memperoleh buku dan bahan ajar dalam satu kelas sama hanya 
yang membedakan dalam layanan dan bimbingannya antara anak reguler 
dengan anak berkebutuhan khusus”. 
Refleksi : Buku dan bahan ajar dalam satu kelas sama. 
N : “Apakah sekolah memberikan kebebasan guru untuk menggunakan 
metode pembelajaran dan berinovasi dalam belajar siswa berkebutuhan 
khusus?”. 
AM : “Iya, mulai dari RPP dan silabus dibuat sendiri oleh guru dan penilaiannya 
juga disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Dalam proses 
pembelajaran melibatkan semua siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus 
saat kelompokan atau individu, siswa lain terkadang juga menjelaskan 
kepada anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa atau belum paham”. 
Refleksi : Sekolah memberikan kebebasan guru menggunakan metode 
pembelajaran dan berinovasi mulai dari RPP sampai penilaian. 
N : “Bagaimana sistem pengajaran guru kepada semua siswa yang beragam 
dalam proses pembelajaran?”. 
AM : “Sistem pengajaran untuk siswa berkebutuhan khusus disesuaikan dengan 
kebutuhannya seperti pengaturan tempat duduk siswa, anak berkebutuhan 
khusus dilibatkan dalam kelompok saat ada kegiatan diskusi, teman yang 
sudah paham membantu guru menjelaskan pada siswa yang belum paham”. 
Refleksi : Sistem pengajaran siswa berkebutuhan khusus disesuaikan dengan 
kebutuhannya. 
N : “Apa kesulitan yang dihadapi guru ketika proses pembelajaran di kelas 
bersama siswa berkebutuhan khusus?”. 
AM : “Kesulitannya ketika guru menangani siswa berkebutuhan khusus 1 
kemudian anak berkebutuhan khusus yang 2, 3, 4 lepas tidak ada bimbingan 
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dan belajarnya kurang justru bermain. Guru juga mengalami kesulitan 
dalam memberikan pengertian, pemahaman kepada antar siswa ABK atau 
siswa ABK dengan siswa reguler tentang perbedaan mereka, menghargai 
kekurangan mereka”.  
Refleksi: Kesulitan yang dihadapi guru dalam mengkondisikan siswa 
berkebutuhan khusus di kelas dan memberikan pemahaman siswa tentang 
temannya. 
N : “Bagaimana perlakuan siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah?”. 
AM : “Perlakuan siswa dilingkungan sekolah sosialnya baik, tidak ada anak yang 
dikucilkan, siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal saling 
membantu dan bergaul seperti biasa. Perlakuan antara siswa normal dengan 
siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran bisa saling bekerjasama 
dan membantu”. 
Refleksi : Perlakuan siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus sosialnya baik 


















TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD 1 TRIRENGGO 
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 6 Agustus 2016 
Pukul  : 08:00 WIB 
Narasumber : Guru Pembimbing Khusus  
N : “Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif?”. 
MW : “Adanya kebijakan pendidikan inklusif di sekolah reguler berarti anak 
ABK dan non ABK mempunyai hak yang sama dalam menentukan sekolah, 
bisa bergaul dengan siapapun yang bukan ABK serta memperoleh hak dan 
kesempatan untuk berelasi tanpa dibeda-bedakan”. 
Refleksi : Guru pembimbing khusus berasumsi kebijakan pendidikan inklusif 
berarti anak berkebutuhan khusus dan anak normal memiliki kesempatan 
dan hak yang sama dalam memilih sekolah, bergaul dan berelasi tanpa 
ada perbedaan. 
N : “Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif diterapkan di sekolah?”. 
MW : “Karena saya baru saya kurang tahu tepatnya, kalau tidak salah tahun 
2007”. 
Refleksi: Guru pembimbing khusus tidak tahu persis mulai penerapan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah. 
N : “Apa latar belakang ditetapkannya kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah?”. 
MW : “Adanya SK dari dinas yang menyatakan sekolah inklusif, adanya siswa 
berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ini, adanya pencanangan minimal 
satu kecamatan harus ada satu sekolah inklusif setiap jenjangnya”. 
Refleksi : Latar belakang kebijakan pendidikan inklusif di sekolah karena ada SK 
dari Dinas Pendidikan Dasar, sekolah memiliki siswa berkebutuhan 
khusus dan ada pencanangan satu sekolah inklusif setiap jenjang di satu 
kecamatan. 
N : “Sejak kapan ibu menjadi guru pembimbing khusus di sekolah?”. 
MW : “6 Agustus 2016 tetapi pengalaman dibidang disabilitas sudah lama”. 
Refleksi : Guru pembimbing khusus di sekolah sejak 6 Agustus 2016. 
N : “Apa tugas utama menjadi guru pembimbing khusus di sekolah?”. 
MW : “Tugas utamanya guru pembimbing khusus adalah melakukan 
pendampingan untuk anak ABK maupun non ABK tentang semua hal yang 
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perlu didampingi dan diberikan pemahaman dari segi akademis maupun 
perilaku”. 
Refleksi: Tugas utama guru pembimbing khusus adalah mendampingi semua 
siswa yang perlu didampingi dan diberikan pemahaman tentang semua 
hal. 
N : “Bagaimana cara guru pembimbing khusus mendidik siswa ABK dan non 
ABK di sekolah?”. 
MW : “Inklusi itu menyatu maka siswa diberi kesempatan untuk belajar bersama 
dengan yang lainnya di kelas, selalu ada kegiatan bersama di kelas, apabila 
anak butuh pembelajaran khusus ada pendampingan serta melihat potensi 
dan kemampuan siswa berdasarkan kemampuan IQ”. 
Refleksi : Cara guru pembimbing khusus mendidik dengan memberikan 
kesempatan belajar dan melibatkan semua siswa dalam kegiatan kelas 
secara bersama-sama. 
N : “Apakah ada peran dari dinas pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah?”. 
MW : “Ada peran dinas pendidikan karena ada dana BOS dari dinas yang 
digunakan untuk pembelajaran atau kebutuhan yang lain”. 
Refleksi : Peran dari dinas pendidikan melalui pemberian dana BOS. 
N : “Apakah tugas membimbing siswa ABK hanya dibebankan kepada guru 
pembimbing khusus?”. 
MW : “Tidak, semua ikut terlibat seperti keluarga, guru kelas, kepala sekolah, 
teman-teman dan lingkungan sekolah lainnya”. 
Refleksi :Tugas membimbing siswa berkebutuhan khusus tidak hanya dibebankan 
kepada guru pembimbing khusus tetapi semua warga sekolah. 
N : “Apa saja fasilitas yang tersedia untuk siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah?”. 
MW : “Sarana prasarana juga membantu dalam pelaksanaan, sarana prasarana 
yang ada yaitu plengsengan, handrell/ paralel bar, kamar mandi, ruang 
sumber inklusif, ruang konseling”.  
Refleksi : Fasilitas yang tersedia yaitu plengsengan, handrell/ paralel bar, kamar 
mandi, ruang sumber inklusif dan ruang konseling. 
N : “Apakah sekolah memberikan kebebasan guru untuk menggunakan 
metode pembelajaran dan berinovasi dalam proses belajar siswa 
berkebutuhan khusus?”. 
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MW : “Setiap GPK bebas berinovasi, bebas menggunakan metode pembelajaran 
yang mungkin bervariasi terutama melibatkan anak atau dari anak ke anak 
yang mengerti terus mengajarkan ke anak lain”. 
Refleksi : Sekolah memberikan kebebasan guru pembimbing khusus dalam 

























TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD 1 TRIRENGGO 
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 13 Agustus 2016 
Pukul  : 09:00 WIB 
Narasumber : Guru Pembimbing Khusus Mandiri 
N : “Bagaimana pendapat mbak mengenai kebijakan pendidikan inklusif?”. 
Nv : “Kebijakan pendidikan inklusif di sekolah sudah mendukung karena 
kepala sekolah dan guru sering mengadakan pertemuan dengan orangtua/ 
wali yang inklusif dan menghadirkan narasumber yang sesuai dengan tema 
dan bidangnya. Peraturan di sekolah ini disamakan dalam pembelajaran dan 
disesuaikan dengan kemampuan siswa”. 
Refleksi : Pendapat guru pembimbing khusus mandiri mengenai kebijakan 
pendidikan inklusif adalah sekolah sudah mendukung melalui peraturan 
yang disamakan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 
kemampuan siswa. 
N : “Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif diterapkan di sekolah?”. 
Nv : “2007”. 
Refleksi : Penerapan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah sejak 2007. 
N : “Apa latar belakang ditetapkannya kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah?”. 
Nv : “Sekolah inklusif ada karena untuk membantu anak-anak yang istimewa 
seperti ini (menunjuk siswa inklusinya) agar mendapat perlakuan yang sama 
dan tidak dikucilkan teman-temannya”. 
Refleksi : Latar belakang kebijakan pendidikan inklusif di sekolah untuk 
memperlakukan semua siswa sama agar tidak dikucilkan teman-
temannya. 
N : “Sejak kapan mbak menjadi guru pembimbing khusus mandiri di 
sekolah?”. 
Nv : “1,5 tahun ini”  
Refleksi : Mbak Nv menjadi guru pembimbing khusus mandiri di sekolah sudah 
1,5 tahun. 
N : “Apa tugas utama menjadi guru pembinbing khusus di sekolah?” 
Nv : “Tugas guru pembimbing khusus itu membantu menerjemahkan dan 
menjelaskan pada siswa mengenai materi yang disampaikan guru agar siswa 
bisa mengerti dan mandiri untuk mengerjakan tugas”. 
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Refleksi : Tugas utama guru pembimbing khusus di sekolah membantu 
membimbing siswa untuk memahamkan materi yang disampaikan guru 
agar bisa siswa mengerti dan mandiri dalam mengerjakan tugas.  
N : “Bagaimana cara guru pembimbing khusus mendidik siswa ABK dan non 
ABK di sekolah?”. 
Nv : “Apabila ada soal anak disuruh membaca dulu kemudian mengerjakan 
pertanyaan yang sifatnya mendasar atau yang anak bisa, bila anak tidak bisa 
baru dijelaskan maksud dari soal dan memberi ancer-ancer jawabannya”. 
Refleksi : Cara mendidik guru pembimbing khusus di sekolah dengan pemberian 
soal kepada siswa untuk dibaca dan dikerjakan yang mudah, siswa yang 
tidak bisa akan dijelaskan dan diberi kemudahan dalan menjawab.   
N : “Apakah ada peran dari dinas pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah?”. 
Nv : “Ada, perannya seperti bantuan memberikan guru pembimbing khusus 
untuk sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif dan bantuan dana”. 
Refleksi : Peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan 
inklusif yaitu memberikan bantuan guru pembimbing khusus dan bantuan 
dana. 
N : “Apakah tugas membimbing siswa ABK hanya dibebankan kepada guru 
pembimbing khusus?” 
Nv : “Untuk anak istimewa tidak hanya guru pembimbing khusus tetapi juga 
didukung oleh kepala sekolah, guru-guru dan terutama didukung orang 
tuanya juga”. 
Refleksi : Tugas membimbing siswa berkebutuhan khusus tidak hanya dibebankan 
kepada guru pembimbing khusus tetapi kepala sekolah, guru dan orang 
tua. 
N : “Apa saja fasilitas yang tersedia untuk siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah?”. 
Nv : “Sekolah ini belum punya fasilitas yang lengkap hanya ada fasilitas yang 
ada di ruang inklusif itu dan digunakan kalau ada guru pembimbing khusus 
yang datang ke sekolah ”. 
Refleksi : Fasilitas sekolah hanya memiliki ruang sumber inklusif. 
N :“Apakah sekolah memberikan kebebasan guru untuk menggunakan metode 
pembelajaran dan berinovasi dalam proses belajar siswa berkebutuhan 
khusus?”. 
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Nv : “Banyak cara yang dilakukan guru dalam pelajaran, GPK membawa setiap 
siswa ABK di ruang inklusif untuk diajari keterampilan, Guru kelas juga 
memberi pendampingan melalui tanya jawab siswa satu persatu atau hanya 
menyuruh siswanya untuk mengerjakan soal dan keterampilan untuk anak-
anak walaupun belum masimal”. 
Refleksi : Sekolah memberikan kebebasan guru untuk berinovasi dan 
























TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD 1 TRIRENGGO 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 21 Juli 2016 
Pukul  : 09:30 WIB 
Narasumber : Orang Tua Siswa Berkebutuhan Khusus 
N : “Apa pendidikan terakhir ibu?”. 
Smy : “D3 Keperawatan”. 
Kesimpulan : Pendidikan terakhir Ibu Smy D3 keperawatan. 
N : “Apa pekerjaan ibu?”. 
Smy : “Saya perawat dan suami polisi”. 
Refleksi: Pekerjaan Ibu Smy perawat dan suaminya polisi. 
N : “Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif?”. 
Smy : “Inklusif itu lebih bersifat khusus, sekolah yang melaksanakan pendidikan 
inklusif berarti sekolah khusus yang ada pendampingan khusus dari PLB 
dan ada evaluasinya untuk anak sehingga anak lebih diperhatikan daripada 
di sekolah lainnya”. 
Refleksi : Pendapat Ibu Smy mengenai kebijakan pendidikan inklusif yaitu 
sekolah yang memiliki pendampingan khusus dan ada evaluasinya dari 
PLB  sehingga anak lebih diperhatikan. 
N : “Apa alasan ibu menyekolahkan anak di sekolah ini?”. 
Smy : “Anak saya memiliki gangguan pendengaran kalau di sekolah negeri takut 
tidak tertangani, tetapi kalau di SLB saya merasa anak saya masih mampu 
mengikuti pembelajaran di sekolah negeri jadi saya memilih sekolah 
inklusif yang ada bimbingan dari PLB. Selain itu saya mengalami penolakan 
dari SD Pen* dan SD 1 Wijire** dan disarankan ke SD BIA* Wirosaban 
tapi saya tidak mampu membiayai”. 
Refleksi : Alasan orang tua menyekolahkan anak di SD 1 Trirenggo karena orang 
tua mengalami penolakan dibeberapa sekolah yang melaksanakan 
kebijakan pendidikan inklusif. 
N : “Apa potensi yang ada dalam diri anak menurut ibu?”. 
Smy : “Berhitung dan musik karena anak saya suka matematika dan suka melihat 
drum band dan suka main alat-alat karawitan juga sering main laptop yang 
ada game edukasi”. 
Refleksi: Potensi anak menurut orang tua yaitu berhitung dan musik. 
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N : “Bagaimana sikap anak di rumah setelah bersekolah di sekolah ini?” 
Smy : “Sikap anak antara di rumah dengan di sekolah sama suka bermain dan 
untuk belajar dia mengatur sendiri waktu dan belajar mapel apa sesuai 
dengan keinginan anak”. 
Refleksi : Sikap anak saat di rumah dan sekolah sama untuk mengatur waktu dan 
materi belajar yang diinginkan. 
N : “Apa dampak positif yang diperoleh setelah anak sekolah?” 
Smy : “Anak saya jadi tidak minder dengan kondisinya dan mau berbaur dengan 
teman-temannya ”. 
Refleksi : Dampak positif yang diperoleh anak tidak minder dan mau berbaur 
dengan teman-temannya. 
N : “Bagaimana cara menyemangati anak untuk tetap bersekolah?”. 
Smy : “Dia dulu pernah merasa tidak bisa di mata pelajaran bahasa jawa karena 
dia kan berasal dari Jambi dan terapisnya difokuskan ke bahasa indonesia 
jadi saya atau teman-temannya ngomong apa pasti mas Pandu tidak paham. 
Saya terus berusaha memotivasi dan menerangkan tentang bahasa Jawa 
sehingga dia sekarang bisa, teman-temannya pun terbiasa menggunakan 
bahasa jawa jadi sekarang sudah mau belajar bahasa jawa dan mengerti 
maksudnya”. 
Refleksi : Cara menyemangati anak melalui motivasi yang dilakukan Ibu Smy dan 
kebiasaan yang dilakukan teman-teman anaknya. 
N : “Apa saja prestasi yang telah diperoleh anak selama sekolah?”  
Smy : “Prestasi anak, saya sempat bertanya dengan wali kelasnya tentang anak 
saya, kalau masih ada peringkat di kelas anak saya diperingkat 3 
sekelasnya”. 
Refleksi : Prestasi yang telah diperoleh menempati peringkat 3 dalam satu kelas. 
N : “Bagaimana bentuk keterlibatan sekolah dengan orang tua untuk 
perkembangan belajar anak?”. 
Smy : “Setiap bulan di sekolah ada program paguyuban orang tua siswa 
berkebutuhan khusus yang mana sekolah bekerjasama dengan 
mendatangkan dokter psikolog anak, terapis sehingga orangtua bisa sharing 
dan berbagi pengalaman. Jadi sekolah mendukung dan membantu orang tua 
untuk mencarikan narasumber yang sesuai dengan tema yang ingin dibahas 
orang tua”. 
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Refleksi : Keterlibatan sekolah dengan orang tua melalui program paguyuban 
orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan sekolah dan konsultan atau 
narasumber sekolah.  
N : “Bagaimana cara belajar anak saat berada di rumah?”. 
Smy : “Cara belajarnya tidak harus fokus dengan buku-buku tapi saya gunakan 
media lain seperti matematika menggunakan lidi saat dia bermain atau apa 
dan nanti kalau diulang menggunakan kertas dia bisa. Selain itu, saya juga 
melihat mood anak, kalau tidak mau belajar ya sudah dan biasanya dia 
minta untuk belajar setelah bermain”. 
Refleksi : Cara belajar anak Ibu Smy tidak fakous pada buku tetapi media lain dan 





















TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD KEPUHAN 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 25 Agustus 2016 
Pukul  : 08:00 WIB 
Narasumber : Kepala Sekolah  
N : “Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif?”. 
SS : “Adanya program pendidikan inklusif sekolah merasa terbantu melalui 
pelatihan yang sering diadakan untuk menangani anak. Melalui kebijakan 
itu, sekolah bisa sharing dengan Dinas Pendidikan Provinsi (Dikpora) yang 
mengadakan diklat kerjasama dengan pemerintah pusat. Jadi adanya diklat, 
sekolah dapat bertanya mengenai penanganan anak inklusif sehingga 
apabila program itu dilaksanakan dengan baik mungkin akan membantu 
sekali”. 
Refleksi : Kepala sekolah berasumsi mengenai kebijakan pendidikan inklusif yaitu 
adanya kebijakan pendidikan inklusif membantu sekolah untuk 
menangani siswa berkebutuhan khusus melalui konsultasi dengan Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. 
N : “Apa latar belakang yang mendasari adanya kebijakan pendidikan inklusif 
di sekolah?”. 
SS : “Kebetulan masyarakatnya memang agak kurang sekali untuk perhatian 
dan dukungan dari orang tua juga sulit sekali karena pendidikan masyarakat 
disini dari menengah kebawah, orang tua sudah pasrah kepada sekolah 
untuk mendidik anak sehingga sekolah yang harus bekerja keras untuk 
membimbing anak. Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul mendukung dan 
membantu sekolah apabila sekolah ada kesulitan dan berkonsultasi”. 
Refleksi : Latar belakang kebijakan pendidikan inklusif di sekolah karena 
masyarakat kurang memperhatikan pendidikann anak, orang tua juga 
cenderung mempercayakan pendidikan anak kepada sekolah dan memilih 
untuk bekerja. 
N : “Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif dilaksanakan di sekolah?”. 
SS : “SK sekolah inklusif tahun 2013 tetapi pelaksanaannya sebelum 2013”. 
Refleksi : Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif sebelum tahun 2013 dan 
ditetapkan setelah pengeluaran SK sekolah inklusif.  
N : “Apakah visi dan misi sekolah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif?”. 
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SS : “Kalau di Visinya masih bersifat umum untuk anak yang reguler tetapi 
kalau di Misinya mungkin terkait dengan inklusif karena visi mencakup 
semua karakter tapi tidak terlihat sedangkan misi berkaitan dengan tujuan”. 
Refleksi : Kepala sekolah tidak yakin dengan visi dan misi yang berkaitan dengan 
kebijakan pendidikan inklusif. 
N : “Apa saja program yang terdapat di sekolah mengenai kebijakan 
pendidikan inklusif?”. 
SS : “Karena siswa yang ada di sekolah ini kebanyakan lamban belajar dan low 
vision maka programnya hanya sosialisasi, assessment, penanganan, 
bekerjasama dengan sekolah lain, komunikasi dengan orangtua dan 
memfasilitasi siswa untuk bisa membaca”. 
Refleksi: Program kebijakan pendidikan inklusif di sekolah yaitu sosialisai, 
assessment, penanganan, kerjasama dengan pihak lain, komunikasi 
dengan orang tua dan memfasilitasi siswa.  
N : “Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah?” 
SS : “Kalau di sekolah sudah dibentuk pengurusnya seperti ketua, sekretaris 
dan lainnya, sedangkan pelaksanaan terkait pembelajaran guru kelas dibantu 
dengan guru pembimbing khusus”. 
Refleksi : Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif melibatkan pengurus harian 
inklusif dan guru kelas bersama guru pembimbing khusus. 
N : “Bagaimana persiapan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah?”. 
SS : “Kalau misalnya sekolah ada acara pengajian mengundang pihak UPT 
Kecamatan Sewon lebih mudah daripada mengundang orangtua siswa 
karena perhatiannya memang masih sangat kurang dan kebanyakan 
orangtua bekerja sebagai buruh, apabila sekolah menjelaskan sesuatu 
orangtua sering kurang merespon entah tidak paham atau bingung karena 
mungkin yang dijelaskan itu hal baru. Jadi sekolah masih kesulitan 
mengajak orangtua untuk berpartisipasi dalam acara sekolah karena 
orangtua lebih memilih bekerja daripada menghadiri undangan sekolah dan 
orangtua menyerahkan pendidikan anaknya ke sekolah”. 
Refleksi : Persiapan pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di sekolah melalui 
undangan sekolah untuk pihak UPT Kecamatan Sewon dan orang tua. 
N : “Bagaimana pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah?”. 
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SS : “Setelah orangtua mengetahui anak mereka berkebutuhan khusus orangtua 
tidak ada tanggapan apa-apa meskipun sekolah telah memberikan solusi 
untuk orangtua mencari GPK mandiri karena sekolah hanya memiliki GPK 
1 orang dan per minggu hanya 2 hari di sekolah tetapi tetap tidak ada respon 
dari orangtua”. 
Refleksi : Pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif di sekolah tidak 
mendapat respon dari orang tua meskipun sekolah sudah memberikan 
solusi yang bisa ditempuh orang tua.  
N : “Bagaimana bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program kebijakan 
pendidikan inklusif?”. 
SS : “Bentuk evaluasi dari program-program yang telah dilaksanakan belum 
sepenuhnya bisa dievaluasi karena kurang adanya respon dari orangtua, 
sekolah hanya sebatas mengingatkan anak untuk tetap belajar karena 
keterbatasan guru dengan jumlah siswa ABK yang banyak”. 
Refleksi : Evaluasi pelaksanaan program kebijakan pendidikan inklusif di sekolah 
belum semua bisa dievaluasi karena respon orang tua kurang dan hanya 
memotivasi siswa untuk belajar. 
N : “Apa saja faktor pendukung terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah?”.  
SS : “Kalau faktor pendukung untuk alokasi dana ke sekolah dari provinsi 
sudah tidak ada tapi kalau dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten masih 
ada, itu pun tidak by name siswanya langsung tapi dana diberikan 
berdasarkan sekolah sebesar 7 juta per tahun. Pelatihan guru yang diadakan 
pemerintah dengan Dinas Pendidikan Provinsi juga turut membantu sekolah. 
Selain itu, guru kelas  ikut membantu karena kalau hanya GPK yang 
menangani seminggu 2 hari dirasa kurang maksimal, justru lebih banyak 
yang menangani guru kelas karena tiap hari ada di sekolah”. 
Refleksi : Faktor pendukungnya yaitu subsidi dana khusus, adanya pelatihan guru 
dari dinas pendidikan dan kerjasama antar guru dalam menangani siswa 
di kelas. 
N : “Apa saja faktor penghambat terlaksananya program kebijakan pendidikan 
inklusif di sekolah?”. 
SS : “Sekolah hanya mempunyai GPK 1 orang yang masuk perminggu hanya 2 
hari itu pun kalau tidak izin ada acara, guru kelas juga sering ada diklat jadi 
guru kelas lain harus mengampu beberapa kelas dengan jumlah siswa ABK 
yang banyak, guru kelas kurang maksimal menangani siswa ABK karena 
harus memperhatikan siswa lain. Orang tua kurang memberikan perhatian 
dan dukungan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus sehingga 
sekolah harus bekerja keras untuk membimbing siswa karena orang tua 
merasa sudah memasrahkan anak ke sekolah. Sekolah juga merasa 
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kekurangan terkait dana yang diberikan pemerintah karena sekarang dana 
dari provinsi sudah tidak ada tinggal dana dari kabupaten” . 
Refleksi : Faktor penghambatnya di SD Kepuhan yaitu sekolah hanya memiliki 
satu guru pembimbing khusus, guru kelas kerepotan menangani beberapa 
siswa berkebutuhan khusus di kelas, orang tua kurang mendukung dan 
memperhatikan pendidikan anak, dan kurangnya dana subsidi khusus dari 
pemerintah. 
N : “Bagaimana sekolah mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
program kebijakan pendidikan inklusif?”. 
SS : “Caranya berkonsultasi dengan Dinas Dikpora saat pelatihan guru tentang 
cara menangani ABK, sekolah juga berkerjasama dengan lembaga lain 
untuk assessment. Dana yang diberikan kabupaten masih dirasa kurang 
makanya sekolah menggunakan dana BOSNAS atau berdiskusi dengan 
dewan sekolah untuk mengatasinya. Semua guru kelas atau pun guru bidang 
studi saling membantu untuk mengisi kelas yang gurunya sedang diklat dan 
selalu mengingatkan siswa untuk belajar. Memanggil  beberapa anak 
berkebutuhan khusus yang belum bisa membaca untuk dilatih membaca”. 
Refleksi : Cara mengatasi hambatan yang muncul melalui sekolah berkonsultasi 
dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahaga DIY, sekolah 
bekerjasama dengan lembaga lain, menghemat anggaran dana subsidi, 
semua guru bekerjasama untuk mengajar di kelas, membimbing siswa 
berkebutuhan khusus. 
N : “Berapakah jumlah guru pembimbing khusus yang ada di sekolah ini?”. 
SS : “Sekolah hanya memiliki satu orang guru pembimbing khusus yang datang 
dua hari dalam seminggu”. 
Refleksi: Guru pembimbing khusus yang dimiliki SD Kepuhan satu orang. 
N : “Apa persyaratan menjadi guru pembimbing khusus di sekolah ini?” 
SS : “Syarat menjadi guru pembimbing khusus di sekolah mengutamakan 
lulusan PLB, guru pembimbing khusus juga harus sabar dan memiliki 
pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus sehingga anak 
tertangani sesuai dengan kondisinya.”. 
Refleksi : Persyaratan menjadi guru pembimbing khusus di SD Kepuhan 
mengutamakan lulusan PLB, guru pembimbing khusus harus sabar dan 
berpengalaman. 
N : “Apa tugas utama menjadi guru pembimbing khusus di sekolah ini?”. 
SS : “Tugas utamanya membantu belajar anak di dalam kelas yang disesuaikan 
dengan kekurangan masing-masing anak”. 
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Refleksi : Tugas utama guru pembimbing khusus membantu membimbing belajar 
siswa sesuai kebutuhan dan kemampuannya di kelas  
N : “Apakah tugas membimbing siswa ABK hanya dibebankan kepada guru 
pembimbing khusus?”. 
SS : “Tidak, walaupun ada GPK guru kelas pun juga ikut membantu karena 
kalau hanya dibebankan oleh GPK dalam 2 hari dirasa kurang maksimal, 
justru lebih banyak yang menangani guru kelas karena tiap hari ada di 
sekolah. Jadi misalnya guru kelas kurang bisa menangani siswa tertentu 
pasti akan dibantu guru kelas lain, intinya saling kerjasama”. 
Refleksi : Tugas membimbing siswa berkebutuhan khusus tidak hanya dibebankan 
guru pembimbing khusus tetapi guru kelas ikut terlibat. 
N : “Apa saja prestasi yang telah diraih selama melaksanakan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah?”.  
SS : “Prestasi yang telah diraih anak berkebutuhan khusus dua tahun lalu 
dibidang olahraga bulutangkis juara ditingkat kabupaten dan bidang 
olahraga sepak bola”. 
Refleksi : Prestasi yang telah diperoleh di bidang olahraga bulutangkis dan sepak 
bola juara 1 ditingkat kabupaten. 
N : “Bagaimana pengadaan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan 
program kebijakan pendidikan inklusif di sekolah?”. 
SS : “Pengadaan sarpras untuk anak berkebutuhan khusus dari dana yang 
diberikan kabupaten, apabila dirasa kurang sekolah memenuhinya dengan 
anggaran dari BOSNAS atau berunding dengan dewan sekolah jika sekolah 
tidak bisa menanganinya, contohnya pembangunan sekolah, dan masalah 
terkait pendanaan. Fasilitasnya seperti braile tapi tidak dipakai, kacamata 
untuk siswa yang low vision, buku bacaan untuk anak slow learner”. 
Refleksi : Pengadaan sarana prasarana menggunakan dana subsidi khusus dari 
kabupaten atau anggaran dana BOSNAS. 
N : “Bagaimana bentuk kerjasama Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
dengan sekolah?”. 
SS : “Kalau kerjasama sekolah hanya mendapatkan bantuan dana dan kalau 
mau ujian dinas pendidikan hanya meminta data-data siswanya untuk 
pengajuan ujian untuk anak berkebutuhan khusus untuk ikut ujian sekolah 
saja. Kalau untuk inklusif ditingkat UPT hanya sebatas bantuan pemikiran 
untuk menangani anak-anak karena kecamatan belum tentu mengetahui  
sekolah memiliki anak berkebutuhan khusus”. 
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Refleksi : Kerjasama yang terjalin dengan Dinas Pendidikan Dasar melalui 
bantuan dana subsidi khusus, pendataan siswa berkebutuhan khusus yang 
akan ujian, bantuan pemikiran masalah pendidikan inklusif dari UPT. 
N : “Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua siswa berkebutuhan khusus 
dengan sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif?”. 
SS : “Di sekolah ada POT yaitu Paguyuban Orangtua Murid yang digunakan 
untuk perwakilan orangtua siswa yang mengurus dan membantu kegiatan 
yang berkaitan dengan pembelajaran untuk kemajuan kelas, seperti rapat 
orangtua siswa dengan pihak sekolah tetapi sampai sekarang orangtua siswa 
juga kurang merespon kegiatan-kegiatan yang diadakan POT bersama 
dengan sekolah”. 
Refleksi : Bentuk keterlibatan orang tua dengan sekolah melalui pertemuan rutin 




















TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD KEPUHAN 
Hari/ Tanggal : Selasa/ 26 Juli 2016 
Pukul  : 08:00 WIB 
Narasumber : Guru Kelas 
N      : “Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif?”. 
Kun : “Kebijakan Pendidikan inklusif menurut saya, pendidikan yang di sekolah 
itu mendapatkan predikat sekolah inklusi yaitu sekolah harus menerima 
anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebijakan di sekolah harus mengikuti 
aturan atau instruksi dari atasan langsung”.  
Refleksi : Pendapat guru kelas SD Kepuhan mengenai kebijakan pendidikan 
inklusif adalah kebijakan yang mengatur sekolah harus menerima anak 
berkebutuhan khusus dan sekolah harus mengikuti peraturan tersebut. 
N : “Apa latar belakang yang mendasari adanya kebijakan pendidikan inklusif 
di sekolah?”. 
Kun : “Kalau itu saya kurang tahu, kan yang menerima kepala sekolahnya jadi 
guru-guru tidak tahu. Tahu-tahu ada guru dari dinas yang di SLB Panda* 
mau memberi predikat sekolah inklusif sehingga sekolah ini tahu-tahu 
menjadi sekolah inklusif. Dulu juga ada guru SLB praktek disini kemudian 
menemukan anak yang lambat belajar lalu dilaporkan ke dinas kemudian 
ditetapkan sebagai sekolah inklusif”. 
Refleksi : Guru kelas tidak mengetahui secara pasti latar belakang adanya 
kebijakan pendidikan inklusif di sekolah.  
N : “Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif diterapkan di sekolah?”. 
Kun : “Antara tahun 2006 atau 2007”. 
Refleksi : Guru kelas tidak mengetahui secara pasti kapan sekolah mulai 
menerapkan kebijakan pendidikan inklusif.  
N :“Apakah sekolah memiliki tata cara untuk membantu guru-guru dalam 
menangani siswa berkebutuhan khusus?”.  
Kun : “Kalau untuk mengidentifikasi sekolah mencari dan bekerjasama dengan 
lembaga untuk di assessment melalui GPK karena GPK yang lebih tahu. 
Kalau untuk guru-guru disekolah ada cara-cara untuk menangani anak ABK 
seperti slow learner harus bagaimana dan KKM pun harus dibedakan antara 
anak  berkebutuhan khusus dengan anak normal disesuaikan di kelas 
masing-masing serta diadministrasi ditulisi ini inklusif”. 
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Refleksi : Tata cara sekolah untuk membantu guru dalam menangani siswa 
berkebutuhan khusus melalui identifikasi siswa bekerjasama dengan 
lembaga assessment. Cara penanganan siswa di kelas disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kemampuannya. 
N : “Apakah sekolah mengadaptasi kurikulum dan pembelajaran sesuai 
kemampuan siswa berkebutuhan khusus?”. 
Kun : “Kalau kurikulum sekolah membuat sendiri, misalnya silabus untuk siswa 
reguler mengidentifikasi dan dibawahnya silabus untuk siswa inklusif hanya 
menyebutkan kembali”. 
Refleksi : Adaptasi kurikulum dan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan 
dan kebutuhan siswa antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa 
reguler.  
N : “Apakah sekolah memiliki buku dan bahan ajar yang sesuai dengan 
kebutuhan belajar siswa berkebutuhan khusus?”. 
Kun : “Kalau kelas saya ada seperti anak yang tidak bisa membaca ada buku 
khusus untuk latihan membaca tapi kalau untuk anak reguler tidak, hanya 
mempunyai buku pedoman tapi tidak satu-satu mungkin satu meja satu”. 
Kalau untuk siswa low vision sekolah membuat sendiri dengan fontnya 
diperbesar atau kalau tidak GPK mendampingi dengan dibacakan kemudian 
siswa tinggal menjawab”. 
Refleksi: Sekolah memiliki buku dan bahan ajar yang khusus untuk siswa slow 
learner, siswa low vision juga ada perbesaran font. 
N : “Apakah sekolah memberikan kebebasan guru untuk menggunakan 
metode pembelajaran dan berinovasi dalam belajar siswa berkebutuhan 
khusus?”. 
Kun : “Iya, sekolah selalu membebaskan mana yang sesuai dan tidak digunakan 
pasti sekolah membebaskan, metode untuk siswa inklusif itu harus seperti 
apa dan metode untuk siswa reguler itu bagaimana harus disesuaikan dan 
tidak ada batasan. Kepala sekolah juga selalu memonitoring dan guru selalu 
konsultasi mengenai silabusnya karena untuk administrasi sekolah, 
penilaian guru, visitasi sekolah dan lainnya”. 
Refleksi : SD Kepuhan selalu membebaskan guru dalam menggunakan metode 
pembelajaran dan berinovasi dalam pembebelajaran yang disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. 
N : “Bagaimana sistem pengajaran guru kepada semua siswa yang beragam 
dalam proses pembelajaran?”. 
Kun : “Sistem pengajannya saya kuwalahan kalau tidak dibantu GPK, cara saya 
biasanya yang reguler saya beri tugas kemudian yang inklusif saya dekati 
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dan jelaskan untuk menulis kembali jawaban dan nanti dibaca. Kalau dulu 
saya menangani 5 siswa, cara mengajarnya siswa disesuaikan dengan 
tempat duduk misalnya kalau low vision dikasih ditengah, slow learner 
didepan, dan lainnya”. 
Refleksi : Guru kelas merasa kerepotan bila tidak dibantu guru pembimbing 
khusus dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus dan cara mengajar di 
kelas ada pengaturan tempat duduk yang mempermudah siswa 
memahami materi pelajaran dan memudahkan guru untuk membimbing 
siswa. 
N : “Apa kesulitan yang dihadapi guru ketika proses pembelajaran di kelas 
bersama siswa berkebutuhan khusus?”. 
Kun : “Kesulitannya apabila saya menerangkan yang inklusif siswa reguler pada 
rame dan tidak konsentrasi, ketika saya memberi tugas yang lebih ringan ke 
siswa inklusif yang reguler protes sehingga saya harus memberikan 
penjelasan kepada siswa bahwa setiap siswa memiliki pengetahuan yang 
berbeda-beda. Apabila siswa tetap mengalami kesulitan biasanya saya ada 
tambahan jam belajar setelah jam pulang sekolah. Kalau pun ada remidial 
pasti tetap sama jawabannya sehingga hanya menuliskan atau meneruskan 
jawaban sebelumnya”. 
Refleksi : Kesulitan guru kelas ketika proses pembelajaran di kelas yaitu 
mengendalikan dan membuat konsentrasi siswa berkebutuhan khusus 
serta memberi pemahaman kepada siswa normal mengenai teman yang 
berkebutuhan khusus. 
N : “Bagaimana perlakuan siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah?”. 
Kun : “Perlakuan antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal biasa, 
tidak ada masalah, tidak ada perbedaan apa-apa. Tidak membeda-bedakan 
bahwa anak inklusif atau tidak karena siswa juga tidak tahu. Kalau untuk 
anak yang low vision justru pada perhatian dan mengajak bermain, 
membantu, tidak ada yang mengejek dan lainnya”. 
Refleksi : Perlakuan siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus saling 







TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD KEPUHAN 
Hari/ Tanggal : Jumat/ 29 Juli 2016 
Pukul  : 08:00 WIB 
Narasumber : Guru Pembimbing Khusus 
N : “Bagaimana pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif?”. 
YA : “Kebijakan kalau dari atas sudah bagus tapi penerapannya untuk di sekolah 
tentang guru-guru sudah tahu kalau itu anak inklusif tetapi penerapan di 
kelas masih beda, artinya guru itu tahu anak tidak bisa baca tapi fokusnya 
dan pembelajarannya masih sama. kalau untuk low vision masih bisa 
mengikuti pelajaran tapi kalau yang slow learner apalagi yang tidak bisa 
baca susah sekali mengikuti pelajaran”.  
Refleksi : Asumsi guru pembimbing khusus mengenai kebijakan pendidikan 
inklusif adalah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi guru  untuk 
mengatur penanganan siswa berkebutuhan khusus di sekolah. 
N : Sejak kapan kebijakan pendidikan inklusif diterapkan di sekolah?”. 
YA : “Pelaksanaannya sudah lama karena saya sudah menjadi guru pembimbing 
khusus ke berapa gitu, kalau tidak salah 2007”. 
Refleksi : Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah sudah lama 
sekitar tahun 2007. 
N : “Apa latar belakang ditetapkannya kebijakan pendidikan inklusif di 
sekolah?”. 
YA : “Di sekolah ini memang dari dulu sudah ditunjuk menjadi sekolah inklusif 
dari Kecamatan Sewon. Sekolah ini banyak siswa “buangan” karena 
masyarakat sekitar ada yang memiliki kesulitan belajar, tidak bisa membaca 
disini semua maka anak inklusif di sekolah ini banyak”. 
Refleksi : Latar belakang SD Kepuhan menjadi sekolah penyelenggara pendidikan 
inklusif karena masyarakat sekitar ada yang memiliki kekurangan dan 
berkesulitan belajar. 
N : “Sejak kapan ibu menjadi guru pembimbing khusus di sekolah?”. 
YA : “Sejak 2010”. 
Refleksi: Ibu YA menjadi guru pembimbing khusus di SD Kepuhan sejak 2010. 
N : “Apa tugas utama menjadi guru pembimbing khusus di sekolah?”. 
YA : “Kalau saya ditugasi sebagai pendamping anak, anak kesulitannya 
dibagian apa saya mendamping dan tidak mengajar seperti anak tidak bisa 
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baca saya kumpulkan di ruangan dan saya latih karena anak kadang tidak 
bisa fokus, kadang saya juga membantu di kelas”. 
Refleksi : Tugas utama guru pembimbing khusus di sekolah melakukan 
pendampingan dan membantu kesulitan yang dihadapi siswa dalam 
pembelajaran.  
N : “Bagaimana cara guru pembimbing khusus mendidik siswa ABK dan non 
ABK di sekolah?”. 
YA : “Kalau untuk anak C hanya mengulang, mengulang dan mengulang; kalau 
A tetap bisa mengikuti, kalau D ringan biasanya hanya geraknya saja”. 
Refleksi : Cara guru pembimbing khusus mendidik siswa berkebutuhan khusus 
sesuai dengan jenis ketunaan dan kebutuhan siswa. 
N : “Apakah ada peran dari dinas pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan inklusif di sekolah?”. 
YA : “Ada peran dari dinas pendidikan, sekolah sering ada monitoring dari 
dinas setiap semester untuk mengetahui tentang siswa inklusif di sekolah 
ini. Kalau saya meminta ke dinas untuk ada GPK tambahan tapi belum ada 
juga”. 
Refleksi : Ada peran dari dinas pendidikan melalui monitoring setiap semester 
untuk mengetahui siswa berkebutuhan khusus yang ada di SD Kepuhan. 
N : “Apakah tugas membimbing siswa ABK hanya dibebankan kepada guru 
pembimbing khusus?”. 
YA : “Oh tidak, semua guru dan orang tua juga berperan. Biasanya kalau ada 
keluhan saya menghubungi orangtua untuk dibimbing belajarnya tapi 
peningkatannya juga sedikit, orangtua justru harapannya kepada saya besar 
untuk menangani anaknya sedangkan saya ada di sekolah ini hanya 2 hari 
jadi tidak bisa maksimal”. 
Refleksi : Tugas membimbing siswa berkebutuhan khusus melibatkan semua guru 
dan orang tua siswa SD Kepuhan. 
N : “Apa saja fasilitas yang tersedia untuk siswa berkebutuhan khusus di 
sekolah?”. 
YA : “Ruang bina diri belum ada, bina geraknya diusahakan, mobilitas untuk 
anak tuna daksa juga belum ada, paling banyak untuk buku latihan 
membaca padahal saya sudah minta untuk dibuatkan tangga tapi seperti 
turunan rata itu soalnya dulu ada anak tuna daksa tapi sampai sekarang 
belum ada”.  
Refleksi : Fasilitas yang tersedia di SD Kepuhan yaitu buku latihan membaca. 
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N : “Apakah sekolah memberikan kebebasan guru untuk menggunakan 
metode pembelajaran dan berinovasi dalam proses belajar siswa 
berkebutuhan khusus?”. 
YA : “Kebebasan guru menggunakan metode dan berinovasi paling 
mengumpulkan siswa di ruangan tersendiri atau saya yang ke kelasnya 
berurutan dari kelas 1 sampai kelas 6 selama dua hari dengan cara 2 kelas 
dijadikan satu sesuai klasifikasinya”. 
Refleksi : Kebebasan guru menggunakan metode pembelajaran dan berinovasi 
dalam proses belajar siswa dengan membimbing siswa berkebutuhan 
khusus di kelas atau mengumpulkan siswa berkebutuhan khusus dalam 





















TRANSKIP WAWANCARA DENGAN SD KEPUHAN 
Hari/ Tanggal : Senin/ 29 Agustus 2016 
Pukul  : 08:00 WIB 
Narasumber : Orang Tua Siswa Berkebutuhan Khusus 
N : “Apa pendidikan terakhir ibu?”. 
Stn : “SD” 
Refleksi: Pendidikan terakhir Ibu Stn SD 
N : “Apa pekerjaan ibu?”. 
Stn : “Saya buruh serabutan dan suami baru meninggal”. 
Refleksi: Pekerjaan Ibu Stn sebagai buruh serabutan dan suami sudah meninggal. 
N : “Apa pendapat ibu mengenai kebijakan pendidikan inklusif”. 
Stn : “Adanya sekolah inklusif ini sangat membantu karena di sekolah sini saja 
Echa sering diejek masyarakat sekitar rumah “Echa itu bodoh” sedangkan 
kalau di SLB saya tidak tega untuk memasukkan Echa disana”. 
Refleksi: Kebijakan pendidikan inklusif membantu Ibu Stn dalam memperoleh 
sekolah anaknya. 
N : “Apa alasan ibu menyekolahkan anak di sekolah ini?”. 
Stn : “Sebenarnya Echa itu di SD Balon* ditolak dan Echa diterima  di SD 
Kepuhan ya sudah saya masukkan di sini”. 
Refleksi : Ibu Stn selaku orang tua mendapat penolakan menyekolahkan anak dan 
diterima di SD Kepuhan. 
N : “Apa potensi yang ada dalam diri anak menurut ibu?”. 
Stn : “Echa itu kalau disuruh belajar tidak mau, malas berpikir tapi kalau 
memelihara binatang dia telaten dan bisa sampai besar binatangnya, 
binatangnya seperti ayam dan keong”. 
Refleksi: Potensi yang dimiliki anak yaitu berternak. 
N : “Bagaimana sikap anak di rumah setelah bersekolah di sekolah ini?”. 
Stn : “Kalau Echa itu suka bebas, disuruh belajar di rumah malas jadi lebih suka 
ke peliharaannya daripada disuruh belajar”. 
Refleksi: Sikap anak di rumah lebih suka berternak daripada belajar. 
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N : “Apa dampak positif yang diperoleh setelah anak sekolah?”. 
Stn : “Kalau yang jelas Echa belum bisa apa-apa di sekolah ini”. 
Refleksi: Belum ada dampak positif yang diperoleh anak. 
N : “Bagaimana cara menyemangati anak untuk tetap bersekolah?”. 
Stn : “Sebenarnya tidak pernah disemangati di sekolah malah justru disarankan 
untuk pindah ke SLB lebih bisa tertangani”.  
Refleksi: Tidak ada semangat yang diberikan sekolah. 
N : “Apa saja prestasi yang telah diperoleh anak selama sekolah?” 
Stn : “Selama ini tidak ada prestasi di pelajaran atau pun keterampilan”. 
Refleksi: Belum ada prestasi yang diperoleh anak. 
N : “Bagaimana bentuk keterlibatan sekolah dengan orang tua untuk 
perkembangan belajar anak?”. 
Stn : “Tidak ada keterlibatan orang tua, memang anak diterima tetapi tidak 
diapa-apakan atau dibiarkan”. 
Refleksi: Tidak ada keterlibatan orang tua di sekolah. 
N : “Bagaimana cara belajar anak saat berada di rumah?”. 
Stn : “Echa belajarnya mesti telaten mengeja satu dua huruf dan saya juga tidak 
bisa ngajari Echa. Echa itu susah ya, kalau diajari di rumah saja seperti 
AYAH itu A-Y-A-H harus satu-satu dan cara menulisnya bingung. Kalau 
ada PR di rumah saya suruh mencontek saja seperti IBU itu I-B-U dan 
BUKU B-U-K-U jadi harus pelan-pelan”. 
Refleksi: Cara belajar anak di rumah harus telaten dan sabar dalam menulis huruf 









Lampiran 6. Dokumentasi Foto 














Plengsengan di halaman depan 
sekolah 
 
Handrell di ruang sumber inklusi 
 
Ruang kesekretariat inklusi 
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Plengsengan di depan ruang 
kelas 
 
Kamar mandi siswa 
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2. Foto Pembelajaran SD Trirenggo 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
Diskusi siswa dalam proses 
pembelajaran 
 
Siswa saling membantu pada saat 
pembelajaran 
 
Siswa berkonsultasi dengan guru 
terkait pembelajaran 
 
Guru membimbing siswa yang tidak 
mau menulis 
 
Orang tua membimbing anak 
di kelas 
 
Guru melatih siswa tuna rungu dan 






















Beberapa orang tua membimbing anak di kelas secara langsung 
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1. Foto Sarana dan Prasarana SD Kepuhan 






Beberapa buku latihan membaca 
sesuai tingkat kemampuann siswa 
 
Materi latihan membaca siswa 
tingkat satu 
Kamar mandi/ WC guru dan siswa 
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2. Foto Pembelajaran SD Kepuhan 
    
 
 






Guru pembimbing khusus melatih 
siswa membaca di perpustakaan 
Siswa saling membantu dalam belajar 
membaca 
Pembimbingan siswa dilakukan secara 
bergilir Proses pembelajaran di perpustakaan 
Siswa mengamati ukiran batik di dinding sekolah saat 
pembelajaran membatik (SBK) 
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Lampiran 7. Struktur Pengurus Sekolah Inklusif 











































Gambar 3. Struktur Organisasi Pengurus Sekolah Inklusif SD 1 Trirenggo 
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1. Sri Rejeki, A.Md 
2. Kuntari, S.Pd 
3. Herni Dian Susanti, S.Pd 
4. Beni Prastowo, S.Pd 
5. Ngadinem, S.Pd 
6. Sudihartini, S.Pd.SD 
Guru Kelas  
Yuli Astuti, S.E 
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Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupate n 
Bantul. 
TRI KURNIA DARMAWANTI 




IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDlKAN INKLUSIF 01 SO 
NEGERI 1 TRIRENGGO DAN SD KEPUHAN KABUPATEN BANTUL 
Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul , SO Negeri 1 Trirenggo Dan 
SO Kepuhan Kabupaten Bantul 
29 Junl 2016 sId 29 September 2016 
Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (me nyampaikan maksud dan tujua n) 
dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau Instansi terkait untuk m e ndapatkan petunjuk 
seperlunya; 
2 . Wajib m e njaga ketertiban dan mematuhl peraturan perundangan yang berlaku; 
3 . Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan; 
4 . Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy ke pa da 
Pemerintah Kabupaten Bantul c .q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesal melaksanakan kegiata n; 
5 . Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi k e tentuan tersebut di atas; 
6 . Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang b erlaku di lokasi kegiatan ; dan 
7 . Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum d an 
kestabilan pemerintah. 
Tembusan dlsampaikan kepada Yth. 
1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan) 
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul 
3. Ka. Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 
4. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Sewon 
5. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Bantul 
6. Ka. SO 1 Trirenggo, 
7. Ka. SO Negeri Kepuhan 
Dikeluarkan di 
Pada tanggal 
8. Dekan Fakultas IImu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
. Yang Bersangkutan (Pemohon) 
Bantul 
29 Juni 2016 
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DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUP A TEN BANTUL 
UPT PPD KECAMA TAN BANTUL 
SD 1 TRIRENGGO 
A1amat : Klembon, Trirenggo, Bantul Yogyakarta 55714 . • (0274) 8363234 (8Jsdltrirenggo@yahoo.co.id 
SURA T KETERANGAN 
No : 082/SD ) TrgIXI/2016 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
NIP 
: Istiani Nurhasanah, M .Pd 
: 19600812 1981041001 
PangkatiGol. Ruang : Pembina, IV/a 
Jabatan : Kepala Sekolah 







: Tri Kurnia Darmawanti 
: 12110244008 
: Filsafat Sosiologi Pendidikanl 
: Kebijakan Pendidikan 
: Fakultas Ilmu Pendidikan 
: Universitas Negeri Yogyakarta 
Telah melakukan penelitian di SD 1 Trirenggo tentang "Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Inklusif di SD N 1 Trirenggo dan SD Kepuban Kabupaten Bantul " pada tanggal 29 Juni s.d. 
29 September 2016. 
Demikian surat keterangan ini karni buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 
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UI I" A:' I'l:: 'OIOIKA ' OASA R K A BUPATEN BANTUL 
UPT. PE NG ELOLA PENOIDIKAN OASA R KEC.SEWON 
SEKOLAH DASAR KEPUHAN 
A lallla t: Kepuhan Tilllbu lhal:i o Sewon Bantul 55 186 
Tc lp. 085 100100955. 6463098 
SURAl' KETERANGAN 
No mo I' : 199/S0KP H/ Ket/XII20 16 
Ya ng be rt and a wnga n diba wa h in i 
Nama 
N IP 
Pangka t IGo I. Rlia ng 
.I abllta n 
Un it ke rj a 
SR I SU RY NT I RA I-IA YU . . Pd. SO 
19600525 198204 2 004 
Pembina .IV/a 
Kepa la Seko la h 
SO Kep llhan. U PT PPO Keca ll1ata n Sewon Bant ul 




TR I K U RN IA O!\RMAWANT I 
12 I 102-14008 
f7il sa fa t Sosio logi Pe nd id ik an I Ke bi,i akan Pe ndidikan 
Fak ultas IImu [>cnd id ika n 
U ni ve rs itas N ege ri Yogya ka rta 
te lah se lesa i me lakll ka n pene liti a n untu k pe ny usun an s krirsi dengan judul : Im p leme ntas i Kebij aka n 
Pendidi ka n Inklus if di SO N I Trire nggo da n SD Kcp uh a n Kabupa te n Bantul Ta hun Pe la ja ra n 
20 15/20 16 pad a tangga l 29 .Il1ni s .d 29 Septe mber 20 16 . 
Oemiki an sura t ke te ra nga n ini dibuat sesua i de ngan kead aan yang se benarnya, da n lIntu k 
dipe rgunaka n sebaga ima na mes tin ya . 
i<ep uha n. 2 Novembe r 20 16 
ANTI R A ilA YU S. Pd.SD . 
NIP 19600525 198204 2 004 
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  PEDOMAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN SUBSIDI SEKOLAH DASAR PENYELENGGARA INKLUSI 
DINAS PENDIDIKAN DASAR 
KABUPATEN BANTUL 
T AHUN ANGGARAN 2015 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 







Pendidikan merupakan investasi pembangunan smnber daya manusia, sekolah yang 
strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama dalam 
sosialisasi nilai - nilai kondisi sekolah yang kondusif, aman nyaman, menyenangkan 
sangat didambakan dalam kegiatan pembelajaran yang lancar dan optimal dan dapat 
mengakomodasi bakat kemampuan , dan kebutuhan setiap peserta didik sesuai potensinya, 
maka perlu dukungan Subsidi untuk SD Penyelenggara Inklusi. 
B. DASAR HUKUM KEGIATAN 
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan 
Luar Biasa; 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan; 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
6. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik 
yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan danlatau Bakat yang 
Istimewa; . 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tang gal 30 Desember 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantu! Tahun 
Anggaran 2015 ; 
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tang gal 30 Desember 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun Anggaran 2015; 
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
Anggaran 2015; 
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 914111IDPPKAD/2015 tentang Dokmnen 
Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Tahun 
2015. 
C. TUJUAN 
Tujuan dari subsidi untuk Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi : 
1. Kegiatan pembelajaran dapat lancar dan optimal 
2. Terciptanya seko1ah yang kondusif, aman, nyaman. 
3. Mengembangkan dan meningkatkan potensi siswa. 
4. Meningkatkan prestasi belajar siswa. 
D. SASARAN 
Sasaran Program Subsidi Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi meliputi : 
43 SD 
E. MANFAAT 
Program Subsidi Sekolah Dasara Penyelenggara Pendidikan Inklusi dapat bermanfaat 
untuk memberikan pelayanan yang layak kepada siswa Pendidikan Khusus (PK) dan 






Pelaksanaan sosialisasi Program Subsidi SD Penyelenggara Pendidikan Inklusi 
dilaksanakan oleh Tim Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul melalui : 
1. Kepala UPT PPD Kecamatan yang menerima bantuan. 
2. Petugas yang menangani Petugas di UPT PPD Kecamatan yang menerima bantu~. 
3. Sekolah yang mendapatkan bantuan 
4. Ketua Kegiatan di UPT PPD Kecamatan yang menerima bantuan. 
5. Satu orang Pengawas SD di UPT PPD Kecamatan yang menerima bantuan 
B. MEKANISME PENYALURAN DANA 
1. Kepala SD MI wajib membuka Rekening di BPD Cabang Bantu!. 
2. UPT PPD Kecamatan mengkoordinir syarat pencairan dana yaitu : Foto copy rekening 
sekolah dikirirnkan ke Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul (Tim BOSDA 
Dinas Pendidikan Dasar ). 
3. Pemegang Kas Kegiatan dan Pembuat Dokumen kegiatan berkewajiban meneliti 
kwalitas data yang selanjutnya di kirim ke BPD Bantu!. 
4. BPD Bantul mencairkan data / menyalurkan dana dengan cara mentransfer langsung ke 
rekening sekolah / Kepala Sekolah. 
5. Sekolah wajib melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan pedoman yang bedaku. 
6. Perubahan Rekening. 




dengan syarat sbb : 
i.Laporan / pemberitahuan nama pengganti ke BPD. 
ii.Foto copy KTP 1 ( satu ) lembar. 
iii.Buku tabungan lama / buku rekening. 
C. PENGGUNAAN DANA 
Penggunaan Dana Subsidi SD Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang diterimakan 
adalah untuk memenuhi Kegiatan Pembelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus (ABK). 
A. MONITORING 
BAB III 
MONITORING DAN PELAPORAN 
Monitoring pelaksanaan penggunaan dana Subsidi Penyelenggara Inklusi di sekolah 
dilaksanakan oleh UPT PPD Kecamatan sebagai atasan langswlg untuk memonitor awal 
yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantu!' 
Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui keterlaksanaan program kegiatan di 




PeJaporan kegiatan dilaksanakan seeara berkelanjutan dimulai dari sekolah. UPT PPO 
Kecamatan, Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten dan 8upati, dengan ketentuan : 
1. Untuk Sekolah penerima bantuan waj ih meJaporkan semua kegiatan sesuai dengan 
alokasi dana kepada Kepala UPT PPD Kecamatan rangkap 3 ( tiga ) : 
i . Asli dan 1 (satu) bendel foto copi tu1tuk arsip sekolah 
ii . I bendel untuk Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 
2. UPT PPD Kecamatan mengkoordinir Japoran dari sekolah yang kemudian 
membawa ke Dinas P endidikan Dasar Kabupaten Bantul. 
3. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten membuat Japoran kepada Bupati setiap akhir 
tabun I akhir anggaran. 
BABIV 
PENUTUP 
Pedoman ini disusun sebagai dasar peJaksanaan program Suhsidi Sekolah Dasar 
Penyelenggara Pendidikan lnklusi Tabun Anggaran 2015 di Kabupaten Bantul. 
Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim 
dikemudian hari. 
Dinas Pendidikan Dasar 
n Bantul 
:;-'~~lv OK SUDARTO,M.Pd. 
~"==WI":. 1 95905151978031003 
Bantu!, 7 April 2015 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
SLAMET PAMUJI, S.Pd.M.Pd. 

















































SUBSIDI PENYELENGGARA SEKOLAH INKLUSI 
DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL 
TAHUN ANGGARAN 2015 
NAMA SEKOLAH KECAMATAN JUMLAH (Rp) NOMOR REKENING 
SOSURUH DLlNGO 7.000.000 004.22 1.003829 
SOOLlNGO DLlNGO 7.000.000 004.221.003830 
SOPELEM DLlNGO 7.000.000 004.221 .004345 
S02TEMUWUH DLlNGO 7.000.000 004.221.008914 
S03 TEMUWUH DLlNGO 7.000.000 004.221.008918 
SO SENOANGSARl DLlNGO 7.000.000 004.221 .003853 
SOSILUK IMOGlRl 7.000.000 004.221.003744 
SO KALIOAOAP IMOGIRr 7.000.000 004.221.011822 
SO 1 KADJPIRO KASIHAN 7.000.000 004.221.010672 
SO I JAMBIDAN BANGUNTAPAN 7.000.000 (')J..q k ~221.002668 
SO 2 JAMBIDAN BANGUNTAPAN 7.000.000 004.221.0 11639 
SO MUH BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN 7.000.000 004.221.007796 
SDIT SALSABILA 3 B.TAPAN BANGUNTAPAN 7.000.000 Ot-g. fJ <OO!I.221.002520 
SOPENI BANTUL 7.000.000 004.2Z1.0 11 483 
SO I TRIRENGGO BANTUL 7.000.000 004.221.015910 
SO SOKA PUNDONG 7.000.000 004.221.010961 
SOBECARI PUNDONG 7.000.000 o04-.2-l- I .O(tJc:ti.r' vV' ... ..> .vv..> .. vv 
SO 2 PANJANGREJO PUNDONG 7.000 .000 004.221.010968 
SO MUH. GEGER PUNDONG 7.000.000 e>;o. t-;( • c::Q; 0 12- l)04 23 I O{)eQ-(-£ 
SO KALIGA TUK PlYUNGAN 7.000.000 . 004.221.029 161 
SO JOLOSUTRO PlYUNGAN 7.000.000 004.22 1.015669 
S02 PETIR PlYUNGAN 7.000.000 004.221 .025836 
SO TIRTOHARGO KRETEK 7.000.000 004.22 1.0 I 0958 
SO TIRTOSARI KRETEK 7.000.000 004.221.0 I 0964 
S02KRETEK KRETEK 7.000.000 004.231.014753 
S03 SEOAYU SEDAYU 7.000.000 004.221.008 179 
SO GUNUNGMUL YO SEDAYU 7.000.000 004.221.008176 
SO BANDUT SEDAYU 7.000.000 004.22 1.008180 
SO BUDI MULIA OUA SEDAYU 7.000.000 004.231.004005 
SO 2 WIJIREJO PANDAK 7.000.000 004.221 .0 11105 
SOPAYUNGAN PANDAK 7.000.000 004.221 .004997 
SO CANDEN JETIS 7 .000.000 004.221.011790 
SOSAWAHAN JETIS 7 .000.000 004.22 1.0 11 803 
SO I PATALAN JETIS 7 .000.000 004.22 1.011778 
SO 1 PANGGANG BAMBANGLlPURO 7.000.000 004.22 1.003804 
SO 3 PANGGANG BAMBANGLIPURO 7.000.000 004.22 1.003805 
SOKEPUHAN SEWON 7.000.000 004.231.013464 
SO NGOTO SEWON 7.000.000 004.221.0 10832 
SOWOJO SEWON 7.000.000 004.221.025144 
SO MUH KARANGKAJEN IV SEWON 7.000.000 004.22 1.007405 
SO SENOANGSARI PAJANGAN 7.000.000 004.22 1.004468 
SO MUH TRISIGAN SANDEN 7.000.000 004.221.003792 




KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR 
KABUPATEN BANTUL 






Nomor : 1 Z- Tahun 20\6 
TENTANG 
TIM POKJA PENDIDIKAN INKLUSI 
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 
KEP ALA DINAS PENDIDIKAN DASAR 
KABUPATEN BANTUL 
Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan 
keragaman peserta didik di masyarakat. dalam sistem pendidikan inklll~ i 
yang berhasis budaya ; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. pt'l'lu 
dibentuk Tim Pokja Pendidkan Inklus i. 
Bahwa mellgingat lugaS-[ugas Tim Pokja Pendidikan Inklus i sangat bal1yak 
dan luas. maka untuk membantu kelancaran llIgas-tugasnya pcrlu dibcllluk 
Tim Pokja Pendidikan Ink lusi dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Dns~ r 
Kabupaten Bantul .. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi dikan 
Nasional ; 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 
Biasa; 
4 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nas ional 
Pendidikan; 
5 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 I 0 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan ; 
6. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi 
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Mem ili ki Potens i Kecerdasan 
dan/atau Bakal yang Istimewa; 
7. Peraturan Daerah Dry Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dall 
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. 
8. Peraluran Pemerintah NomoI' 47 Tahun 2008 . tentang Wajih Bdujar: 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Si stem 
Penye lenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul ; 
10. Pt! rawra!l Daerah Kabupatcn Bantul Nomor 16 Tahun 2007 ten tang 
Pcmhentukan dan Organisasi Dinas Daerah di li ngkllngan Pemerintah 
Kabupaten Bantul ; 
11 . Peraturan Daerah Kabllpalen Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Si stem 
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahlill 2007 
tClltang Pembenlllkan dan Organisas i Dinas Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul : 









1CIltang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan d i Kabupmen 
B,1I11ul : 
14. Pe raturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah d i 
lingkungan Pemerintah Kabupatcn Bantul : 
MEMUTUSKAN 
Membentuk Tim Pokja Pendidikan Penyelenggara Inklusi Kabupaten Bantul 
Tahun 20 16 dengan susunan dan personalia sebaga imana tersebul da lam 
Lampiran Keputusan ini ; 
Tim sl:!bagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas : 
Mengembangkan Program Pendidikan InkJusi 
Me!aksanakan Pembinaan tcrhadap seko!ah Penyelenggara Pendidikan 
Inklusi.: 
Da lam pelaksanaan tugasnya Tim Pokja Pendidikan Inklusi Tahun 20 16 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupatl!ll Bantul : 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tangga! ditetapkan dan apabila di kcmudian 
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembal i dan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya . 
Ditetapkan di 
I . Bupati r3mlluJ : 
2. Kelun DPRD Bantu!: 
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul: 
4. Kepala Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY; 
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LAMP IRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDID IKAN DASAR 
KABUPATEN BANTUL 
NOMOR : ,2:. TAHUN 2016 
































SUSUNAN DAN I'ERSONALIA 
PEMllENTUKAN TIM POK]A PEN DIDIKAN INKLUS I 
I)I NAS PLNDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL TAI-IUN " 01(, 
Nama 
2 
Drs. Totok Sudar1o. M ,Pd 
Drs. Dacng Oacdn. M . Pd 
Strum.:t Pamuji. M,PeI 
Darwatin ings ih . S.Si. M.S i 
Ttnik Saptiningsih. M .Pd 
5aplo Priyol1o. M M 
Dra. Suprihastu t i. MM 
J Drs. Suyat llo. MM 
I I Subiya li. M .Pd 
Sumarya lull . M ,PeI 
Drs. Teguh Priyo llo 
Dr. Esti Setiawati. M .Pd 
lst iani Nurhasanah. S.Pd 
! Aglls Supriyanto. M .Pd 
Drs . Wiji Suparno. M .Ph il 
I . i ~s Arifn h. S .Pd 
Ma~iiyo. M .Pd 
Agung Prabowo. SE 
Ngatij l:1I1 
S ri Handayan i. S .Pd 
Sudm1a 
Kedudukall dalam Tim Kedudukan dalam Dinas 
3 4 
Pembina Kcpa la Di nas 
Ket ll a I Sekreta ri s Dinas Dikdas 
Kellla II Kabid SD 
Sekretar is I Kabid Bina Program 
Sekrctaris I I Pengawas SD 
Bendahara I Kasubag Keu3ngan 
Bendahara II Kabid SMP 
Sie Pembi naan da11 Pelat ihan Kasi Kurikululll da n Tcndik SNI P 
Sie Pembinaan dan Pelatihan Kasi Kurikululll da n Tcndik SD 
Sie Pc ncl itian dan Pengcmbangan Pcngawas SMP 
Sie Penelitian dan Pengem bangan Kasubag Kcpt:g<lwaiall 
S ie Monitoring dan Evaluasi Kasi Perencanaan dan Pel<lporan 
A nggota Kepala SO I TrirenggCl 
A nggota Kepala SM P 1 Sedayu 
Anggota Pengawas PLB 
Anggota Gu ru SM P N 2 SCWOIl 
Anggota Sia f Bidang SM P 
A nggota S taf Bidang SMP 
Anggota Staf Bidang SO 
A nggora Star Bidang SO 
A nggota Staf Bidang Bi lla Program 
£~~~ Dinas Pendidikan Dasar 
f,'S .J<~.li1 en Banlul . I ~},: ~ 
. ", DINA ~ \"" PEllOl:IKt}I:2 I 
\ &". '~,:" I·J ·, r'Jt . .- OTOK SUDARTO. M.Pd 
.. " ...•. ··' l"embina Ulama Muda. IV Ie 









PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
DINAS PENDIDIKAN DASAR 
Komplek II Kantor Pemerintah Daerah Bantul 
Jln. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul 55714 Telp. 367171 ,Fax. 367327 
Email : dikdas@bantulkab.go.id , http ://dil<das.bantulkab.g o.id 
_ •. _----
KEPUTUSAN 
I<EPALA DINAS PENDIDIKANJ)ASAR KABUPATEN BANTUL 
NOMOR . >0 IKPTS/20I3 
TENTANG 
PENT.JN.JUKKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (SPPI) 
DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL 
TAHUN 2013 
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABlWATI!: N llANTUL 
I\!!c nimbang : n. bahwH pengelolaan dan penyelenggaraan penelidikan 1J(~r l ll memperhatikan 
keragaman peserta didik eli masyarakat, dala1l1 si~;tem pendidikan inklusif 
yang berbasis budaya, 
b. bnhwn penyelenggaraan pendidibn padn semun j~IIl11' . j enjang. dnn jellis 
penelidikar, harus dapat menyecliakan layanan pendidikan yang 
1l1engakl) ITLodasi bakat, kemampuan dan ke bl.ltulla n setiap peserta diclik 
untuk 1l1ewujlldkan potensinya. 
c. bahw<I untuk l11 eW1ljll dkan hnl tersebut perlu Illenctapkan Surnt KeputllsHn 
Kepala Dinas Pendidikan Dasar tenl<lng l' c\'JLlnjllkkan Sekolah 
l'e nye ic ll ggara Pendidikan .lnklus i r (SPPI ) "[',Ihun 2013. 
vlengin J at: I . Undang-Undang Nomor 23 T ah un 2002 tcn(ang Pe rlindungan Anak; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasi('nal; 
I\!!cne l:q)I :an 







Peraturan Pe l11erintall Nomor 72 Tahlln 1991 tentang Pendidikan Lllar 
Biasa; 
Pe ral man Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenlang Stanclar Nas iona l 
Pendidikan; 
Pel'tltLI\'CIIl Pemerlntah NomoI' 17 Tahull 2010 tel1tal1g Pengelolaan dan 
Penyele ilggaraan Pendidikan; 
Perl11e ndiknas Nomor 70 T ahun ,2009 l.entang Pendidikan Inklusif bagi 
Peserta Didik yang Memiliki Ku1ainan clan Memiliki Potensi Kecerdasan 
da n/atau Bakat yang Istimewa; 
Pcr~ltllril n Dae rah DIY NomoI' 4 Tahun :>'OJ 2 tc n la ng Pe rlindlll1giln dan 
Pemp.nllhan Hak-ha k Penyandang Disabilitas . 
MEMVTVSKAN 
Mel1unjllk Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan 
Inki usl f (S PPI) Tahun 20 13 dan Danar Nama-nama Sekolah terlal11pir; 




KI·TIGA O<l l(1n l me laksanakan penyelenggaraan pen<lidik ;lll inklusif. Sekolah 
Penydenggaro. Pendidikun Inklusif (SI' PI ) wajih Illclltaati peratUrrln yung 
telah rli tctapkan; 
K EE:.-1 PAT Sega)a biaya yang diperiukan akibat ditetapkannya keputusan Inl 
dibcbankan pada anggarall yang tersedia unt uk illl: 
Kepllals.l11 ini berlaku sejak langgnl dite tapk:\Il dan apabiln dikemudian hari 
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagailll:llHl mestinya, 
1 ".'ml·, usa!) disampaikan kcp:-.da Y l h : 
I . IJup,l l i 13unlul sl.:bugai Ii.lpurun. 
'2 Kqal:l Inspeklorat Kabup<:ten Bantul 
~ . Kcpala Rappeda Kabupaten Bantul 
Ditetapkan di 
Pada tanggal 
'I. Ke~'ala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. 
5. Kep,1la Bidang SMP D inas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 
II. Kr:pala Bidang SO Uinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 
i I USI!' 
BANTUL 




KEI'UT USAN KEPALA DINAS I'ENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL. 
NOM OR : 36 IKPTS/20 13 
TA NG GAL: 30 APRIL 20 13 
TE:'<TANG: 
PE'IUNJUKKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDlKAN l NKLUSIF (SPPl) 
DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 
' NO NAMA SEKOLAH ALAMA T SEKOLAH JE1'EANG 
-
I SO SURUH 
.,- ----_ .. 
GUl1ungcilik, Muntuk, Dl ingo SO/MI 
-2 SO OLINGO Pokoh 2. Dlingo, Dlingo SO/MI 
_. 
3 SOPELEM Salam, Temuwuh, Dlingo SO/MI 
4 SO 2 TEMUWUH Tanjan, Temllwuh, Olingo SO/MI 
5 S03TEMUWUH Tanjung, Temuwuh, Dlingo SO/MI_ 
6 SO SENOANGSARI Sendangsari, Teron8, Olin.82...., SD/MJ __ 
7 SO SILUK Siluk I, Selopamioro, Imos!!i... SO/MI 
8 SO I KADIPIRO 
-
Sutop.dan, Ngestiharjo, K.sihan. SOIM! 
9 SO I JAMBlDAN JI. Pleret Km 3, Jarnbidan, Banguntapan SOIMI 
10 SO MUH KARANGTtJRI Karangturi, Baturetllo, Banguntnran 80/MI ---
-------." I I SO MUH BANGUNTAPA N JI. Wonos.ri Km5 , Ketandon, SO/MI 
Ban£untaEon 
SOIM1. --12 SO MUHBOOON Jagalan, Bangunlapan 
13 SO PEN! 11. Sultan Agung Kml, Palbapang, Banlul SDIMI 
- SD/M(~ V 14 SO I TRIRENGGO Klembon, Trirenggo, Bantul 
15 SO I PALBAPANG JI. Samas Km7, Guyengan, Palbapang SO/l\:!l_ 
16 SO SOKA Soka, Seloharjo, Pundong SDIM! 
17 SO BECARI Beeari , Seloharjo, Pundong SO/MI 
18 SO KALIGA TUK Kaligatuk 8rimulj'0 PiVW1QlUl SU .. MI 
19 SO 2 PETIR Jatimulyo, Srimartani, Piyungan sO/Mi-
20 SO JOLOSUTRO Joloslltro, Srimulyo, Piyungan SD/tAl 
21 SO 2 KRETEK Greges, Oonotirto, Kretek SO/M! --
22 SO T!RTOBARGO Gegllnung, Ti rtohargo, Kretek SO/MI __ 
23 SO 3 SEOAYU Ngentak, Argorejo, Sedayu SO/M! 
24 SO GUNUNGMUL YO Sengon Karang, Argomulvo, Sedayu SOIM! 
25 SO BANDUT Bandut Kidul, Argorejo, Sedayo; SD/tvll 
26 SO BUDI MULlA DUA JI. Wates Kml O. Kaliurang, Argomlilyo. SD/MI 
---"----
Sednyu 
SD/MI, = 27 SO 2 WIJ IREJO Gcsikan, Wiiireio, Par.dak 
--
, 28 SOPAYUNGAN 
-
Payungan, Triharjo, Pandak SO/MI __ 
i 29 SO CANOEN !,Iembutan, Canden, Jetis SO/M! 
30 SOSAWAHAN Salak.n, Sumberagung, Jetis SO/MI 
i 31 SO I PANGGANG Tempel, Sidomulyo, Sambanglipuro SO/~1 
1 32 SO 3 PANGGANG Ngampelan, Sidomulyo, Bambanglipuro SD/Ml ro, SO KEPUHAN ~~_pllhan , TJnlbulha!jo, Sewon SO/MI -* " .,., ._-----
34 SO BANGUN HAR.lO .II Parangtl'ltls Km 6,5, Sewon SD 'Iv11 
35 SOBALONG Salong, Timbulharjo, Sewon SOIl,1I I 
36 SO Muh Kar.ngkaj en IV Salakan, 8angunharjo, Sewoll SO/M! 
37 SO PIRING Pi ri ng. Murtigading, Sanden S00'1"!"-_ 
------ ,---
38 SO KORIPAN Koripan, Poncosari, Srandak:U1 SO/'vlI __ 
39 SO Muh GERSO Gerso, Poncosari, Srandakan SD/M! __ 
40 SO Muh GUNTURGENI Gunturgeni, Poncosari, SranuakJn SD/MI 
41 SMP PGR! KASIHAN J1. PGRllI/OS , Sonopakis, Kasihan SMP/~1rs-
-42 SMP MUB I PUNOONG Blali , Seloharjo, Pundong SMP/MTs 










SMP N 2 Uamball l2 liEuru ~ -I 
r 45 SMP 3 JETIS 
46 SM P Tuman Dcwilsa O:! 
Olin"o 
47 SM P P~ ngudi Luhllr SL 
Vincentius ScdaY ll 
48 SMP T crhuk::1 2 Imogi ri 
Sidomulyo, BambangliEuro SMP/M 
JI. Parangtritis K.m 14,5 , Patalan. Jeti s SMF,M ~ r, 
Dlingo, Dlingo SMP/~ I rs I 
.II. Wales Km. 12, Pedusnn, A rcosnri, SMI' /M 
Sedo.yu ~ 
Srih~lIjo, Imogiri . Bantul SMPI/A ' r, I 
D ilctapkan di 
Pada tanggal 
BA N TUL 
APRIL 2013 
